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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belekang Masaleh

kan memiliki herkat dan martabat yang sama. Tiada satu
manusia pun di belahan bumi ini yang sudi harkat dan
mariabatnye direndahken oleh orang lein, apalagi sampai
menghilangkan hak-hek asasi yang dimilikinys. Karena
‘pada dasarnya hak-hak tersebut adeleh anugerah Allah dan
senantiasa melekat tak terpisahkan dari kehidupan dan
keberadean manusia itu sendiri.

Istileh dan makna hak-hak asasi manusia telsh di-
kenal di seluruh lapisan masyerakaet dunia, dan rujukan
yeng lazim dipergunaken ielsh deklarasi umum hak-hak
asasi manusia (The Universal - Declaration  Zaf: Himeh
Rights), termasuk beberapas _ kovenan, _trektat serta
protokol-protokol lainnya yang diproklamirken dan di-
pelopori Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi
Internasional.

Hak-hak asasi manusia seperti yang tercantum di=
atas merupakan standar pernyetaan kemajuan *.bagi semua
ummat menusia dan merupakan perwujudan deri hak-hak
esasi manusia baik sebagai individu, kelompok masyarakat
ataupun suatu negara sejak .kelahiramnnya ./ {hak untuk-
hidup, hek untuk memiliki kebebasan dean  kemerdekaan,
hak untuk memiliki kebahagiaan dan kesejahteraan).

Kesadaran ummat manusia akan hak-haknya segera

timbul lebih-lebih :seteleh menyaksikan-'  : kekejaman-




kekejaman dan kekejian-kekejian yang terbongkar pada
perang dunia pertame dan perang dunia kedua. Tehun -
tehun setelah berakhirnyas perang dunia kedua yang = <mem-
bawa derita bagi jutaan manusia benar-benar menyentuh
hati nureni manusia itu sendiri, karene itu .ussha-usaha
perlindungan hak-hak asasi manusia secara formal dan
internasional dirintis terus-menerus. salsh satu fihak
vang berjueng dengan gigih untuk menegakkan hak - hak
asasi manusia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangse-Bangsa yang mempunyai tugas
utama mencegeh perang dan memelihara perdamaian menempat-
ken pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagai saleh satu
proiritas utamanya. Sebageaimana yang sering - . disebut
di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, one of the
purpose of the united nations is to promote:zand encourage
respect for human rights and fundamental freedoms for
all without distinction as to race, sex, language or re-
ligion and better standars of life in large freedom,
(Boer Mauna, 1983;80).

Oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai
organisasi internasional dikenal begitu gigih dan teguh
memperjuangkan hek-hek asasi manusia. Hal ini terbukti
dengan banyeknya usaha-usahe yang dilakukan Perserikaten
Bangsa-Bangsa dalam lapangan hak-hak asasi manusia.

Pernyataan atau deklarasi hek-hak asaesi manusia

itu depat dipandang eébagai komitmen dari pendiri




Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua neggra.ygng.menjadi
anggota badan dunia itu, untuk menempatkan menusia dalam
posisi sentral, sebagal titik tolak untuk membangun
masyarakat dunia yang adil, beradab serta tentram damai.

Deklarasi hak-hak asasi manusia berarti pula sebugh
komitmen dari semua anggota badan - dunia itu untuk
menolak setiap bentuk dan tata hubungan yang tidak adil
den merupakan sumber dari timbulnya kekacauan dan
kekerasan serts penderitaan umat manusia, baik pada
tingkat nasionel maupun tingkat internasional secara
keseluruhan, namun keadaan dunia masih jeuh dari harapan
dan aspirasi yang ada dibalik deklarasi Perserikatan
Bangsa-Bengsa, hal ini --&isebabkan” ~ oleh adanya
kepentingan-kepentingan politik dan yurisidiksi suatu
negara dalam melaksanakan deklarasi hak-hak asasi manmsia
yang berbeda sesuai sistem konstitusinya, dan keterbsaas-
an wewenang Perserikatan Bangsa-Bangsa —sebegai  .organ-
isasi. Internasional yang mengawasi secara langsung pe-
laksanaan hak-hak asasi manusis tersebut.

Hel ini dijelaskan dalam pasal . 2¢{ ®ujuh) Piagam
Perserikatan Bangsa=bangsa yaitu:" Tek ade yeng termuat
delam piagam yeng memberikan kekuasaan pada Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk turut mencampuri masaiah’®yeng secara
esensial berada dalam yurisdiksi suatu negara ".

Namun pernyataan dan Konvensi Perserikatan Bangga—

Bangsa dengan tegas memberikan dasar hukum bagi _keter-




libatan Perserikatan Bangse-Bangsa dalam mengéwasi
keadaan hak-hak asasi manusia dan memberi pengakuan seh
pada kepedulian Internasional mengenai hak-hak asasi
manusia dalam batas-batas nasional yang khusus pada
masyarakat dunia ini, yang senantiase menyaksikan dan
merasakan berbagai bentuk hubungan kekuasaan yang tidak
adil dan yang teleh menimbulkan penindesan di berbegai
bidang kehidupen masyarakat yang semuanya telah ‘diatur
dalam deklarasi umum hak-hak asasi manusia.

Bertolak dari masalah yang telah dipaparkan di
atas meke penulis mencoba menganalisis melalui penulissn
karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul:
PERANAN PERSERIKATAN BANGSA=BANGSA DALAM UPAYA PENEGAKAN
HAK - HAK ASAST MANUSIA.

1.2, Batasan Masalah

~ Bebagaimana gambaran latar belakang masalah yang-
diuraikan di atas kita telah mengetahui bahwa masalah
hak-hak asasi manusia adalah mempunyai aspek pembashasan
yang sangat luas, maka penulis membatasi permasalahan
- Yang akan dibahas pada skripsi ini - adalah sebagai
berikut :
a. Sempei sejauh manakah kepedulian Perserikatan Bangsa-
Bangsa sebagai organisasi Internasional ~terhedap
masalah hak-hak asasi manusia.

b. Bagaimanakeh upaya kebijaksanasn yang harus ditempuh
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oleh Perserikatan Bangsa-Bangse dalam mé;akéénakan;}

L 4

{ b
hek-hak asasi manusia. \ “rpgerat® J
A= _/—-’

¢. Bagaimana jaminan perlindungan menurut hukum Inter-

nasional.
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan ini adaleh : Untuk memenuhi
persyaratan dalam menempuh ujian sarjana (skripsi)_mﬁa
Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Khusus-
nya Hukum Internasional.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk men-
Jelaskan dan memberi gambaren secara - umum ~ tentang
peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi .
Internasional yang banyak memberi manfaat dalam upaya
menegekkan, menghormati den melaksanakan hak-hek asasi
manusia dan untuk mencari data yang berkaitan dengan
yurisdikéi suatu negara terhadap penerapan hak=hak

asasi manusia berdasarkan konstitusi negaranya.
1.4. Metode Penelitian

Sebagaimana suatu penulisan karya ilmiah, adalah
syarat mutlak bahwa penulisan ini harus ditopang demgan
metode penelitian,'dalam hal ini maka penulis memper-

gunakan :

1. Metode penelitian kepusteksaan (Library Research)
yang dimaksudkan untuk menelaah berbagai pandangan

para sarjana serta teori-teori yang terdapat didsdlam




lietratur untuk memudehkan pemehaman yang berkaitan
dengan penulisan ini.

2. Metode penelitian lapangan (Field Research) yaitu
metode penelitian yang bertujuan membshas permasalaken
dengan mengumpulken data-data yang mempunyai relevensi
dengen skripsi baik berupa literatur, perjanjian
Internasionel dan konvensi serta maskalah yang teleh
dipresentasikan pada pertemusn ilmish dan perpustakasn
terkeit akan menjadi objek penelitian langsung.

Selanjutnya, setelah data kepustakaan dan lapangan
telah diperoleh maka dilskukan pengelompokan untuk me-
leksanakan .analisa - dengan memperguneskan metode
analisanormatif sosiologi, yaitu menggambarkan per=-
masalahan dari sudut hukum dalam kaitannya dengan metode
deskriptif kualitaetif yaitu menjelasken dan memaparkan
seperlu adanya deta tetap disertai analisa-analisa 1lain

kedalam bentuk skripsi ini.
1.5. Sistimatika Bahasan

Delam menyusun penulisan skripsi ini, penulis mem-
buat komposisi bab atau sistimatika isi yang merupakan
pokok tulisan ini terdiri dari 5 (lima) .bab -yang ter=

susun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini skan diuraikan tentang latar

belekang masalah, batasan masalah, tujuan




-BAB 2
-BAB 3
= BAB 4

-

..

den kegunaan penelitian, metode penelitian

dan sistimatike bahasan.

Geambaran Umum Perseriketan Bangsa-Bangsa:
Pade bab ini akan dibahas tentang sejarah
singkat lahirnya Perserikatan _ Bagngsa-
Bangsa tujuannya, asas-asas Perserikatan

Bangsa-Bangse sebegai organisesi Internasiomel.

Ruang lingkup hask-hak asasi manusia secara
umum.

Pada bab ini akan dibahas secara umum be-
berapa pengertian, universal declaration
of human rights, hek-hak asasi menusia
menurut (The Universal Declaration of Haman
Rights) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,
dan Undang-Undang 1945.

Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam
penegakan hak-hak asasi manusis.

Pada bab ini skan dibahas bagian-bagian
pokok yang berkaitan dengan hak-hak asasi
manusia yaitu: tentang upaya  kepedulian,
langkah-langkeh kebijaksanaan Berserikatﬁn
Bangsa-Bnagsa serta bagaimana jaminan per-

lindungan menurut hukum Internasional.




EeiBA R S5 2 Peputnp
Pada bab ini isinya . merupakan penutup
deri seluruh hasil penulisan dalam bentuk

kesimpulan dan saran.




BAB II

GAMBARAN UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

2.1. Sejerah singkat berdirinya Perserikatan Bangsa-
Bangssa.

Setelah Liga Bangsa-Bangsa gagal memelihara
perdamaian dan keamanan Intefnasional dalam hal ini
mencegah terjadinye perang dunia, maka timbullah gagasen

,baru untuk membentuk lagi suatu organisasi Internasional
yeang dimeksudkan untuk mencegeh meletusnya perang yang
selalu mengganggu dan merusak perdamaian dan keamanan
dunia.

Langkah-langkah untuk merealisasiken maksud tersehut
di atas (J.Pareira Mendalangi, 1986; 57-63) ialah sebsgai
berikut :

- Ditandatanganinys suatu deklarasi antara negara-negem
sekutu (The Inter Allied Declaration) tqnggal12;6-1941
yang dikenal dengan Deklarasi . .London. Deklarasi
tersebut antara lain menyatakan _bahwa "satu-satunya
dasar yang sejati bagi pemeliharaan perdamaian adalah
kehendak bekerjasame antars bangsa-bangsa yang bebas
di dunia dimena semua orang bebas dari ancaman agresi,
dapat menikmati ketentraman ekonomi dan sosial.

- Dua bulan kemudian, yaitu tanggal .14 Agustus :.1941

- Presiden D. Roosevelt dap Winston Churchil menanda-
tangani Atlentic Charter. Dalam charter tersebut di-
harapkan terwujudnya suatu - perdamaian , yang akan
memberikan kepada semua bangsa, keamanan bergerak di

dalam batas-betas negara masing-masing.
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- -Pada tanggal 1 Januari 1942 ditandatangani Deklarasi
Washington. Delam deklarasi ini muncul istilah 'United
Nations' yang diusulken oleh D. Roosevelt.

= Kurang lebih dua tshun sebelum perang dunia berakhir,
yeitu tanggal 30 Oktober 1943 ditandatangani suatu
deklarasi yang dikenal dengen 'Deklarasi Moskow'. De-
klarasi mengemukeken adanyas keperluan dalam waktu
yang secepat mungkin membentuk suatu - ©organisasi
Internasional umum yang berdasarkan prinsip persamaan
kedaulatan dari semua negara yang mencintai perdamaisn
dan terbuka keanggoteannya bagi semua negare, besar

dan kecil, demi untuk pemeliharaan perdamaian dan
keamanan Internasional.

- Pada tanggal 1 Desember 1943 di Teheran dikeluarkan
sebuah deklarasi yeng mengakui adanya suatu tanggung-
Jawab yang luhur atas semua bangsa yang bersatu untuk
mewujudkan suatu perdamsian.

- Karena semakin dirasaken perlunya suatu badan kerja-
sama Internasional untuk menciptakan perdamaian, di-
selenggarakanlah konperensi di Dumbarton Osks, antara
21 Agustus - 28 September 1944 yang menghasilkan pola
pertame mengenai organisasi dunia yang bernema 'The
United Nations'. Di dalam konperensi ini disepakati
mengenai sebuah badan utama bernama Security Council.
Kemudian diadekan lagi konperensi Yalta 4 sampai 11

Ferbuari 1945, dimana dalam konperensi ini dibicarsksn
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dan disétujui prosedur mengenai pemungutan suara pada
sidang-sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- Kemudian Dumbarton Oaks proposals dijadikan dasar dalam
pPenyusunan piagam organisasi yang akan didirikan padsa
tanggal 25 April 1945 dibukakan konperensi San Fransisco
yang dikenal 'The United Nation Conference On Inter-
nationel Orgenization'. Kemudian tanggal 25 Juni 1945
di selenggarakan sidang pleno terakhir dan pada sideng
ini piagem PBB disetujui secara bulat, tanggal 26 Juni
1945 piagam tersebut ditandatangeni.

Dengen demikian meka lahirlah Perserikstan Bangsa-
Bangsa pada tanggal 26 Juni 1945. Tetepi piagam tersebut
baru berlsku (come into force) tanggal 24 Oktober 1945
setelah diratifikesi oleh Amerika Serikat, Cina, Ferancis,
Uni Soviet, Inggris serta sebagian besar negara-negara
pendirinya. Oleh karena itu tanggal 24 Oktober setiap
tehun dirayskan sebagai hari Perserikatan Bangsa-bangsa.

Perserikatan Bangsa=Bangsa merupakan organisasi
Ineternasional yang terbesar dan memiliki anggota dalam
Jumlah yang besar pula. Sebagei bukti bahwa Perserikatan
Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional dingtsken
secara eksplisit dalam pembukaannya, yaitu :

Sesuai dengan itu pemerintah kami -masing-masing

melalui wakil-wakil yang telah menunjukkan kuasa

penuh mereka yang terdapat dalam bentuk :yang baik
dan seh dan yang berhimpun dikote San Fransisco,
telah sepakat menyetujui piagam Perserikatan
Bangsa-Banga ini dan dengan itu membentuk sebuah
orgenisasi Internasional yang dikenal sebagai
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
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Sebagai organisesi Internasional, maka Perserikaten

Bangsa-Bangsa merupakan subyek hukum Internasioneal dan

merupakan pemangku hak dan kewajiban Internasional.
2.2. Tujuen Perserikatan Bangsa-Bangsa

Melihat sejarah singkat berdirinya Perserikatan
Bangsa-Bangsa di atas, meke alasan yang paling utama di-
dirikannye orgenisasi tersebut adalah untuk memelihara_
perdameian dan keamanan Internasional. Namun demikian
tidaklah berarti behwa Perserikatan Bangsa-Bangsa di-
dirikan semata untuk tujuan tersebut, tetapi ade tujuan
lain sebageimana yang dituangkan delam pasal satu Piegam

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu :

1. Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional dam
untuk tujuan itu mengadakan tindakan-tindakan bersama
yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-
ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdemaiany
dan akan menyelesaikan dengan jelan =~damai, serta
sesuai dengan prinsip-prinsip . keadilan idan hukum
Internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian
pertikaian-pertikaian Internasional atau keadsan-
keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

2. Mengembangkan hubungan-persahabatan antara bangsa-
bangsa berdesarkan penghargasan atas prinsip-prinsip
persamaen hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri

dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk
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mempertegﬁh perdamaian universel.

3. Mewujudkan kerjasama: Internasionel dalam memecahkan
persoalan-persoalan Internasional .di lapangan ekonomi,
sosial, kebudayaan, atau yang " bersifat kemanusiaan,
demikian pula dalam usahe-usahea memajukenzdan mendormg
penghormatan terhadap . hak-hak asasi .. manusia dan
kebebasan-kebebasan dasar bagi semua —ummat manusia
tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bshasa atau agsma.

4, Menjadi pusat bagi penyelarasan segala’ tindakan-
tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan
bersama tersebut.

Dengan dituangkannya usaha memajukan dan mendorong
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai salah
satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah men-
jadi sumber dan penyebar luas gagasan mengenesi perlu di-
hormatinya hek-hak asasi menusia di dalam kehidupan ber-
masyarakat dan bernegara di masa . sesudah berakhirnye
perang dunia kedua.

2 Di masa lalu hukum . Internasional. tidak mau

mencampuri perlakuan yang diberikan suatu negera terhadsp

individu-individu, kelompok-kelompok minoritas yang
terdapat di wilayah dan’ berada. disbawahr <:domestic:
yurisdiction atau di bawah kedaulaetan suatu negara dan
hukum Internasional tidak punya wewensgng terhadap
kebijaksanaan tersebut (Boer Mauna, 19833 79).
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Ini berarti baehwa masalah hek - hek ssesi manusia
bukanlah merupskan urusan atau persoalan hukum
International, tetapi secara eksklusif masuk ke dalam
domestic yurisdiction suatu negera ( Thomas Buergenthal,
188915 ).

Lebih lanjut Thomas Buergenthal menyatakan bahwa :

" This situation change with the adaption of the

UNcharter and the developments that have teken
plaece in the three decades since the ‘charter
entered into force,... 7“The ®'chsrter is the
foundation wupon which =a large body of
International human rights law hasbeen built ",

Betapa berartinya kehadiran Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk memajukan dan mendorong penghormatan ter-
hadap hak - hak asasi manusia, sehinzga Profesor Louis
B. Shon, (Mr. Jhon Carey, 1968; 35) menggambarkan bahwa
tahun 1945 merupakan tehun yang sangat menentukan dalam
lepangan hak - hak asasi manusia. Sementara MNr. Carey,
menyatakan bahwe kita dapat mencatat sebelumnya
partisipasi organisasi - organisasi internasional dalam
perlindungan hek - hak asasi manusia sangatleh sedikit
Di bawah Liga Bangsa - Bangsa, kecuali mengenai peng-
hormatan terhadap wilaysh - wilaysh mandat dan juga kaum
minoritas, gambaran umum perlindungen hak - hak asasi
manusia tidak ada. Gambaran ini baru ada tahun 1945, dan
Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa merupakan perangkat
International ( International Instrument ) yang pertama

dimana negara - negara setuju ° hema jukan penghormatan

hak - hak menusia secara universal.
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Dalam pisgam Perserikatan Bangsa-Bangsa,
asasi menusia merupakan suatu.pernyeataén- yang. :mempunyai
perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan hak-hak ssasi
manusia, sehingga kalau kite hanya membaca teks-teks yemg
termuat delam piagem, maka tidak akan kita temukan hsk-
haek apa yang teleh disetujui oleh anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk dilindungi den dihormeati.

Untuk mencapai tujuan " memajukan dan mendorong
penghormatan terhadap hak-hek asasi manusia'iPerserikatan
Bangsa-Bangsa melalui Majelis Umum dan Dewsn Ekonomi
Sosial membentuk organ-organ subsider guna menangani
langsung masaleh heak-hak asasi manusia. Organ - organ
subsider tersebut bertugas untuk mengawasi dan memonitor
perangkat international ( international instrument )
dalam lapengan hak-hak asasi manusia.Cara untuk mencapai
tujuan niemetihera-perdemeian dan keamenanzrinternasional
yeng dicantumkan delam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
yaitu cara positif dan cara negatif.

Cara negetif ialah mencegah ( preventing ) dan
menindas ( supression ) pelanggaran atau ancaman dengan
suatu kekerasan bersenjata,sedangkan cera positif adelah
mendorong keadaan-keadaen ke arah perbaikan, sehingga
perdamaian dan keamanan dapat dipertahankan ( Syahmin AK

198835 95 ).

Dalam penegakan hak-hek asasi manusia,piagam tidak
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menyediakan sarana untuk menggunsken kekuatan bersenjata

terhadep negara-negara yeng melakuken pelanggeran hak-hak

asasi manusia.

2.3 Ases-asas Perserikaten Bangsa-Bangsa

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta
seluruh anggotanya dalem usshanya mencepai tujuan-tujuan
yang tercantum dalam pasal satu, akan bertindak sesuai
dengan asas-aéas yeng tercantum pada pasal dﬁa piagam

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut :

1. Organisasi bersendiken pada prinsip-prinsip persamaan
kedaulatan dari semua anggota.

2. Segenap anggota, untuk menjamin diperolehnya hak-hak
dan manfeat baginya yang timbul dari keanggotaannya,
harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang
diterima sesuai dengen piagem ini.

3. Segenap anggota harus menyelesaikan persengketaan
internasional:dengan . jelan damei:dergan mempergunakan
cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan
keamanan internasional serta keadilan tidak terancam .

4. Scgenap anggota dalam hubungen internasional mereka,
menjauhkan diri dari tindakan ancaman atau :penggunaan
kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan
politik sesuatu negara lain atau dengan ceras bagsimans
yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan
Bangse-Bangsa.

5. Semua anggota harus memberikan segela bantuan kepada
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Perseriketan BangéanBangsa delam suatu tindzkannya
yang diembil sesuai dengan isi piegam ini, dan tidak
akan memberikan bantuan kepada suatu negara yang oleh
FPerserikatan Bangsa-Bangsa dikenakan tindakan-tindakan

-pencegsahan ateu. pemaksean.

6. Organisaesi-organisesi ini menjamin agar negara-negera
bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak
dengan prinsip-prinsip ini apeabila dianggap perlu
untuk perdamaien dan keamenan internasional.

7. Tidak ada suatu ketentuan-pun dalam piagam ini yang
memberi kuase kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya adalah
urusan dalam negeri suatu negera atéu mewajibkan
anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan- urusan
demikian menurut ketentuan-ketentuan piagam ini,- akan
tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai
penggunaan tindakan-tindaken pemaksaan seperti ter-
cantum dalam bab VII piagam Perserikatan Bangsa -
Bangsa.

Asas-asas yang dinyatakan di atas, dua diantaranya
ditetapkan bagi pentaatan organik Perserikatan Bangsa-
Bengsa adalah kesederajatan penuh dari setiap anggotanysa
dan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan men-
campuri masalah yang esensil merupakan urusan dalam
negeri suatu negara, kecuali dimana tindakan pemaksaan

diperlukan den empat asaslainnya ditetapkanguna pentaatan
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setiap negara anggota, yakni bzhwa mereka harus memenuhi
kewaiiban-kewa’'ibannya yang ditetepkan dalam piagam,
menyelesaikan setiap masalah secara damai, dan tidak
mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap keutuhan
wilayah atau kemerdekaan politik suestu negara, membantu
Perserikatan Bengsa-Bangsa serta menolak membantu negera
negara yang terhadapnya diambil tindekan pencegehan
etau pemeksaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.S&tu asas
lainnya ditetapkan guna pentasatan oleh negara-negara yang
tidek termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa
untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip piagam.

Dalem hubungannya dengan penguraian skripsi ini
lebih lanjut, penulis akan menguraikan sedikit mengenai
esas ketujuh. Karena asas ini sering dipergunakan oleh
negara-negara untuk menolak peranan atau campur tengan
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelediki suatu pe-
langgaran hek-hak asasi manusie yang terjadi delam negara
tersebut.

Asas ketujuh di atas terkenal dengan istilah the
principle of non intervention, atau asas untuk tidak
melskukan campur tangan terhadap urusan-urusan di dalam
suatu negara. Asas ketujuh ini merupskan konsekuensi asas
persamaan kedaulatan masing-masing anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Asas ini meletakkan suatu kewajiban kepada
Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk menghargai dan meng-

hormati kedaulaten negara-negara anggotanya.
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Hegara-negara yang menolak peranan Perserikatan
Bangsa-bangsa, selalu mengemukaken alasan bzhwa jika
Perserikaten Bangsa-Bangsa melekukan cempur tangan dalam
negare tersebut untuk menyelidiki suetu pelanggaran hak-
hak esesi dan membela warga negara yang merasa tertindas
make Perseriketen Bangsa-Bengsa télah melangger kedauletan
suatu negara yang dijunjung tinggi oleh piagam.

Oleh karena itu Welter Laequer ( Abdurrehman Wehid,
1979; 23 ) menyerang kelemahan dari lembaga-lembaga
internasional yeng menangani masaslah hak-hak asasimanusia.
Dikatakan bahwa seteleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ber -
hasil menegakkan prinsip universalitas masalah hak-hak
asasi manusia, secepat itu pulae menghentiken campur
tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam negeri anggota-
anggotanya. Ini membuat mustehil penerimaan protes dari
. mereka yang kehilangan hak-hak asasinya oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan secara efektif mematikan prinsip

universalitas yang sudah diterima.
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RUANG LINGKUP HAK - HAK ASASI MANUSIA SECARA UMUM
3.1. Pengertian Hak-Hak Asasi Manusia

Istilah hek-hak asasi manusia adalah terjemshan dari

istilah droits de 1'homme dalam bahasa Perancis atau dalam

bahasa Inggrisnye human rights dan delam bahasa Belanda

dikenal dengan istileh menselijke rechten. Di Indonesia

umumnya dipergunskan istilah hak-hak asasi yang merupakan

terjemahan dari basic rights dalam bahasa Inggris dan

grondrechten dalam bshase Belanda. Sebagian orang memakai

istilah hak-hak fundamentel, yang merupakan terjemahan

dari fundamental rights dalam bahasa Inggris dan dalam

bahasa Belanda fundamentele rechten.

Banyask ahli di Indonesia lebih condong menggunekan
istilah "haek-hak asasi manusia", karens menurut mereka
istileh ini merupekan terjemshan yang memadai dari istilah

aslinya daelam bshasa Perancis yang berbunyi droits de

l'homme yang merupakan bagian dari pernyataan yang ber-

bunyi, "Declaration des droits de 1'homme et du citoyen"

yang merupeken suatu pernyataan hak-hak asasi manusia
dan warga negara - Perancis: pada-urtahun 1789,  _sebagai
pencerminan keberhasilan revolusi warga mnegeranya yang
bebas dari kekangan kekuasaan penguasa.

Istileh hak-hak -asasi  manusiaZ sudah merupakan.
istilah slogenis yang sering dikumandangkan delam kalangan
masyerakat, namun demikian tidak semua orang memahami apa
sesungguhnya hak-hak asasi itu. Beberapa ahli mengemukskan

pengertian-pengertian hak-hak asasi manusia tersebut.
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Prof. Miriam Budiarjo (1981; 120), memberikan Pengertien:

"Hak asasi adaleh hak yang dimiliki manusia yang telah
diperoleh dan dibawanye bersamaen dengen kelahirannya
atau kehadirennye di dalam kehidupan masyarakat. di-
anggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedesan
atas dasar Bangsa,ras, agema, atau kelamin, dan karena
itu bersifat asasi serta universal".

Leah Levin (1987; 3), menyatakan bashwa :

"Konsep hak-hak asasi manusia mempunyei dua pengertian
desar, yang pertama islah bahwa hek-hak yang tidak
dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak-hak . manusia
karena Ia seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak
moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan
hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap
manusia. Arti yang kedusa dari hak-hak asasi manusia
adalah hak-hak menurut hukum,: yang . sesuai dengan
proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri,
baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari
hak-hak ini adelah persetujuan dari yang diperintah,
yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk ke-

pada hak-hek itu dan tidak hanya tatat tertib alamiah
yang merupskan dasar dari arti yang pertama".

Prof. Darji Darmodiherjo, (A. Mansyur Effendi, 1980;20)
mengatakan bahwa : '

"Hak-hak asasi manusia adaleh hak-hak dasar &atau hak-
haek pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi
dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
lain".

A. Mansyur Effendi (1980,20), memberikan pengertian :

"Hak asasi manusia adalah hak miliki - bersama:tummat
manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidup-

nya“ .
Ramdlon Naning (1983; 8), berpendapat bahwa :

"Hak-hak yang melekat pada martabat manusia yang me-

lekat padaNya sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-
hek asasi manusia merupakan hak-hsk asasi yang di-
miliki manusia menurut kodratNya, yang tidak dapat
dipisahkan dari hakeketnya. Karena itu hak-hak asasi
manusia yang bersifat luhur dan suci".
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Delam buku "Human Rights, Question and answer",
yang diterbitkan dalam memperingati "40 tahun Anniversery
of the Universal Declaration Of Human Rights 1948-1988",
oleh PBB dikatakan bahwa :

"Human rights could be generally defined as those

rights which are inherent in our nature and with-
Out which we cannot live as human beings".

Deri beberapa pengertian di atas, terlihat bahwa
pare shli den organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, me-
miliki inti pelsepsi yang sama mengenai pengertian hak-
esasi menusia, yaitu hak pada diri manusia ~ Yyang tidak
dapat dipisahkan dari diri pribadi. . tanpa memandang
perbedsan ras, bangsa, agama, jenis kelamin, oleh karena

itu bersifat asasi dan universal.
3.2. Universal Declaration Of Human Rights

Setelah usainya perang dunia keduﬁ, mulai pada
tehun 1946 disusunlah rancangan - Piagam Hek-hak asasi
manusia oleh sebuah komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa
untuk hak-hsk asasi manusia. Kemudien tanggal 10 Desember
1948 sidang mejelis ilimum Perserikaten Bangse-Bangsa yang
diselenggarakan di istana Chaillot Paris menerima ~ baik
hasil kerja komisi, sebuah . karya berupa - Universal
Declaration Of Human Rights (pernyataan sedunia tentang
hek-hak asasi manusia) yang terdiri dari tiga puluh pasal
Deklarasi ini diterima dengan perbandingan suara 48 men-
dukung, 8 negara abstain dan tidek ada satupun _negara

yang menantang, serta 2 negara anggota absen.
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Negara-negara yang mengambil sikap abstain adaleh
Beylorussia SSR, Cekoloswakis, Polandia, Saudi Arabie,
Ukraeina, Uni Soviet, Persatuan _Afrike _Selrtsan dan
Yugoslavia.

Universal Declaration Of Human Rights oleh mejelis
umum Perseriketan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember
1948, merupeken suatu dasar pelaksansen umum bagi semua
bangsa den negara, dengan tujuan agar setiap oraﬁg dan
setiap badan dalem masyaraket dengan senantiasa mengingt
pernyataan ini, akan berusasha dengan jalan mengajar dan
mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-
hek den kebebasan-kebebasan ini dengan jalan tindekan-
tindaskan progesif yang bersifet . ‘nasional  maupun
internasional, menjemin pengakuan den pelaksanaannya
yeng umum dan efektif, baik oleh bangsa - bangsa dari
negara-negare enggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsea
dari daerah-daerah yang ada dibawah ‘- kekumasaan hukum
mereka.,

Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
setelah diterimanya_Univesal Declration Of Human Rights
menyatakan behwa penerimaan deklarasi merupakan " ... a
remarkable achievement", dimane merupakan suatu langkah
maju den merupekan peristiwa pertama organisasi negara-
negara telah membuat suatu deklarasi mengenai hak-hak

asasi manusia, (United Nations, 1988; 32).
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Universal Declaration Of Human Rights tidak memililkd
kekuatan hukum yang mengikat, tetapi ada pula yang me-
nyatakan bahwa deklarasi tersebut memiliki kekuatan hukum
yeng mengikat, sehingge menimbulkan kewajiban-kewajiban
yang mengikat pula. 7
| Pendapat yang menyatekan bahwa Universal Declara -
tion Of Human Rights tidak _menimbulkan. . kewejiban -
kewajiban yang mengikat, beralasan, bahwa"déklarasi
tersebut tidak menyastakan menimbulkan kewajiban-kewajiban
yang mengikat, ini depat dilihat dalam mukadimah dari
deklarasi tersebut :

"Pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia ini
sebagai suatu dasar pelaksanaen umum bagi semua
bengsa dan negara, dengan tujuan  bahwa setiap
orang dan setiap badan dalam masyarakat °_ dengan

senantiasa mengingat pernyataan ini, akan . ber-
usaha, dengan jalan mengajar dan mendidik ...".

para penganut pendapat ini berpandangan bahwa walaupun
bagaimana besarnya kekuatan moral dan kekuatan politik.
yang dimilikinya, Universal Declaration Of Human Rights
tidak depat menimbulkan kewajiban-kewajiban yang meng -
ikat di bawah hukum Internasional (Paul Sieghart, 1982 ;
53).

Selanjutnya pendapat yang menyatakan bahwa Univer-
sal Declaration Of Human Rights telah memperoleh status

sebagai ius cogens dalam hukum internasional, dengen

alasen bahwa deklarasi tersebut dipraktekkan secara

konsisten oleh negara-negara organisasi-organisasi
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gt , : ; . . A, W
menjadi bagian dsri hukum kebiasaan internasional,d néﬁﬁusf‘

demikian mengikat seluruh negara baik sebagai enggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun tidak termesuk anggota.
Di antare dua pendapat di ates ade pendepat lain
yang mengetakan bahwa Universal Declaration 0f Fuman
Rights sesat sekerang ini menimbulkan kewajiban-kewejiban
yang mengikat negara-negera anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa, buka karena teleah menjadi bagian deri kebiasaan
hukum internasionel melainkan karena secara jelas telah
diterima sebsgei kewaiiban oleh negara-negara Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Dimena dalam pasal 55 dan 56 piagam PBB
para anggota telah nenetapkan akan memajukan penghamatan
hek-hak asasi manusie, tanpa perbedaan ras,jenis kelamin
agema dan semua anggota berjanji untuk mengambil suatu
tindakan bersama maupun secera sendiri-sendiri dan Jjuga
bekerjasama dengan organisasi untuk memajuken peng -
hormetan dan penegakan hak-hak asasi manusia tersebut .
Pandangan lain yang mendukung bahwa deklarasi hak-
hek asasi manusia mengiket negara-negara adaleh karena
ia memuat suatu interpretasi authoritative dari piagam
PBB. Berbagei organ Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa
ragu-ragu mengatekan bahwa kelalaian melaksanskan
ketentuan deklarasi tersebut dianggep melanggar pasal 55
dan 56 piagam PBB. Berdasarkan alasan ini deklerasi hak-

hak asasi manusia 1948 dapat dikatakan secars hukum me-
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ngiket negara-negara anggota ( Prof.lLouis B.Shon,1978;19).
Konperensi internasional mengenai hak-hak asasi

manusia melakukan pertemuan di Teheran dari tanggel

22 April-13 MNei 1968 untuk meninjau kemajuan - kemejuan

yang telesh dicepai sejek dusa uluh tshun diterimanya

Deklerasi Hek-Hak Asasi Manusia, mengeluarkan proklamasi

yang dikenal dengan "The Proclametion Of Teheran" veng

antara lain memuat :

"it is imperative that the members of the
international community fulfil their solemn
obligations to promote and encourage _.respect
for human rights and fundamental freedoms for all
without distinctions of any kind such as race,
cclour, sex, language, religion, political and
other opinions : That Universal Declaration Of
Humen Rights state & common understanding of the
peoples of the world concerning the inalienable
and inviolable rights of all members of the human
family and constitutes an obligation for the
members of the international community ( United
Netions, 1989; 16 ).

Terhadap kewajiban-kewajiban di atas, menurut Leah
Levin ( 1987; 10 ) tidek ada sanksi hukum yang depat me-
meksa negara-negara untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Seperti halnya dengan bidang-bidang lain, maka upayea yeng
tersedia bagi masyarskat internesional adalah penarikan
kembali kepercayaan oleh negara-negara terhadap mereka
yeng tidak mau bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban.

Melihat statusnya sebagei sebuah pernyataan,
sesungguhnya hanya bisa berotoritas moral dan tidak“ber-
otoritas hukum. Sebagai sebuash pernyataan, ia tidak mem-

punyai kekuatan sebagaimena suatu perjenjian yang harus
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dipatuhi seceras hukum oleh negara-negera menurut stander
internasionel. Namun pernyataan umum tersebut secars umum
dienggep memiliki bobot hukum internasionel karenaia: di-
terima secare luas dan dipergunakan sebagai patokan untuk
menilai tindekan-tindekan yang diperbuat hegara-negara.
Ba'.yak negara merdeka ysng mengutip pernyataan
tersebut dar memasukken ketentuan-ketentuannya ke dalam
hukum den Undeng-Undang Daser mereka serta peréanjian—
perjanjian dan konvensi-konvensi internasionsl.
Oleh kerena itu menurut penulis, setiap negera harus me-
rase terikat dan berkewajiban untuk menerapken ' hak-hak
esasi yang termuat dalam Deklarasi Hak-Haek Asasi Manusia
tersebut, meskipun +tidak adea sanksi hukum yang dapat
memakse negara-negara untuk memenuhi kewajiban tersebut,
seperti yang dinyateken oleh Leah Levin di =ztas. Sebagai
bukti bahwa deklaresi tersebut banyak memberikan inspirasi
dan pengeruh terhadap perjanjian-perjanjian, konvensi -
konvensi, dan hukum nasional suatu negare, dapat dilihat
sebagai berikut
- Dalam mukadimah The International Covenant On Economic
Social and Cultural Rights, dinyatakan;
"Bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal tentang Hak-
Hak Asasi Manusia, idaman menusie yang bebas untuk me-
nikmati kebebesan sipil den politik serta kebebasan
dari ketaskutan dan kekurangan, hanya dapat dicapai
Jikelau tercipta kondisi-kondisi, dimana setiap orang

dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,
maupun hek-hak sipil dan politiknya".

- Dalam mukadimeh The Europen Convention For The Protec-

o
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-

tion Of Humen Rights and Fundemental Freedom dinyatakan :

"Semua:pemerintah yang menandetangani ini, yakni anggota
dewen Eropa, dalam mempertimbangken Deklarasi Sedunia
tentang Hek-Hak Asasi lanusia yang telsah dinyatakan
cieh Mejelis Umum PBB peda tanggal 10 Desember 1948..." .

Pesal due dari Charter Of The Organization Of Africen
Unity, yeng dicetuskan di Addis Ababa pada tahun 1963,

menyetaxen bahwe seslah satu tujuen daripeda organisasi

"To promote internatinal cooperstion, having dueregard
to the Charter of United Nations and Universal Declara-
tion Of Human Rights".

Pada tehun 1961 Presiden Nyerere dari Republik Persatuan
Tenzenia, pada wektu berbicara di depan Majelis Umum Per-
serikatan Bangsa-Bangse menyatakan :

"Kami ekan mencobe memakai Deklarasi Universal tentang

Hek-Hak Asasi Manusia sebagai dasar untuk kebijeksanaan
beIk-untuk urusan luar meupun dalam negeri".. AR LT

A )

Behkan-menurut Drs. larbagun Harjowirogo ( 1981; 12 ),

di negera kita pun pernah tampak pengaruh ' .Déklarasi
Hek-Hak Asasi Manusies, yakni dalam pasal 19 UUDS RIS
1951 menyebutkan bahwa :

"Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan me-
nyatekan pendapat".

Pormula ini mirip benar dengen susunan teks pada pasal
15 Universal Declaration Of Human Rights yang menyatskan
behwa every one has the rights to freedom of.opinion and
expression.

Dengan melihat contoh-contoh di atas,maka:meskipun

deklarasi tersebut +tidak mempunysi kekuetan hukum
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seperti seperti suatu konvensi . ataupun perjanjian =
perjanjian laninnya, tetapi dalam kenyataannya demikian
besar resa hormat mesyarakat ineternasional terhadap
deklarasi tersebut, terlepas dari sistem politik sosial,
maupun tradisi dan kebudayaan yang dimiliki :tiap-tiap
negara. Karena hak-hek asesi manusia ° yang dicetuskan
dalam deklarasi tersebut di atas bersifat asasi dan
universal. Seperti yang dikatakan oleh Sekjen ' PBB. 5
Javier Peres de Cuellar bahwa :

"it was the first time that the international com-
monity as & whole accepted the protection ofirhu-
man rights as a permanent obligation. The Decla-
ration has equal relevance and validity far every
political or social system and also every cultural
tradition. It can be truly said to belong to the
peoples of the world,".

3.3. Hak-Hak Asasi Manusia menurut (The Universal Decla-

ration Of Human Rights).

Hak-hak esasi manusia sebagai suatu gagasen konsep-
tual tidak lahir dengan dipYroklamirkan Universal Decla-
ration Of Huaman Rights 10 Desember 1948. Dari perspektif
sejarah, barangkali lebih tepat dikataken bshwe deklarasi
yang diproklamirkan oleh Mejelis Umum PBB itu dihayati
sebagai pengakuan yuridis formal dan titik kulminasi
perjuangan sebagian umat manusia di seluruh dunia khusus-
nya yang tergabung di dglam Perserikatan Bangsa-Bangsa
untuk senantiasa menyadari; menghormati den membela hak-
hak asasi serta martabat pribadi manusia demi tercipta-

nya keadilan dan perdamaian dunia,
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Secara teoritis hak - hak yang diatur dalam
Universal Declaretion Of Human Rights dapat digolongkan
kedelam tige bagian menurut Kennet A. Bollen, (Paul S .
Bault dan Herman K, 1988; 9) yaitu :

Pertama ; Hak-hak asasi atas martabat dan integrasi

menusia
Kedua ; Hak-hek sipil dan politik
Ketiga ; Hak-hek sosial, ekonomi dan budaya

Dua pasal pertama menyatakan bshwa semua orang
dilehirkan dalam keadaan merdeke dan mempunyai martabat
serta hak-hek yang seme, memiliki segala hak serta ke-
bebesan yang tercantum dalam pernyataan tersebut tanpa
perbedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, bshasa s
agama, pendapat politik, esal mule kebangsaan atau ke-
mesyarakatan, milik, kelehiran ataupun kedudukan lain.
Sebaliknya perbedaan tidak boleh dilakukan eatas desar
status politik, hukum ataupun kedudukan internasional
dari negara atau dari daerah mana seseorang barasal ;
baik negara yang tidak merdeka, atau dibawsh pembatasan-
pembatasan lain dari kedasulatan.

Kemudien sembilan belas pasal berikutnya memuat
hak-hak sipil dan politik, yang meliputi :

- Haek atas hidup, kebebasan dan keselamatan individu,

- Kebebasan dari perbudakan dan perhambaan,

- Kebebasan dari siksaan atau perlakuan serta hukuman
kejam dan tak berperikemanusiaanz'_atau merendahkan

martabat,
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Hak atas pengakuan sebagai pribadi di depan ﬁndang-
Undang,

Hek atas perlindungan yang same terhadap hukum - dan
terhadep diskriminasi,

Hak atas peradilan yang efektif,

Hak atas kebebasan deri penangkapan, penshanen ° dan
pembunuhan yang sewenang-wenang,

Hak atas peradilan yang tidaek berpihak,

Hek atas kebebasan dari campur tangan yang sewenang-
wenang terhadep diri pribedi, keluarga, rumehtangga ,
surat-menyurat,

Hak untuk dianggap tidak bersalsh sebelum terbukti
kesalahannya,

Hak untuk bebas bergersak,

Hak atas suaks,

Hak atas suatu kebangsaan,

Hak untuk kawin dan membina keluarga,

Hek untuk memiliki harta,

Hak atéasm kebebasan berpikir, berkepercayaan dan ber-
agama,

Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pen-

dapat,

Hek untuk berserikat dan berkumpul,

Hak untuk ikut serta di dalam pemerintshan dan hak

untuk mendapatkan pelaysnan umum.

Kemudian tujuh pasal berikutnya memuat tentang

i
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hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang meliputi :

- Hek atas keselamastan sosiel,

- Hak untuk bekerje dan memilih pekerjean, pengupshan
yeng sama atas pekerjaan, serta berhak atas pengupahan
yeng adil dan baik untuk menjamin penghidupannya ber-
sama keluarge sesuai dengan martabat manusia, serta hsak
memasuki den mendirikaen serikat-serikat pekerje,

- Hak untuk istirahat dan liburan, termasuk penibatasan
Jam kerja dan menerimsa upeah,

- Hak untuk hidup memadai bagi kesehatan dan keselamatan,

- Hak untuk mendapatkan pengajaran,

- Hak untuk berpartisipasi dslem hidup berbudeys serta
berhak untuk dilindungi kepentingan-kepentingannya,
baik moril msupun materil yeng didapatnya sebagai hasil
dari sesuatu produksi dalam lapangan ilmu pengetghuan,
kesusastraan, atau kesenisn,

- Hak atas tata sosial dan tata internasional di mana
hak-hak itu diwujudkan.

Kemudian pesal berikutnya menekankan bahwa setiap
orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di mana
dia mendepatkan kemungkinan untuk mengembangkan pribadi-
nya dengan bebas. Di dalam menjalankan hak-hak den ke-
bebasan setiap orang hanya ° tunduk kepada pembatasan-
pembatasan yeng ditetapken olth Undeng-Undang dengan
maksud semate-mata untuk menjemin pengejuan serta peng-

hormatan yang layak bagi hak-hek dan kebebasan orang
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lain dan memenuhi syarat-sysrat ~-yeng  benar  dari ke-
susilaan, tatatertidb umum dalem suatu masyarakat yang
demokratis dan hek kebebasan tersebut di estes tidak bolen
dijalanken dengan cara yang bertentangan dengan tujuan,
asas dan prinsip dasar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa .
Sedang pasal terakhir menegaskan bshwa tisde satu-
pun dekleresi yang dapat diartikan memberikan sazlash satu
negara, golongan atau individu untuk melakukan suatu ke-
giatan yang bertujuan merusak salsh satu hek dan
kebebasan yang tercantum di dalam Universel Declaration

Of human Rights.

3.4. Hak-Hek Asasi Manusia Menurut Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa
Perhatian yang sangat r mendelem - “dari masyarekat
internasional untuk membele, memajukan penghormatan dan
penegekan terhadep hak-hak asasi manusia telesh dinyateiemn
seéara tegas delam Piagem Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penendasan mengenai pentingnya hak-hsk asasi manusia,

selain dituangkan delam mukadimah Piagam, juge dituangze -

kan delem beberapa pasalnya. Pasal-pasal - -yang secera
teggss dan jelas menyebutkan tentang " hak-hsk asasi
manusia adalah pasal 1, 12, 55, 62, 68, dan 76.
Dalam menegaskan pentingnya hek-hek asasi menusis
Piagam PBB dalam mukadimeshnya menegaskan bahwa :
" Untuk memperteguh kepercaysan pada hak-hak :.asasi
manusia, pada harkat den derajat diri manusia, pada

persamaan. hak,  baik’pria maupun wesnita, dan bagi segala
bangsa besar dan kecil,...".
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Adapun bunyi pasal-pasal yang secara tegas dan jelas me-
nyebutkan tentang hak-hek esasi manusia adalah sebagai
berikut: Pasal 1 ayat 3 yang merupaken salah satu tujuan

Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu:
" Mencapai kerjasama internasional dalam memecehkan
persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi,
sosial, kebudayean atau yang bersifat kemanusieen,
6emikian pula dalem usaha-usaha untuk memajuken dan
mendorong penghormatan terhadap hek-hak asasi manusis
den kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia
tanpe membedekan ras, jenis kelamin, bahasa, atsu
agama ",

Pasel 13 yang memuat tentang fungsi dan kekuasaan Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa:
" Mejelis Umum membuat prekarsa untuk mengadakan
penyelidiken dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi
dengan tujuan memajukan kerjesema internasional dalem
lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidiken, ke-
sehatan dan membantu pelaksanaan hak-hak asasi manusia
dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umet manusie
tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bashasa atau agamna ",

Pasal 55 yang memuat mengenai kerjasama ekonomi dan

sosial internasional menegaskan bshwa:
" Dengan tujuen menciptakan keadaan yang stabil dan
sejahtera, yang dihubungkan untuk hubungan perdamaian
dan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan peng-
hargeen terhadap asas-asas persamaan hak dan hak me-
nentukan nasib sendiri dari rakyat, meka Perserikatan
Bangsa-Bangsa memajukan penghormatan hak-hak asasi
manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya
serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pem=-
bedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama ".

Pasal 62 yang mengatur mengenai fungsi dan kekuasaan

Dewan Ekonomi dan Sosial, menyatakan dalam ayat duanya:

" Dewan tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk °
tujuan meningkatkan penghormatan dan penghargaan atas

hak-hek asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar
bagi semua orang ".
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Pasal 68 yang memuat tentang tste tertib Dewan

den Sosial, menyetakan bshwa:

" Dewan Ekonomi dan Sosial sken membentuk komisi-
di bidang ekonomi dan sosial untuk memajuken hak-hak
asasi manusia, dan komisi-komisi lainnya apabila di-
perlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya ".

Pesal 76 yang memuat tentang sistem Perwakilen Inter -

nasional, menyatakan bahwa:

" Dasar dari tujuan sistem perwslian sesuali . dengan -
tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai yang
disebutken delam pasal 1 piagam ini adalah mendorong
penghormatan terhadap hak-hsk asasi .  manusia tanpa
pembedasn ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama dan

menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan rakyat-rakyat
di dunia ".

3.5. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Daser
1945
Walaupun Indonesia belum termasuk negare yang ikut
meratifikasi Deklarasi Hek-Hak Asasi Manusia, bukan ber-
arti negara Indonesia tidek turut dalam mengupayazkan pe-
negekan dan penghormatan terhadap pelaksanaan  hak-hak=
asesi manusia. Hel ini dapat kita lihat dalam Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang
memuat pasal-pasal dalam batang tubuhnya dan juga pada
pembukaannya. Menurut Ismail Suni, (1987; 19) ~— Hak = Hak
Asasi Manusia tercermin dalam:
- Pada preambule (pembukaan) alinea pertama dengen peng-
akuan adanya "freedom to -he free" yaitu pada kalimat
"bahwa sesungguhnya kemerdekasan itu adalah hak segala

Bangsa dan oleh sebab itu,... "
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- Alinee kedua menyebufkan " Dan Perjuangan FPergerakan
kemerdekean Indonesie,..." kata sifat adil ini ber-
indikasi kepada negars hukum den salsh satu tujuan
hukum sdalah mencepei keadilan.

- Alinea ketiga yang menekankan behwa rakyat Indonesis
menyatekan supayas berkehidupan kebangsaan yang bebas
adelah pengzkuan den perlindungan hak-hsk esasi manusie
yang mengandung persemean dalam bentuk politik.

- Alinee keeipat yang berbunyi ; "ikut melaksanakan ke-
tertiban dunis berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi den keadilan sosiel,...". Pada garis besarnya
alinea ini mengandung pengakuan dan perlindungan hak
asasi menusia dalam seluruh bideng - bidengnya yaitu
delem bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural,
dan pendidikan.

- Pada batang tubuhnya yaitu pasel 27, 28, 29, 30, 31, 32
33, dan 34 yang memuat hasrat Bangsa- Indanesia untuk
membangun negara yang bersifat demokratis. :

- Pasel 27 yang berbunyi : (1) Segala warga negaras ber-
semaan kedudukennyes di delam hukum dan pemerintahan itu
tiada kecualinya.(2) Tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang laysak bagi
kemanusiaan.

- Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengen lisan dan tulisan dan sebegainya

ditetapkan dengen Undang-Undang (pasal 28 UUD 1945 ).
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Pasal 29 yang memuat kebebasan asasi dalam beragama
yeitu pade eyat (1)Negera berdasarkan atas Ketuhanan
Yang Mahe Esa.(2)Negere menjamin tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agemenya masing-masing dan untuk
veribadah menurut sgama, den kepercayaapnya itu.

Pasel 30 (1) yeng mengatsken : Tiep-tiap warga negara
berhek dan wejid ikut serte dalam useha pembelaan
negeara.

Pasal 31 ayat (1,2) yang berisikan tentang hak warge
negere dalam bidang pendidikan, yang berbunyi :

(1) Tiap-tiap warge negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusehaken dan menyelenggaresken satu
rengajaran nasional, yang diatur dengan Undang -Undeng.
Pasel 32 yang memuat tentang hak untuk memajukan
kebudayaan.

Pasal 33 ini berisikan tentang hak dalam bidang ekonomi
dan kesejahteraen sosial, yang terdiri déari- tiga.ayat.
Pasel 34 yang berbunyi : Fakir miskin dan anak - anak

terlantar dipelihara oleh negara.

T




BAB IV

PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM
PENEGAKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

4.1 Upaya Kepedulien dan Xeterlibatan Perserikatan Bangsa-
Bengse Dalam Penegakan Hak-Hakx LAsasi Manusis

Pelanggaran dan pemerkosaasn hak-hak asasi manusia
merupaxen kenjataan negatif yang akan selalu diiringi
dengan usaha-usahe untuk mengetasinya secara positif.
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai tugas utame
mencegah perang dan memelihara perdameian, menempatkan
pelaksenesn hak-hak asasi manusisa sebegai saleh satu
priorites utamanya. Untuk mencapai tujuan tersebut,
Perseriketan Bangsa-Bangsa yYang terdiri dari enam organ
utama dan empat badan khusus serta badan-badan lainnya
sengat membentu pelaksansan dan memajukan, menegakkan
serta mengawesi akan hak-hak asasi menusia. Organ serta
badan-badan tersebut :
4.1.1 Enam organ utama ( Original Agencies )

A. Majelis Umum

liajelis Umum adeleh orgen utama Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang beranggotakan\ semua anggota Perserikatan
Bangsa-Bangse, dimana setiap anggotanya memiliki satu
suara. Kompetensi Majelis Umum delam lapangan hak-hak
asasi manusia didaserkan pada pasal 13 dari piagam PBB ,
yaitu :

"Mejelis Umum membuat prakarsa untuk mengadakan

penyelidikan dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi
dengan tujuan memajuken kerjasama internasional di
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lapangaﬁ ekonomi, sosial, kebudeysan, pendidikan ,
kesehatan, dan membantu pelaksanaan hak-hek asasi
menusia den kebebasan-kebebasan dasar bagi semua
manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin,bahasa
atau agama".

Sehubungen dengen fungsi dan kekuasasn Mejelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas, maka teleh banyak
mesaleh hak-hek asasi manusia yang masuk ke dalem agenda
pembicaraan lMajelis Umum. Dalam bidang hak-hak asasi
menusia, lajelis Umum juga menerima dan mensyahkaﬁ
deklarasi-deklarasi, membuat konvensi-konvensi, sertamem-
buat pernyataan-pernyatean dan mengejukan rekomendasi -
rekomendasi mengenai suetu keadaan hak-hak asasi menusia,
( Human Rights and Foreign Policy, 1979; 37 ). Disamping
itu berdesarkan pasal 15 piagam PBB, Majelis Umum juge
menerime dan mempertimbangken laporan-laporan dari organ-
organ PBB yang lainnye.

Majelis Umum Perserikatan Bangse-Bangsa menurut
ketentuan piagam nomor 98 ( rule 98 ) memiliki komite-
komite utama yaitu :

- Komite politik dan keamaﬁan, termasuk soal-soal per-
‘senjataan, yang dikenal sebagai komite pertams.

- Xomite khusus untuk politik.

- Komite ekonomi dan keuangan, yang dikenal sebagei komite
kedua.

- Komite sosial, kemanusiaen dan kebudayaan, dikenal

sebagai komite ketiga.

- Komite dekolonisasi, dikenal sebagai komite keempat.
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- Komite administrasi den anggaran, dikenai sebagai
xzomite kelime.
- Komite hukum, dikenel sebegai komite keenem.
Biasanya yang menyangkut masalah hak-hak asasi

manusia diserahken oleh Majelis Umum kepada komite ketiga

yeng membidangi maesaleh sosial, kemanusisan dan kebudayaan.

Nemun deri waktu ke waktu beberapa masalsh hek asasi di
serahkan kepade komite-komite lain sesuei dengen per-
timbangan Majelis Umum ( United Nation, 1988; 7 ).
Berdasarkan pasal 22 piagam PBB dan ketentuan 161
( rule 161 ) deri piagem lMajelis Umum, memberikan
kewenangan kepada Majelis Umum untuk mendirikan -organ-
organ subsider yang dianggap perlu untuk melaksanakan
fungsi-fungsinya. Untuk itu Majelis Umum membentuk organ-
organ untuk menangani secaras langsung masalah hak-hek
asasi manusia. Organ-organ ini menangani masalah hak-hek
asasl menusia yang menyangkut penduduk secara keseluruhan
yeitu hak untuk menentukan nasib sendiri bagi wilayah
yang masih berada di bawsh kekuasaan asing. Pelaksanaan
hak penentuan nasib sendiri merupaskan dasar pelaksanaan
hak-hek asasi manusia yang lain, karena tanpa kemerdekaan
hak-hek asasi manusia yang dimiliki tersebut tidak dapat
dinikmati oleh manusia dengan baik. Organ-organ tersebut
adalah :

a. Special Committee On Decolonization

Fama lengkap dari komite ini adelah Special Committee
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cn the situetion with regesed to the implementation of the
Decleration on the granting of Independence_to Colonial

Countries and Peoples, yang juga dikenal dengen komite

dua puluh empat, sesuai dengan jumlah komite ini.

Komite ini didirikan berdasarkan resolusi Majelis

Uﬁum 1645 (XVI) tenggal 27 Nopember 1981, dengan fungsi

utama yeitu :

1. Untuk memonitor dan menyelidiki penerapan deklarasi
'on the granting of Independence to Coloniel Countries
end Peoples' yang memproklamirkan bahwa setiap bangsa
mempunyail hak untuk menentukan nesib sendiri serta
memberikan seran-seren dan rekomendasi-rekomendasi me-
ngenal penerapan deklarasi tersebut di atas.

2. Memberikan informasi kepada Dewan Keamenan mengenai
perkembangan-perkembangan dalem wilayah-wilayah_yang
berada dalam ruang lingkup deklarasi yang dianggap
mengancam perdameian dan keamanan internasional.

3. Menentukan kapan suatu wilayah menjadi sebush negera

yang merdeka.

b. Speciel Committee Againts Apartheid

Pada awalnya komite ini bernama 'The Special o i
Committee on the Policies of Apartheid of the Goverment
of the Republic of South Africe' yang didirikan oleh
lajelis Umum berdasarken resolusi 1761 (XVII) tanggal
6 Nopember 1962. Komite ini didirikan untuk mengikuti

prektek diskriminasi rasial rezim Africa Selatan kemudian
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melaporkernmya kepade Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Pada tahun 1970 lajelis Umum menyingkatkan name komite.

tersebut menjadi 'Special Committee on Apartheid’.

Kemudien pada tehun 1974 dalam resolusi 3324 D (XXIX)

tenggal 16 Desember 1974 Majelis Umum mengubeh nema itu

menjadi 'Special Cormittee Ageints Apartheid’.

Berdesarkan resolusi 35/206 P tanggel 16 Desember

1980, llajelis Umum meminta Special Committe untuk melaku-

kan tindekan-tindakan secaras terus menerus

- melakuken kenpanye-xampanye untuk mengisolesi rezim
rasial Afriks Selatan

- meningketkar bantuen pada rakyat Afrika Selaten yang
tertindas serta pergerakan kebebasan nasional

- memonitor pelakéanaanA;réaﬂluﬂiﬁresclusi Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai Apartheid serta membuka semua
kerjesame cengan Afrika Selaten untuk maksud tersebut

( United Fations, 19883 10 ).

Q

. United Nations Council For Namibia

Majelis Umum dalam resolusi 2248 (S-V) tanggel 19
Mei 1967 mendiriken United Nations Council For South West
Afrika dengan tujuan untuk menyiapkan rekyat di wilayah
tersebut, untuk membebasken diri dari pendudukan rezim
Afrike Selatan dan mendirikan sebuah negara merdeka.
Dewan ini mempercayskan pelaksanesan tugasc-administratif
Yang diperlikan kepada United Nations Commisioner vang
diangkat oleh Majelis Umum atas pencalonan Sekretaris

Jenderal.
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Delam resolusi 2372 (XIII) tanggel 12 Juni 1968 ,
Mejelis Umum mengumumkan bahwa atas keinginan rakyat,maka
wileyeh Afrike Barat Deye dinamaken "Nemibia" dan karena
itu dewan untuk Afrike Barat Daya diubah menjedi the
United Nations Council for Nemibia den name commissioner
for Nemibia diubeh menjadi United Nations commissicner
for Namibia.

Semua dewan ini beranggotakan sebelas negara,tetapi
kenudien Majelis Umum berdasarkan resolusi 3031 (XXVII),
3295 (XXIX), dan 33/182 A menambah anggota dewan menjedi
31 negara. The United Nations Council for Namibis selain
membantu untuk mendirikan negera Namibia merdeke Jjugae me-
lakukan konsultesi-konsultasi dengan pemerinteh-penerintah
untuk pelaksanaen resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-
Bangse mengenai masalah Namibia mengusaha adanya per-
wekilan Namibia delam konperensi-konperensi dan organisesi-
organisasi internasionel, menyediakan bahan-bahan untuk
membantu rekyat Namibia serta berusaha menyebarkan

informesi mengenai Namibia ( United Nations, 1988; 11).

d. Special Committe to Investigate Israeli Practices
Affecting the Human Rights of The Population of the
Occupied Territories

Ates kesadaran untuk mewujudken prinsip-prinsip
yYang terkandung dalam Universal Declaration Of Human

Rights mengenai setiap orang untuk kembali ke negerinya

( pasal 13 ayat 2 ) dan ketentuan-ketentuan konvensi
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Jenewa 1949 yang berkeitan dengan perlindungen terhadap
penduduk sipil pada wektu pesrang, Mejelis Umum dalam re-
solusi 2443 ( XXIII) 19 Desember 1968 memutusken untuk
mendirikan komite xhusus untuk menyelidiki praktek-prektek
Isreel yang memberi dampek terhadap hak-hek asasi menusisa
di wilayah-wileyah yang diduduki.

Pemerinteh Isreel diminte untuk menerima dan bekerja
sama dengan komite khusus ini serta memberiken kemudahan-
kemudehan untuk melaksansken tugas-tugasnya, yaitu untuk
mengadaken penyelidikan-penyelidikan mengenai beberapa
dugean dan tuduhan mengenai perlaskuan yang tidek wajar
yeng dilakuken oleh Isreel terhadap pendunduk di wilayah-
wilayah yeng diduduki, entara lain tindekan-tindaekan pe-
nehanan dengan sewenang-wenang. Tetapi pemerintah Isrszel
menolak untuk bekerja sama dengan komite khusus tersebut
sejak Majelis Umum mendirikennya pada tahun 1968, dengan
menegaskan bahwa mandat komite tersebut memihak dan men-
jatuhkan hukuman sebélum menyelidiki masalahnya. Atas
sikap pemerintah Israel tersebut, llajelis Umum menyesal -
kan dan mengutuk'penolakan yang dilakukan oleh pemerinteh

Israel.

e. Committee on the Exercise of Inalienable Rights of
Palestina People
Komite ini juge dikensl dengan nama komite Palestina
yang didirikan oleh lMajelis Umum dalam resolusi 3376 (XXX)

tanggal 10 Nopember 1975 kerena tidak adanya kemajuan-
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kemajuan yeng dicapai rakyat Pelestins untuk
hek-hak mutlak mereka, yang termasuk didajamnye Ag
menentuken nasib sendiri tanpe adanye campur tangan dari
pihak luar, hak atas kemerdekean dan kedauleten serta hak-
untuk kembeli ke tanah air mereka.

Komite Palestime ini memberikan rekomendasi -
rekomendasi begi pelaksensan hak-hak mutlak mereke yang
diskui oleh Mejelis Umum. Rekomendesi tersebut disyahkan
oleh Majelis Umum delem resolusi 31/20 tenggal 24 Nopember

1976 sebagei daser penyelesaian masaleh Palestina.

B. Dewan Keamanan

Dewan Keemanan merupaskan organ utama Pérserikatan
Bangsa-Bangsa yeng terdiri deri lima belas anggota, lima
diantaranye adalah anggota tetap, yaitu Inggris, Perancis,
UniSoviet, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina.
Kelime anggota ini memiliki hak veto, fungsi utema=i.dari
Dewan Keamenen adealah memelihara perdamaian dan keamanan
Internasional.

Jike kita melihat ketentuan-ketentuan dalem Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidek ada satupun ketentuan
yang menyatakan secara tegas bahwa Dewan Keamanan tidak
memperhatikaen atau tidek mengurusi masalah hak-hak asasi
yeng dimilikinya, sehingga perdamaian dan keamanan me -
rupakan lendesan pokok pelaksanaan hask-hek asasi manusisa.

Kalau kita mengkaji lebih jauh ketentuan-ketentuan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, make ada beberapa passl
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vang dapat dijadikan pedoman bahwa Dewan Keamensn memiliki
perhatikan den keterkaitan dengan masalah hak - hak asasi

manusia, pasal tersebut adaleh pasal 24 ayat 2 dan pasal

83.

Pasel 24 ayat 2 menentukan bshwa :
" Dewan Keamanan akan bertindsk sesuai dengen tujuan-
tujuen dan prinsip-prinsip dari Perserikatan _Bangsa -

Bangsa...".
Salah satu dsri tujuan Perserikatan Bangse-Bangse =adaleh
mencapail kerja same Internasional delam memecehkan per-
soelan-persoalen dilapangan exonomi, sosial, ' kebudayaan
atau bersifat kemanusisan, dan mendorong penghormatan ter-
hadap hak-hek esasi menusia sertas kebebasan daser tanpa
pembedaen atas apapun, sedangkan pasal 83 menentuken baehwas
" semua fungéi Perserikatan Bangse-Bengsa yang ber-
talian dengan daerah strategis, termasuk pula
pengesahan syarat-syarat persetujuan - persetujuan
perwalian demikian pula = perubshen - perubashan
amandemen dilakuken Dewan Keamanan. Tujuan-tujuan
pokok yang tercantum dalam pasal 76 berlaku bagi
rakyat setiap daersh strategis".
Saleh satu tujuan pokok yang tercantum dslam pasal 76 ada-
leh mendorong penghormetan hak-hek asasi manusia tanpa
pembedaen ras, jenis kelamin, bahasa atau agama dan
menganjurkan pengekuan atas kemerdeksan rakyat-rakyat di
dunfa.
Beberapa masalah hak-hak asasi manusia yeng ' telah
mendapat perhatian dari Dewan Keamanan, antara lain :

- Pengabaian Israel untuk menentukan dan melakukan per-

lindungan yang memadai terhedap penduduk sipil di wila-
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wilayah-wilayeh yang diduduiki, termuat dalam resalusi
Dewan Keamanan nomor 471 tahun 1980.

- Masaleh rasial Afrike Selatan, termuat dalam resolusi
Dewan Keamanan nomcr 591 tshun 1986.

- Kekerasan-kekerasen yang terjadi dibeberapa wilayeh
Libanon, termuat delam resolusi Dewan Keamanan nomor 564

tahun 1985 (United Nations, 1988, 14).

C. Dewan Ekonomi dan Sosiel

Dalam usaha-useha untuk membela dan meningkatkan
penghoermatan terhadep hak-hesk asasi manusia, Dewan Ekonomi-
dan Sosial memeinken peran yang sangat penting seperti
organ-organ lainnya. Kompetensi Dewan Ekonomi dan Sosial
di bidang hak-hak esesi manusia didaesarkan pada pasal 62 -
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu bahwa | . Dewan
Ekonomi dan Sosial
"...dapat memberi rekomendasi untuk tujuan meningkatkan

penghormatan dan penghaergaen atas hak-hek asasi dan
kebebasan-kebebasan bagi semua orang "“.

Dewan Ekonomi dan Sosial dalam lapangan hak - hak
asasi manusie dapat mempersiapken rencana-rencana Konvensi
untuk disjukan kepada Majelis Umum dan dapat ' . mengadekan
konperensi-konperensi internasional mengenai soal - soal
yang termasuk delam wewenangnya.

Pasal 68 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menentuksn
bahwa :

" Dewan Ekonomi dan Sosial akan membentuk komisi-komisi
di bideng ekonomi dan sosial untuk memajukan hak - hak

asasi manusia dan komisi-komisi kerja lainnya apabila
diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya ".
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Neka untuk membantu pelaksensan tugas-tuges yang dibebankan
kepadenys di bidang hak asasi, Dewan Ekonomi dan Sosial mem
bentuk Commission on Humen Rights dan the Commission on the
Stetus of Women. Kemudian the Commission on Human . Rights
membentuk the sub Commission on Prevention of Discrimination
and Protection of Minorities.

Komisi-komisi ini memiliki tugas-tuges di bidang hak asasi

seperti yeng eken diuraiken lebih lanjut déi bawah ini.

a. Commission on Human Rights

Komisi hak-hak esasi manusia merupakan organ subsider
Dewan Ekonomi den Sosial. Komisi ini didirikan oleh Dewan
Ekonomi den Sosial dengen resolusi 9 (II) tanggal 12  juni
1946, yang beranggotekan empat puluh tiga negara yang di-
pilih untuk mases tiga tahun.

Berdasarkan resolusi 9 (II) komisi hak - hak. . asasi
manusia mempunyai tugas, mengajukan saran-saran, rekomendesi
rekomendasi dan melaporkan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial
mengenai
- Rancangan Undang-Undang Internasional tentang hak - hak

asasi manusia (International Bill of Human Rights),

- Deklaresi-deklarasi dan konvensi-konvensi -~ internasional
mengenai kebebasan-kebebasan individu, status wanita dan
kebebasan informesi;

- Perlindungan kaum minoritas,

- Pencegahan tindakan diskriminasi yang didasarkan pada

ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.
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- Hel-hel yang menyangkut hak-hak asesi menusiea yang tidak'

termesuk kedalam peoin-poin di atas.

¥omisi ini juge melaksanaken tugas . Xkhusus yang
diberikan oleh Majelis Umum dan . Dewan Ekonomi °~ . Sosial

yakni melekuken penyelidikan-penyelidikan terhadap dugaan=
dugaan mengenai adanya pelanggaran hek-hak asasi manusia
dan melakukan penanganan pada pelanggaran-pelanggaran ter-
sebut melakukan kerja sama dengan badan-badan PBB.yang lein
yang mempunyai kompetisi di bidang hak-heak easasi, -.-'serta
membantu Dewan Ekonomi dan Sosiasl dalam mengkoordinasikan
aktivitas-aktivitas hak-hak esasi manusia dalam ° sistem
Perserikaten Bangsa-Bangsa (Human Rights, 1990; 7).

Komisi ini beranggotakan 43 negere, di mana delam
sidang-sidang yang dilskukan dapat dihadiri oleh. wakil -
anggota-anggotavPerserikatan'Baggaa—Bangsa, badan - badan
khusus, orgenisasi-organisasi non pemerinteh tanpa memiliki
hak suara. Komisi hak-hak asasi manusia ini pada tahun 1947
membentuk sub komisi yang dikenal dengan nama 'the sub

Commission on Prevention of Discrimination and Protection

of Minorities' Untuk turut memajukan dan melindungi peng-

akuan universal hak-hak asasi manusia.

b. Sub Commission on Prevention of Discrimination and Pro -
tection of Minorities

Sub komisi ini adalah badan subsider utama komisi hak

-hak asasi menusia yang didirikan oleh komisi tersebut di-

bawah otorites resolusi Dewan Ekonomi ‘dan” . Sosial _nomor-
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9 (ITI) tanggel 21 Juni 1946. Sub komisi ° ini . .didiriken

dengen tugas-tugas sebagei berikut :

- llengadaken studi-studi khususnya menyangkut Deklarasi
hek-hak asasi manusia, mengejukan rekomendasi-rekomendasi
kepada komisi hek-hak ssasi menusia mengenai pencegahan
diskriminasi dan perlindungen ksum minoritas.

- Meleksanasken fungei-fungsi lain yang diberikan padanya
oleh Dewan Ekonomi dan Sosial atau oleh Komisi Hak - Hak
Asasi Manusis.

Sub komisi terdiri dari 25 ahli yYang dipilih oleh
komisi hak-hak Asasi Manusia yang bertindak dalam kepa mites
sebagai pribadi dan bukan sebagai waekil negara.

Sub komisi ini membentuk tiga kelompok kerja (working -

group), yang melekukan pertemuan secara reguler sebelum

setiap sidang tehunan sub komisi.

Kelompok kerja ini membantu komisi dalam melaksana -

kan tugas-tugas tertentu. Kelompok kerja tersebut adalah

- The working group on communication, yang memeriksa pe -

nyampaian-penyampaian yang berisi mengenai ~ adanya
pelanggeran-pelenggaran hak-hek asasi - manusia dan
kemudian meminta perhatisn sub komisi terhadap pelanggar-
an yang ada untuk menentukan cara yang cocok guna mem -

buktikan pelanggaran tersebut.

- The working group on slavery, Yang memantau perkembangen

-perkembangan mengenai .perhudakan, pengeksploitasian

tenaga kerja anak-anak, pengeksplorasian para wanita.
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- Working group on Indigenous Population, Yang aken me -

menteu mengeneai perlindungen hak-hak asasi menusie peda
penduduk pribumi.

Sub komisi juga membentuk 'sessional working group'
yang melekukan pertemuan pada waktu sideng tehunan sub-
komisi untuk membiceraskan dan mempertimbangkan pokok -
pokok agenda tertentu, misalnye Working - -group on the
Encourgement of Universal Acceptance of human rights
Instruments.

Setiap working group menyerahken leporan-laporan
kepada sub commission, kémudian sub commission menyershkan

laporan mengenai tugasnys kepada komisi hsk-hak asasi

manusia.

c. Commission on the Status of Women
Komisi mengenai status wanita didiriksn oleh Dewan

Ekonomi dan Sosiel dalam resolusi 11(II) tanggel 21 Juni

1946, dengan fungsi-fungsi sebagaei berikut :

- Mempersiapkan rekomendasi-rekomendasi, laporan-laporan
kepeda Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai kemajuan hak-
hek wenita dalam bidang politik, sosial, ekonomi, sipil,
dan pendidikan.

- Mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewen Ekonomi
dan Sosial mengenai masaslah-mesalsh penting yang me -
merlhkan perhatian dengan segera dalam bidang-bidang
hak-hak wanita dengan maksud mengimplementasikan prinkip

behwa laki-laki dan wenite memiliki hak-hak yang sama
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* dan mengenjurkan untuk melaksanakan rekomendasi -
rekomendesi mengenai hek-hak esasi wanitsa.

Dalam perkembangen selanjutnya tugas komisi 'di =
perluas dengan resolusi deri Dewan Ekonomi dan Sosieal
1987/22 tenggal 26 Mei 1986 yang meliputi ;

" memajukan persamean derajat, pembangunen,perdamai-
an dan memonitor pelaksanaan langkesh-lengkah yang
diembil untuk kemzjuan wanita, serta mementau dan
menilai kemajuan-kemajuan yang telsh dicapai kaum
wenite baik ditingkat nasional, regional, maupun
ditingkat internasional, (United Nations, -1988;

19) "'

d. Office of the United Nations High Commissioan For
Refuges (UNHCR) -

Kantor Komisaris Tinggi Perseriketan Bangsa-Bangsa
adeleh badan subsider Dewen Ekonomi dan Sosial yang di-
dirikan oleh Majelis Umum dengen resolusi 319 (IV) tanggel
3 Desember 1949, dengan tujuan untuk mengupayakan per-
lindungen hukum dan hak-hak asesi manusia bagi para peng-
ungsi di seluruh dunia. Badan ini akan beruseha merealisasi-
kan pasal 14 dari pernyatean hak-hak asasi manusia yang
dicetuskan Majelis Umum psde tahun 1948 yang menyatakan
behwa "setiap orang berhak mancari dan mendapat tempat pe-
lerian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran".

Tujuen utema UNHCR adalah mencepai penyelesaian yang
lestari bagi maszlah pengungsi dengan memungkinkan mereka
kembali ke negara esal mereka, jika mereka menginginkan -
nya atau mengintegrasiken mereka ke sebuah negara baru.

Sementara menunggu sampai penyelesaian itu tercapai, UNKCR




53

memberikan perlindungan Internasional kepada para pengung-

si dengen :

- Meningkatkan standar Internasional bagi pare pengungsi.

- Mendorong negara-negasra untuk mematuhi -perangkat -
perangkat Internasional yang menjamin hak-hek para
pengungsi dan menganjurkan negara-negera untuk mengem -
bangken hukum pengungsi.

- Menjemin di negaras pemberi suska para pengungsi‘memper-
oleh perlekuan yang sama dengan werga negara di negara
tersebut.

- Meningkatkan pemberian kuass kepada pere pengungsi dan

menjamin penghormatan ates prunsip "tidak mengembalikan"

dan beshwa mereka tidak dipulangkan dengan paksa ke -
negara dimana mereka merasa takut skan menghadapi

penganiyayaan.

- Membantu para pengungsi untuk mengakhiri kedudukan mereka

sebagai pengungsi, baik melalui deportasi sukarela ke -
negara asal mereka, naturalisasi di negara mana mereks
tinggal, atau bermukim di negara ketiga .(Perserikatan
Bangsa-Bangsa, 1990; 66).
Kentor Komisaris Tinggi Perserikatean Bangsa-Bangsa
urusan pengungsi bermarkes di Jenewa Swiss. Kantor Komi-
saris*ini memberi laporan tashunan kepada Majelis Umum me-

lalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

D. Dewan Perwslian

Berdasarkan pasal 75 Piagam"‘PBB,JPerserikatan
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Bengsa-Bengsa akan menetapkan = suatu sistem perwalian
Internasional untuk memerinteh “dan mengawasi wilayah -
wilayah yeng mungkin ditempatkan di bawah kekuasaannya
sesudah diadsken persetujuan-persetujuan tersendiri.
dasar tujuan dari sistem perwalian Internasionsl adalsh :

" Mendorong penghormetan hak-hak asasi manusia dan

kebebzsan-kebebasen dasar bagi semua umat menusia
tanpe pembedean ras, jenis kelamin, behasa, stau

eégame dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekesan
di dunia " (Piagam Perserikaten Bangsa - Bangsa
Pasal 76 Sub c).

Dengan demikien berdasarkan ketentuan di atas Dewan
Perwalian ikut bertanggungjawab atas pelaksanzsan hak-hsk
asasi menusis di wilayah-%ilayah perwalian, yang meliputi;
- Wilayah-wilsyah yang sekarang termasuk wilaysh mandat.
- Wilayah-wileayah yang akan dipisahken dari negara-negare

musuh sebagei-ekibat dari Perang Dunia II.

- Wilayah-wilayeh yang secara sukarels ditempatkan di-
bewah sistem ini oleh negara-negara Yyang- bertanggung-
jawaf tentang urusan pémerintah.mereka.

Dewan Perwalien mengenai apakeh = hak-hak - - asasi
manusia dihormati dan dilaksanakan atau tidak, kemudian
melaporkannys kepadea Majelis Umum.

Dewan Perwalian merupekan organ utama Perserikatan Bangse-

Bangsa yang membantu mMajelis uUmum menjalanken . fungsi -

fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yeang berhubungan dengan

semua daerah strategis yang tidek berada dalam tanggung-

Jjawab Dewan Keamanan.
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E. Mahkamah Peradilan Internasional

Mahkamah Peradilen Internasionsl me

peradilan utema Perserikatan Bangsa=Bangsa yang bekerja

sesuai dengan status Mahkamah Internasional. . Semua

enggote Perserikatan Bangsa-Bangse secara - ipso facto

merupekan pihak pada statuta dan negare yang bukan anggota
dapat menjadi pihak dengan syarat-syarat yang di?entukan

dalam tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum atas usulan dari

Dewan Keamanan.

Pasal 36 ayat 3 statuta Mahkamah Internasional me-
nentukan bahwa Mahkamah Internasional mempunysai yuris-
diksi untuk menyelesaikan persoalan hukum yeng berhubung-
an dengan :

- Penafsiran suatu perjanjian

Setiap persoélan hukum Internasional
- Adanye suatu fakta, bila telah nyate skan menimbulkan

suatu pelanggeran terhadap kewajiban Internasional

Sifat atau besarnyas penggantian yang harus dilaksana-
kan karena pelanggaran terhadap kewajiban Internasionsl.
Dalam bidang hak-hak asasi manusia terdapat banyak
perjanjian-perjanjian Internasional. Dalam melaksanakan
perjanjian-perjanjian tersebut, sering timbul perselisih-
en diantara para pihak atau perbedaan pendapat basik yeng
menyangkut penafsiran perjanjian meupun megenai penerapen

dan pemenuhan perjanjian. Dalam keadaan demikien, pare
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pihak dapat mengajukannya'kepada Mahkamah _Internasional
untuk menjalankan yurisdiksinya.

Delam perjenjian-perjanjian Internasional di bidaerg
hak-hek asasi, terdepat banyak ketentuan yang menegaskan
bahwa jika terjadi perselisihan . menyangkut .  _hal-hal
tersebut di atas eken diserahkan kepada Mahkamah Inter -
nasional. Hal ini depat dilihst antars lain pade pasal
9 Convention on the Prevention eand Funisment of the Crime
Genocide, yaitu :

" disputes between the contracting parties to the
interpretation, aplication or fulfilment of the
presentconvention, including those relating to
the responsibility of a state for genocide or for
eny of other acts enumerated in article IT1, shdl
be submitted to the International Court of Jus-
tice..." (United Nations, 1978;45).

Juga termuat dalam pasal 8 Slavery Convention, yaitu :

" The high contracting parties agree that disputes
arising between them relating to the ‘interprete-
tion or application of this convention Bhall, <<k
be refered for decicion to the permanent Court
of International Justice..." (United Nations,
1978,50).

Demikian pula dalam pasal 30 Convention _against
toarture and other. Cruel, pasal 12 Convention on the sup-
pression and Punishment of the Crime of Apartheid dan
banyak lagi konvensi inetrnasional lainnya yang menentu-
kan hal yang serupa. Sehingga menurut Mansyur Effendi
(1980,42) Perjenjian-perjanjian internasional yang me-
nyangkut hak-hak asasi manusia dan selurub eplikasinya
membutuhkan campur tangan aktif dari Mahkamah Inter -

nasgional.
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F. Sekretariat

Sekretariat adalah organ utama Perserikatan Bangsa-
Bangsa yeng terdiri dari Sekretaris Jenderal.dan sejumlah
staff. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas
rekomendasi dari Dewan Keamanan dan menjadi kepala tata
usahe organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan
pasal 98 deri piagam PBB, Sekretaris Jenderal akasn ber-
tindak dalam jabatannye tersebut pada setiap - pértemuan
Mejelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan kkonomi Sosiel dan
Vewan Perwelian, dan akan melaksanakan fungsi-fungsi lain-
nya yang akan dipercayaken kepadanya cleh badan-badan
tersebut. Sekretaris Jenderasl akan membuat laporan tzhun-
an kepada Majelis Umum mengenai hasil pekerjaan orgenisasi
(pasal 97 dan 98 piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Sekretariat merupaken baden yang tetap dan resmi
yang bertugas melayani kepentingan masyarakat inter-
nasional, sehingga tanpa sekretariat Perserikatan Bangsa-
Bangsa aken kehilangan pusat penghubung dan pengkoordinesi
(Syahmin Ak, 1988,128).

Dalem membicaraka mengensi sekretariat dalam hubung-
annya dengan hak-hek asasi, yang perlu mendapat perhatian
adalah Centre For Human Rights (Pusat untuk hak-hek asasi
manusia) yang terletak di Jenewa Swiss, yang - merupskan
unit sekretariat PBB yang mengelola hak-hak asasi manusia.
Pusat ini dikepalai oleh Wakil Sekretaris Jenderal untuk

hak-hak asasi manusia yang Jjuga - merupsakan Direktur
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Jenderal kantor Perserikatan Bangsa—ﬁangsa di Jenewa. la
memiliki fungsi mengkoordinasikan program hak-hak asasi
manusia yeng termasuk delam kegiatan . sekretariat dan
Perserikatan Bengsa-Bangsa, mewakili Sekretaris Jenderal
pada pertemuan badan-baden hak-hak asasi, memajuka rati-
fikasi dan pelaksanaan konvensi hak-hak .asasi _manusia.
membantu Sekretaris Jenderal melakukan jasa-jesa baik @i
bidang kemenmsiaan dan turut membantu tugas komisi hak-hek
esasi manusia dan baden hak-hak asasi menusia lainnya.

Fungsi utame dari pusat untuk Hek-Hek Asasi Menusia
adaleh membantu Mzjelis Umum, Dewan kkonomi dan Sosial,
Komisi Hek-Hek Asasi Manusia dan organ-orgen PBE lainnya
untuk memajukan dan melindungi hek-hak asasi menusia dan
kebebasan-kebebasan dasar manusia sebagaimana yang di-
nyatakan dalam piagam PBB, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manu -
sia, konvensi-konvensi internasional dan beberapa resolusi
Mejelis Umum yang menyangkut hak-hak asasi.

Pusat untuk Hek-Hak Asesi Manusie terdiri dari enem
seksi, yaitu International lnstrument Section yang melaku-

kan fungsi dan tanggungjawab berkenaan dengan pelaksanaan

rerjanjian-perjanjian internasionsal mengenai  ~ hak-hak.
asasi, Communication Section yang memproses pengaduan

berkenaan dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia sesuai

dengan prosedur yang ada, Special Procedures Section yvang

menyediakan jase atau bantuan kelompok-kelompok kerja dan

pelopor-pelopor khusus, The Research . .. Studies and
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Prevention 6f Liscrimination Section yang . mempersiapkan

studi-studi dan laporan mengenai perlindungan ~dan. pe-

ningkatan hak asasi atas permintaan organ-organ hak-hak

asasl manusia dan memberiken bantuan kepada sub komisi

mengenai pencegaehan Diskrimininasi den perlindungen kaum

minoritas, Advisory Services Section yang mengelola prog-
rem pemberian nasehat dan bentuen telenmis:, External

helation, Publication and Documentation Section fang ber-
tanggungjaweb untuk menjamin aktivitas fungsi dan aspek

hubungan eksternal deri progrem dan kebijaksanaan hak -

hek asasi menusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Unsur lain yang penting sekretaris adalsh The
Departement of Public Info mation yang berfungsi memper-
siapkan dan menyebarkan berbsgai bahan - untuk . meng_. -
informesikan kepada umum mengenai aktivitas PBB dalam

lapangan hak-hak esesi manusisa.

4. .2 Baden-Badan Khusus (Specialized Agencies)

Jikalau Pusat Untuk Hek-Hak Asasi Manusia merupakan
pusat kegiatan PBB di bidang hek-hek asasi manusia, ber-
bagai kegiatan hak-hak asasi yang khusus dilaksanakan
unit-unit tertentu Perserikatan Bangsa - Bangsa maupun
badan-baden khusus sesuei dengan kewenangannya. Uiantara
badan-badan khusus tersebut adalah Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO), Organisasi Pendidikan, I11lmu

Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO), Organisasi Kesehatan
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Dunia (WHO) dan Organisasi Pangen dan Pertanién ( FaO ).
Badan-baden khusus tersebut ditempatken dalam suatu

hubungen dengan PBB berdasarkan suétu perjenjian.

Kegiatan badan-badan ini dikoordinasiken oleh Dewan Kkonomi

dan Sosial dengen jalan mengadekan konsultasi dan memberi-

kan rekomendasi kepada badan-baden itu melalui rekomendasi

Majelis Umum kepada anggota Perserikaetan Bengsa - Bangsa

(vesel 63(2)Piagam Perserikatan Bangsa-Bangse).

a. Organisasi Perburuhan Internesionesl (1LO)

Baden ini didiriken padas tanggel 11 April 1919.
Neskeh pendiriannya dijadikan bagian XIII dari perjanjian
Verseiles, pada tehun 1944 6rganisasi ini memproklamirkan
suatu deklaresi yang dikensl dengan 'Declaration of Phila-
delphie'. Delam deklarasi tersebut ditegeskan bahwa setiap
menusia terlepes dari paserbedzan ras, keperceyaan, Jenis
kelamin dan memiliki hek untuk mengejar kesjehtersan.

Pade tahun 1946 ILO diterima sebagai baden . Khusus
yeng pertama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan di-
tendetangeninya persetujuan pada tanggal 2 Oktober 1946
dan mulai berleku tanggal 14 Oktober 1946 seteleh disetujui
oleh Majelis Umum dengen resolusi nomor 50 (I) tanggal 14
Desember 1946, Organisasi ini bermarkas di Jenewa.

Dasar dari tindakan ILO adalah menentukan standar
buruh internasional dan mengawesi pelaksanaannya. Standar
buruh diterima dalam bentuk perjanjian atau rekomendasi,

perjanjian tersebut berhubungan dengen hak-hak asasi
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manusia yang mendaser dari ILO seperti kebebesan - untuk
berkumpul, kebebasan dari kerje .paeksa: dan kebebasan

diskriminasi dalam pekerjaan dan kedudukan. Perjenjien itu
juge menentuken standar dalam bidang - bidgng . ' seperti
keadaam pekerjaan, kesejahteraan : sosjal, kebijaksanaan
penempatan tenaga kerje dan pemberian perlindungan terhadap
kategori khusus pekerja seperti wanita dan anak-gnak (Leah

Levin, 1987;30).

b. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAOQ)

Orgenisasi ini didirikan pade tanggel 16 Oktober
1945, tujuan pendirian organisesi ini adalah :

- Meningkatkan standar nutrisi dan standar hidup rakyat
dibawah yurisdiksi masing-mesing negara anggota

- Menjemin perbaikan efisiensi produksi dan distribusi
hagi semua produksi pangéﬁ dan pertanian

- Memperbaiki kondisi penduduk pedessan

- Membantu perkembangan ekonomi dunis dan menjamin umat
manusia dari kelaparan.

Tujuan dari organisasi pangan dan pertanian diatas,
mengarah pada usshe untuk mewujudkan kebebasan keleparan
(Freedom From Want) bagi seluruh umet manusia dan memajukan
kualitas dan kuantitas bahan makanan.

Organisasi ini menjadi baden khusus PBB pada tanggal
14 Desember 1946 dengan resolusi Majelis Umum nomor 50 (I)
tanggal 14 Desember 1946. Organisasi ini bermerkas di Roma
den sejek tahun 1961 melancarkan 'freedom : from hunger

campign'.
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c. Organisesi Pendidiken, Ilmu Pengetshuan dan kebudayaan
(UNESCO)

UNESCO didiriken pada tanggal 4 Nopember 1946,sebagai
hasil pertemuan yang diadakan dilondon entara pemerintah
Inggris dzn Perancis. Organisasi ini bermerkses di Paris
dan dipimpin oleh seorang Direktur Jendral.

Tujuan UNESCO dapet dilihat pada pasel 1 dari kons-
titusinya, yeitu membentu perdemeisn dan keamanan ° dengan
Jalan mewujudkan kerjasema di antare negara-negara melalui
pendidikan, ilmu pengetshuen dan kebudayean untuk = mening-
katkan keadilan, aturan-aturan hukum, hek-hek asasi manusa
dan kebebasan-kebebasan dasar yang ditegaskan masyarakat
dunia dalam piagem PRB tanpa pembedaan stau apapun.

UNESCO dalam bidang hak-hek asasi menusis memiliki
wewenang yeng meliputi hek-hak yang berhubungan dengen
pendidiken, ilmu pengetzhuan, kebudayaan serte kebebasan
mengemukekan pendapat dan mengungkapken pikiren.

Orgenisesi ini menjadi badan khusus - PBB .8sejak di
tandatanganinya suatu perjanjian pada . kpnperqﬁsir yang
diadakan di Paris dari tanggal 19 Nopember-10 Desember
1946 dan mulai berlaku berlaku dengan " dikeluaykannya
resolusi Majelis Umum nomor 50 (I) tanggal 14 Iksember 1946.

d. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) |
Orgenisesi ini didiriken tanggal 7 April 1948 dan

bermarkas di Jenewa dan di pimpin oleh seorang Direktur

Jendral.




Tujuan deri organisasi ini adelah untuk mewujudkan

gi semua orang. Organisesi aken ber-

(= R

kxesehatan maisimal be
usene menjamin den meningxetkan kesehctan penduduk dunia,
yan; merupekan ha k-hak mendesar bagi meanusia.

Perjanjien yang menetapxan hubungan antara organi-

sesi Kesehater Dunia dengan PBB disetu uai pade tanggal

10 Juli 1948 dan nulei berlaku (come into force)sesak itu.
L7

4.1 .3 Badan-Badan Pengawss Perjanjian (Preaty Monltoring)

Badan-badan pengewes perjanjian dibentuxz berdasar-

en lketentuan-xetentuan perjanjian mengenai hsk-hask asasi
manusia. Baden-badan ini dibentuk untuk mengawasi pe-
leksenean - suatu perjanjian tertentu’vleh: suatu negera
yang menjadi pihek pade perjanjian. Badan-badan tersebut:
a. Human Rights Committee

Komite ini didirikar berdesarkan pasal 28 Xkonvensi
Internasional tentang hak-hek sipil dan politik yang ter-
diri dari 18 anggota yeng bertugas dalam kepasitas se-
begei diri pribadi mereka. Komite ini dibentuk untuk
memonitor pelasksansan konvensi Internasional tentang hak-
hek sipil den politik beserta protokolnya.

Komite hak-hek asasi manusia akan mempelajari
laporan-leporan yang dikirimkan oleh negera peserta
mengenai pelaksanaan hak-hak sipil dan politik serta skan
meneruskan laporan tersebut, disertai tanggepan umum se-
bageimana dianggepnye berguna kepada para negara peserta

dan juge dapat kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, tanggapen-
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tenggapan demikian bersama selinen'dari laporan-lsporan

yang telah diterimanya dari negare anggota peserta

konvensi. ¥omite ini jugs aken mernerima dan juge aken

5

iempertimbangken sustu pengaduar behwa salsh satu riegera

peserte menudul negers peserta lainnye tidek memenuhiilke-

w3

we ibannya berdasarkan kovenen dan protokolnya, menerima
dan mempertimbangkan pengadusn baeik dari individu-individu
maupun dari kelompok-kelompok masyaraksat yang ade didalam
wilayah negara peseria mengenai pelanggaran saleh sztu

hek asasi yang telah dilkemukakan delam kovenan tersebut.

Kormite hak-hek asasi manusia akan mengs jukan
leporan tahunan mencenai segala xegiatan-kegiatannys pade
!lejelis Umum Perserilietan Bangsa-Bangsa melalui Dewan
Etonomi dan Sosial.

b, Committee on ZBconomi, Social and Cultural Rights_

Zomite hak-hak ekonomi, sosial dan budaya didirikan
pada tanzgel 17 Mei tahun 1985 oleh Dewen ZFEkonomi dan
Sosial, yang terdiri deri 18 ahli yang bertindak delam
kxapasitas sebagai diri pribadi.

Komite ini dibentuk untuk memonitor pelaksanaan
sonvensi Internaesionel tentang Hak-Hsk Ekxonomi, Scsisl
dan Budaya. Komite skan membahas lapcran-laporan yang di-
ejukan negara-negara peserta kovensn dalam rangka
pelaksanean ketentuan-ketentuan yang terdapat dalem
kovenen. Komite ini juga akan membantu Dewen Ekonomi dan

Scsial untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang digarisken
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delam kovenan tersebut, yaitu mengajukan kepa
umum Perserikztan RBangsa-Bangsa iaporan-leporzn
rexonendasi yang bersifat wium dan ikhtiser sing

informasi yeng telegh diterima dari n géra-negera peserta
Zovenan cserta dari berbagei badan khusus mengenai tindak-
en-tindeken yong telah diambil dan kremejuan-kemajuan yang
dicepai delam pentastan hek-hak vens diskui delam kovenan
den meminta organ-organ yang dibawehinya dsn basdan khusus
yang berfurngsi memberiken bantusn tezhnis untuk segale
hel yang telah timbul dari lagoran-iaporan sebagaimeng
termaksud dalam kovenan.

Kouite Hak-Hgk Zkonomi, Sosial dan Budaya, memberi-

ken leporen teshunen kepada Dewen Tkonomi dan Sosiel.

c. Committe on the Elimination of Racial Discrimination

Xomit

(47]

Penghapusan Diskriminasi dibentuk tahun 1970
berdasarkan pasal 8 konvensi mengenal penghepusan semua
bentuk diskriminesi rasiasl. Komite ini terdiri dari 18
tenage ahli yang bertugas dalam®kepasitas sebagai
pribadi kouite dibentuk untuk memonitor pelaksanan
konvensi mengenai penzghapusan semua bentuk diskriminasi
rasial,
Komite mempunyai empet fuhgsi ( Leah Levin,1987330)

yeitu :
- memeriksa laporan-laporan dari negara-negara peserta

mengenai tindakan—tindakan-yang.telah'mereka-amhilummuk

meleksanaken konvensi.
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- menangani pengaduan dari negara-negara peserts terhadep
negars pesertz leinnys mengenei pelaksanaan konvensi.

- menerime don memeriksa perngaduan-pengaduan individu
dari negera-negare peserta yang mengekui kompetensi
zomite.

- membariken bantuan kepada bhaden Perseriksian Ran 15sa-
Bangse yang mempertimbengken permchonan dari komite ini
bertugaes untuk :

- mempelajeri lzporan-laporen deri negera-negera peserta
mengenai langkak-langkeh yeng telah diambil untuk me-
leksanaken konvensi tersebut di atas.

- melakukan penyelidiken secara rshasia untuk mendapatkan
bukti-bukti zdanya penyiksaan yang telah dilakukan oleh
negara-negare peserta dalam wilayah teritorial mereka.

- menyelesaiken perselisihan di antara negara-negara
peserta mengenairpenerapan konvensi.

- mempertimbangkan pengaduan-pengaduan yang disampaikan
individu-individu dari negara-negara peserta mengeneai
adanya pelenggaran ketentuen-ketentuan konvensi (United
Netions, 13588; 25).

Xomite ini akan menyempaiken laporan tahunan

mengenal kegiatan-kegiatannya kepada Majelis Umum PBB.

d. Group of Three
Xelompok ini dibentuk untuk memonitor rengimplemen-

tasian konvensi internasional mengenai penekanan den

penghukuman terhadep kejehatan Apartheid. ¥elompok ini

= T ' i 5w N o SR




Cibentuk tiap-tiap tchun oleh ketue komisi hak-heir &asasi
menusis yang terdiri deri tige enggoia Xomisi yang juga
negare peserta zonvensi tersebut éi

-

-
oo —

lesuken pertenuan seti tahunnyes
lws diadexann a sidang koaisi. hak-hak esasi ranusie,

untus senpertiitengian laporan~-leporan mengerai lzngiek -

laugkah yang telek diamb:il cleh negara-nezgare peserta

niuls melexsenekan xeterntuan~-keterntuun xonvensi. elompok

ini rielaporken kegisten-iegiatannysa kepada xomisi hsekx-hak

en memberiken serar-saran mengenai pene rapen

Selein badan-baden den organ-organ yang termasuk
delem sistem PBR @i aias, beberapa crgenisasi non
pemerint.h (non governuentel orzanization ) meneinkan pe-
renen dalam mendukun. usahe penegaikiken hex-hek asasi
renusie. Organicesi-crge:.isasi non semerintah ini bar-

tindek sebagai badan xonsultatif.

sel 71 piegam Perserikstan Bangsa-3engsa memberi-

zen oteritas kepads Dewan Tkxonomi dan Sosial untuk mem-

buzt pengaturen-pengaturan yang ls aycx untuk diadekannye
konsultasi dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang
mempunyai hubungen dengan hel-hal yeng termasuk deslam ke-
Wenengannya.

Organisasi-orgenisasi yang dimasud ¢i ates dalam

kedudukannya sebagasi badan konsultatif depet nengirimkan
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Gibentuk tisp-tiap tehun oleh ketua komisi hak-hak easasi’

o

menusia yang terdiri deri tige enggota komisi yang Jug
merupaken wakil-wakil negare peserta konvensi tersebut di
ates. .

Helonpok ini  melekuken pertemuan setiap tahunnye
sebeslun diadaxannya sidang kowmisi. hak-hak asasi manusie,
untuk mempertimbangkan leporan-laporan mengenai langkeh -
langkeh yang telek diambil cleh negara-negara peserta
untuk melsksenekaen xetentuan-ketentuan konvensi. I'elompok
ini melaporken kegiatan-kegiatannyse kepada komisi hak-hak
manusia dan memberiken seran-sarsan mengenai penerapen
konvensi.

Selein badan-bedan dan cergan-organ yang termasuk
dalam sistem PBB di atas, beberapa orgenisasi non
pemerintch (non govermmental organization ) memainkan pe~
renan dalam mendukung usahe penegakken hek-hak esasi
menusia. Organisasi-crgarisasi non pemerintsh ini ber-
tindek sebagai badan konsultatif.

Pasel 71 piagam Perserikatan Bangsa-Bangss memberi-
zan otoritas kepada Dewan Tkonomi dan Sosial untuk mem=-
buet pengaturen-pengaturan yeng layek untuk diadekannys
konsultasi dengan lembaga-lembage non pemerintah yang
mempunyai hubungan dengan hel-hal yang termasuk dalam ke-
wenangennya.

Organisasi-organisasi yang dimesud di atas dalam

kedudukannya sebagai badan konsultatif dapat mengirimkan
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i

pera peninjeu pada pertemuen-pertemuen Dewen Ekonomi dan

Sosial dan vadan-badan subsidernye, dapet memberikan per-
nyetaan-pernyatean, informesi-informesi dan dapet meng-
adskan konsultasi dengen Sekretsriat mengenai keadaan

hek-hak asasi yang dengan maksud untuk memberiksn sumbang-

e

en terhadap pelkksanaan hak-hek asasi manusia.

4.2 Lengkeh-lengkah Yebijaksanaen Perseriketen Bangsa -
Bengsa Dalam Penegakkan Hak-Hek Asasi llanusia

Untuk mencapai tujuan memajukan den mendorong peng-
hormaetan terhadap hak-hek asasi manusia, make Perseriketan
Bengsa-Eangsa telah menempuh den melakukan sustu langkah
yang konkrit. Lengkah-langkah tersebut dikembengkan - baik
melelui baden utamanya maupun meielui hubungan timbel
belik den kerjasama antara badan-baden utama dengan badan
badan leinnys yeng termesuk dslem kerangke Perserikaten
Bangsa-Bangsa serta badan-badan lain di luer organisasi
p g

Lengkeh-langkah yang dilskukan untuk mencapai tujuan
¢i ates, penulis menggolongkannya ke dalam tiga golongen
yeitu tentang penyusunan perangkat hek-hak asasi manusia,
mengembangkan pengetahuan dan kesadaren akan hak-hak asasi
dan mendorong pembentukan lembaga-lembaga hak-hak asesi -

di tingkat nasional, regional meupun internasionsl.

4.2 .1 Penyusunan perangkat hak-hek asasi menusia
Seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelum-

nya bahwa hak-hak asasi manusia dalam piegam PBB  masih
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erupaken suatu pernyatsan yang mempunyail arti yeng luas,
Plagam tidsk memberikan batasan mengenai hek-hek gsasi
manusie yeng ingin dimajuken oleh PEB. Untuk mengatesi
hal ini meka disusunlsah perangkat hak-hek asesi manusia
yeng merupeken tindak lanjut dari ketentusn delam piégam
baikx dalam bentuk deklaresi meupun delam bentuk traktat.
erseriiatan Bangsa-Bangsa telah mampu membuat dan
memprakarsai lahirnya perangkat hak-hak esasi manusia
internasional ( international instruments of Humen rights)
ini ditandai dengan banyaknya persetujuan-internasional
veng lahir untuk mengetur mesalah hak-hak asesi menusia .
Dengen banysinya persetujuen tersebut, maka lshirleh
standar-staendar bagi masyarakat internasionasl delam -~me-
majukan dan mendorong menegaxkan penghcrmetan terhadap
hak-hak easesi manusia den untuk mengawesi pelalisanasn be-
berapa perangket tersebut, beberapa badan pengawes
dibentuk bverdizsarkan perjenjian-perjanjian yang telah di-
setujui tersebut.

Delam kurun waktu kurang lebih empat puluh tshun
sejek lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa sudsh tersusun
ateu terbentuksekitar enam puluh perangket hak-hsk asasi
manusia internasional. Dalam beberapa hal deklarasi -
deklarasi yang berlaku secara universal, melshirkan
prinsip stau stendar umum, sementara perjanjian stau pun
trektat melahirkan kewajiban-kewajiban huxum bagi negara
yang meratifikasihya-atau menjadi pihak pada = perjanjian

.atau trektat tersebut.
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?erjanjian—perjanjiaﬁ tentang hak-hak asasi manusia
internasionel tidak beanyek memiliki arti apabila perjenji-
an-perjanjian tersebut tidek diretifikaesi =tsu tidak =ada
negara yang mengiketkan diri pads pérjanjian tersebut.
Kerene negara-negara tidek memiliki kewajiban hukum untuk
mentaati ketentuan-ketentuan yeng tercentum delam per-
Jenjien, dimane ia tidak menjedi pikak dalem perjenjian
tersebut.

Untuk mengetahui apékah negare-negera menjadi pihsek
pada suatu perjenjian mengenai hek-hak asesi menusie
untuk meleksanakaen ketentuesn-ketentuen perjanjian, meka
beberapa perjanjian memerlukan laporan-laporan.
Pemerintah diminta untuk menyampaiken informasi-informesi
den laporan mengenai bagaimana mereka melaksenakan
ketentuen-ketentuan perj njian tersebut kepade bhadan -
baden dan orzen-organ Perseriketean Bangsa-Bangsa yéng
berkompeten sesuai dengan prosedur atau tata cara peng -
aduan yang disampeiken oleh negara-negara yang menuduh
negara lain tidekx melaksanakan ketentuen-ketentuen per-
Janjian, juga pengaduan dari individu-individu, kelompok
masyarekat yang meresa behwa hak-hak mereka yang ter-
cantum dalam rerjanjien diasbaikan oleh pemerintah mereka.

Dalam hal tersebut di atas, badan-badan dan . organ-
organ yang bérwewenang akan melakuken studi dan

penyelidikan dalam negera tersebut dan meminta negara -

negara yang bersangkutan memberikean keterangan-keterangan




untuk menghasilken suatu penyelesaian terhasdap mesalah -
mesalah itu. Lengkah-langkah itu seringkali mendepet

halengan dari negsra-negara, utamanye yang tidak merati -
fisir suatu perenjien, dan inileh faktor penghembat utama

yang dielami oleh Perseriketan angse-Bangsa.

’: 1

4.2.2 llengembangzan Pengetahuan dan Kesadaran Mengenei

Hex-Hek Ascsi llzanusia

Sengat benyak manusia sekerang ini yang tidek
mengetahui dan menyaderi akan hak-hek asasi yeng dimiliki-
nys, sehin;ga mercke tertindas, tertekan dan mengelemi
penderitaan arzitat ketidektahuennya tersebut.

"Hetahuileh Hak-Hgk Asssimu", yang merupekan slogan
dan pesen yang nerus selalu dikumandangken agar setiap
masyarakat di negare manapuﬁ ia berada.mehgetahui dan me-
nyadari hak-hak asasi yang dimilikinye. Xarena sesecrang
yeng mengetahui hak-hak yeng dimilikinya aken beruszhe
untuk mewujudken hek-hek esasinya, dan menumbuhkan resa
hormat terhadap hek-hak yang dimiliki orang lein serte
merupaxan pertahanan utama untuk menghindarken diri deri
penindasan dan pengekengen yang dilakukean oleh orang lain
ataupun oleh pemerinteh.

Maka untuk menenamken pengetahuan dan kesadaren
manusia untux membela dan menghormati hak-hak asasi
menusia, Perserikictan Bangsa-Bangsa beserta seluruh orgen
dan beden yang termasuk dalam sistem Perserikatan Bangsa-

Bangsa mengembangken berbegai usaha agar setiap masyarskat
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&. Jenyeberluasaen Inforuesi tentang hak-hek asesi manusis
Pusat untuk hek-xg: esasi ncnusic dan devarteren re-

neran-an umum dalam ; envesherluaskan %?ﬂ"o?ﬁm&_oi nenvenskut

Helaellangall UNidi aalan nensysiberlu A8l 11N20TMes Aenyensxut

hak-=kak esesi marusia.tslsi: irenjendin nerjesame yang erat.

o TP R e R e s <l . i i b S e 3 s - e
“elell rengia penyeberiuasen informesi ini keduehys juga
menendelkan kteriscome = 1111 bantuan sors pusat-pusat
ul.\.m.'{__i.a‘.v‘&q....hd--‘ nod U‘G.-..&....:.-. \.....u.;-L.I'l antuan Ml o t” a lJllaa

Pener ngan lerserikaten Pangse-Bangse yang tersebar i
x28l Peloscx dunia den zelmlul seksi aZubungan

ikesi cen doiunentcsi, berussha keres rie-
ningkatken kerjasemz ledih ienjut dengan masyerskat pen-
cinta hak-hek asasi nszusia di tingkat nasional, atau yang
dilaxuken olek pemerinten secars internasional, organisasi
icn pemerintah masyerekat pereliti dén akedemis maupun
mecie-m:dia penervitan. Secars mendaser puseat hak-hakaéasi

-

menusia adeleh beden yeng bertarggung jewab langsung ter-

hacap kepentingan mesyerskat umum vyeng ingin mengetshui
masaleh hsk-halk asasi ranusis. Badan ini mengurcikan sertsa
mengimplementasiken setiap program yang bertujuan untuk

merealisasiken tujuen di atas dalam mengatur publikesi,

i distribusi, certa peryevarluasan buku-buku semacem  buku
|

’ tghunan hak-hak esasi marusis, seleberan-selebaran ( fact
\

. sheets ), lembaren-lembaran informasi ( newsletter Ye G=n

bahan-bahan informesi lainnsa. Pusat Hax-Hak Asasi Msnusia




Juga mengorgenisir berbagai lokekarya, seminar, diskusi
den ie dipandeng mampu menjawab penyilidiken umum ter-
hedap pelangsaran hak-hak asasi menusis serte secara
keseluruhan depet menyediaken berbegei informasi yang
penting dibideng hak-hak esasi menusia. Buku-buku yang
menyangkut hek-hek szsesi manusia diztaes &iseberkan Xe
setiep negare melelui puset-pusat penrangan PEB, yang
eken menerusxan kepeds masyarakat yang mau mengétahui
lebik jeuh mengenai hak-hak asasi.

Depertemen Peneréngan Umum juge memiliki kegiatan
untuk meliput perdebatan tentang‘ gk-hak asesi delam
orgen-organ PBB melalui pengumumarn berita serta progrem
redio dan televisi, memproduksi film, foto, serta Yer-
bagei pameran dan secare teratur melskukan konperensi
pers dengan'berbagai media messa. Bidang publikesi hak-
hak- esesi menusia, selebaran poster, serta pemeren -
pemeran leinnya diperlihatkan dan disebarluaskan melalui
pusat-pusat penerangen PBB.

Pada tahun 1989 diluncurken kampanye dunia tentang
hak-hek asasi manusia. Kampanye ini menegaskan . perlunya
behan-behan hek-hak asasi dibuat delam bentuk yang sedexr-
hane, menarik den mudeh diperoleh delam bahasa lokal dan
nasional. Juga mengefektifkan digunakannye media massa
khususnya radio den televisi serta teknologi audio visual
lainnye sehingga dapat menjengkeu audiens .yang lebih

luas. Ada lima kegiatan pokok delem kampanye dunisa me-




ngenal hak-hek zsesi menusies (United Netioms, 1989, 3)
yaeitu :

&n dsn penyeberluasan buku informasi den bahen-

bahan referensi.

- Meningketkan keteatan terhedap hak-hek asesi menusia

= tenggietken kegietan promosi deri media messa.

Dalam penyebarlucsen informesi ini pada‘' .. saat
sexarang, PBB mesih memilki keterbatesen untuk menjangksu
semue lapisan masyarakat karena informasi-informesi yang
terseber yeng bersumber deri badan den organnya masih
sebehagian besar dalem behassz resmi PBR, yang tidak semus
masyarakat di dunia ini informesi tidak depat diserap se-
care penuh oleh masyarakat.

b. Studi bterbagai aspek hek-hek asasi manusisa

Pasal 13 Piagam PBB memberiken kewenangan kepada
Majelis Umwun untuk memprékasai studi-studi penelitian dan
mengjukan rekomendasi untuk mencepai tujuan yang secara
interalie memasjukan kerjesama internasional di lapangan
ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidiken, kesehatan. - dan
membantu pelsksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasen dasar bagi semues menusie tanpa pembedaan atas

apa pun. Sedangksn pasel 42 menentukan behwa Dewan
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Ekonomi den Scsiel depat membuet den memprek

Y.

: 1 s y
ezonomi, sosial kebudeyaen, pendidiken, kesehatad inter-
nasional sertz depat memberikan rekomendasi-rekomendasi
mengenel meselah-rasalah tersebut kepada ligjelis Umum,

1

repada enggotz Terserikatan Bangse-Bangsa dan badsn-badan

Baik Mejelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosiai, serta
badan-badan subsidernya telah melakukan berbagai studi
terhadap aspek hek-hek asasi manusis. Upeye ini dilskukaen
untuk menyiespkan instrumen-instrumen stendar yjang tetep
efektif delam membele dan memajukan hek-hek asasi menusia.
Studi-studi yang dilekukan ini membantu tujuen yang hendak
dicapai, den biasanya badan-badan Perserikatan Bangsa-

Bangsa menerbitkaen hasil penelitian tersebut dan disebar-

luasken.

Saleh satu tujuan utama dari studi-studi tersebut
adalah untuk memperoleh informasi yang mendetail tenténg
suatu keadaen hek-hek asasi sebelum memutus suastu tindak-
an untuk memperbaiki keedaan, serte untuk memberikan
informasi atesu penerangan tentang opini publik mengenai
isu-isu hsk-hek asasi manusia tertentu, Sebagai contoh,
studi tentang kerja peksa yang dilakukan bersame oleh
Perserikaten Bangsa-Bangsa dan komite ad-hoc TLO telzsh
menarix perhetian umum atas masaleh ° yang muncul dari

benyeknys sistem kerja pakse atau kondisi perburuhan yang
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harus diperbeiki, kerena mereks dipekerjeken sebagai
bentuk kekerasan politik den penghukumen  terhadap pe-
leksanean maupun perdengen politik. Sebegai hesil studi

tersebut yang diterbitken, timbul . reaksi masyarakat

internasional yeng mendoronz dihapusnya beberepa sistem

terje peksa di teberspe negars dan pada akhirnya mereka

menerima xonvensi-Xonvensi penghapusen kerje pekxsa.

-~ 1~ a3 2 Y- 1 ] n o 2. y
hebanyskan studi-studi kek-hek asasi manusis leh

(@]

g
badan-badan Perserikétan Bangsa-Rangsa dilaksensken “ke-
peda Sekretaris Jenderasl den = selebihnya dileksenekan
komite~-komite tertentu, kelompck-kelompok.ker:a (working

roup), atsupun oleh pelopor-pelopor khusus.

¢. Pelayanan pemberien nesehet dan bantuan teknis

Pelayanan pemberian nasehat dibentuk peds tehun
1855 dengan resolusi Mejelis Umum 926 (X). Resolusi ini
menggabungken program-program bantuan teknis vang telah
ada sebelumnya, yaitu mengenai bantuan teknis uantuk me-
majukan dan melindungi hak-hak wanite, pemberentassan
diskriminasi, perlindungasn keum minoritas dan kebebasan
informasi yeng diadslen tehun 1953 kedalem sebush pro-
gram bantuan teknis yang luas di bidang hak-hak asasi
manusia, dimana keseluruhan program ini kemudien dikenal
sebagai "Pelayenan Pemberian Nasehat (advisory services)
di bidang hek-hek asasi menusia". Resolusi tersebut juga
memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk membuat berbagai

ketentuan di bidang program bantuan teknnis berdesarkan
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suatu permintzan pemerintseh melalui kerjasams basden-baden
Xhusus yeng berkompeten.

Adzpun bentuk-bentuk program tersebut di ates

(United Nations,1988,5), yeitu :

1. Pelayenan advisory oleh para ehli.

2. Pemberian bees siswa.

2. Seminer-seminar regionel dan internasional.
4. Xursus-kursus latihan nasional atau regionel.

Mengenai banyasknya bantuan yang aken diberikan serts
Calam kondisi apa Dbantuen itu akan diberikan, skan
diputuskan oleh Sekretaris Jenderal dengen mengutamekan
kebutuhan yang lébih beser di wilayah-wilayah terkebelskeng
sesuai dengen prinsip behwa sejauh mungkin éetiep “per-
mohonen pemerinteh dengen sendirinya . ekan . memikul i
tenggungjawab terhadap seluruh jumlah biaya atau yang
dapat dipertimbangkan sehubungan dengan bantuan yeng di-
sediaken. Tanggungjawab itu dapat dilakukan baik melalui
pemberian bantuan yang ditujukan untuk peleksansan pro =
gram tersebut.

Bantuan tersebut di atas hanyas akan diberiken ber-
desarkan atas permohonan yeng diterima dari mereks. pe- -
nyearingen orang-orang yang akan memperoleh bea siswe untuk
memperdalam pengetahuan tentang hak-hek asasi manusia
Juga ditentukan oleh Sekretaris Jenderel berdasarkan

proposel yang diajukan oleh pemerintah suatu negara. Ke-

beradeen program ini, sejumlsh negare telah menyambut




teik, baik bertindak sebzgei tuen rumeh seminar, kursus-
ursus latihen, atau dengar penunjukken . negara-negera

yargz niemenuhi persversetan terberien besa siswa, ctsu
- (& ] - iy [ |

e

dengan menerima pere pelojar penerine bee siswa daxr

1. Feleyenen advisory cleh pera sghli

Program ini dimelsudken untuk membentu permerintak
suatu negare untuk memperbziki atau memulihkan suatu
keedaan hek-hak asesi manusia yeng terjadi delam negara
tersebut. Para shli membantu pemerintah untuk menyusun
Undang-Undang den memperbaiki peleskssnaan hukum dan

eadilen untuk mem ul standaer-standsar

e

. .internesiansal
yang aiperlukan delam bideng hsk-kek esasi mznusis.
Program ini juga membantu regers-negers dalam melaksana-
kan kewajiban-kewajiben yang ditentuken dalam suatu
konvensi hak-hek asasi, misalnya kewejiban runtuk mem-
berikan laporan tshunen mengensi pelsksanzan ketentuan-
ketentuen xonvensi yang bersangkutan. Disini pare - zhli
yang membantu mempersiapker dan menyusun leporan-laporen
yang cimeksud.

Hingga kini beberapa negzra teleh mengambil menfast
deri program. Bantuen para shli yang . .disediakan telahl
diberikan kepeda pemerintah Equatorial Guinea, Haiti
dan Uganda delam usahe mereka memperbaiki sistem Demckrasi
di negaranya. Dalam tahun 1570 hingga 1971, Sekretaris

Jendral atas permintaan pemerintah Kamerun, telah




menyedieken béntuan tenaga ahli yeng memberikan nasehat
guna memajukan pertisipesi kaum wenita . delem - - masslah
pembengunen di negera itu dengzen penekanan khusus ter-
hedep pembangunan masyarskat. Pada tahun 1982 sebuah misi
ijeianken oleh dua orang ahli zetatatnegeraen yang

cleh Sekretaris Jendrazl atas permintesn penmerintah

etas permintesen pemerirtah negare itu delam rengks men-

bantu merexzz melakukan revisi terhadap pereturan yang adz,

latiren kepustekesan hukum, kursus kepeniterean, dan meng-

ikuti pendidiken staf Zembaga pemesyerszkaten, serta Pepbat
kepolisian,

Untux lebih meningkatken pelayanan pzere shli, komisi
hek-hak esesi menusis melalu: resolusi 1987/37 tenggal 10
Maret 1987 telsh mendorong setiep pemerintah untuk meman-
faatkan sendiri bantuan pelayanan para shli di bideng :
hek-hek asesi menusia, terutema delam mesalsh dasar
perancangan teks-teks hukum yang sesuai dengaen konvemsi-

xonvensi hek-hak asasi manusia tingkat nssionsal.

2. Pemberian bea siswe

Femberian bez siswe hak-hak asasi menusisa “dimeksud

untuk mengzasirshkan orea: ng-oreng yang diengzep depat me-
mainkan fungsi- fun531 yang penting dalam memajukan dan
melindungi hek-hak asasi menusia di negaranya serta
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memiliki kemampuen untukx menyevaerlueskan pengsleman den

pengetehuan mercke
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haz-Buk asasi menusia yeng nmekin meiu dan meéreka pelejri.

diberiken kepeda pesrs celon yang éitunjuk eleh pemerintah
mrsing-mesing negare berdasarken . kualifikasi celon itu
sendiri, miselxye ¥edudukin atau Jedbaten @1 nesaranya etou
bidang studi rang diusulkan dan menfaat yang d@iherapkan

dapet diberiken delem mengamelkan pengalaman dzn penge-
tehuen yang dipercglieh ketika kembeli ke negerenya. Di -

-

dalam menyering para calon utame diberiken kepeds or reng- -
o°rang yang mempunyal tanggungjewab . langsung .-.terhadap
peleksanean atsu penerapen hak-hak sesi menusie di negera.

Xebanyekan para calon yeng ditunjuk oleh pemerintah .
edaleh pare pejabat pemerintah yang memiliki keduduken
tinggi di negaranya, antzre lszin para hakim, jakéa, pejabat
kepolisian yang sudeh senior, instruktur pada puset ke -
polisian, :pejabat yang bertanggungjawab pada perancangan
peraturan perundsng-undangan, pejabat pembanguan nesionsal,
pejebat kementrian kehekimen, anggota organisasi nesional
non pemerintah, anggota organisasi kepengecaraen, para
pengajar di penéidikan universites.

Sebahagian permohonan pemberian bea siswa mempunyei
xaiten yang erat dengan kegiatan-kegiatan nasionel dan
proyex yang menyangkut useha-usaha perbaikan prosedur

peradilan dan administrasi yang baik,. Termasuk yang ade
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hubungannys dengan progrem rencangen persturan perundsng-
undangan yeng baru, perubghen perangiat-perangzat hukum

Jang lebih baik, staupun observasi pengalaman yang di-
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embega baru
gerte penerspan berbagai teknik baru delam ussha me-
me uilen melindungi hek-hek esasi manusia. ¥alsu kita ingin
gelesifikasiian permohonan-permchonan - pemberian bea

-
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- Untuk studi den observasi perbandingan dengen prosedur
peredilen yang ada éi luar negeri.

- Untuk keperluen analisa perbandingan tentang persturan
pirundang-undangen yang ads.

- Untuk observasi care kerja atau peranan lembaga-lembaga
tertentu yang telsh berjalan lame mulai sejek pertama
teli diterime hingga mempu menyesuaiken diri dengan
lingkungan negare pera pelasjar bea siswa berada.

3. Seminar-seminar regionel dan internasional

Seminar merupakan bagien penting dari advisory
services delam bideng hak-hsk asasi manusia. Tz telah men-

Jadi seleh satu kekuastan delam program jasa advisory dan

memeinken persnen penting dzlem memejukan . hak~hak. asasi

manusia.
Seminar-seminer yang diasdakan memberikan kesempatan

kepade para peserta untuk . saling menukar gagesan,

informasi, pengelamen. dan pengetshuan yang didepatkan
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Pers peserta egkan mengemukeken pemikiran-pemikiran uk

unt
mendorong munculnya kessdaran yang luas menyangkut hal-hal

yang berhuburngan dengan usehs menmajukan mampu melindungi

hak~-hekx esasi manusisa.

Pare peserta menghediri seminer bertindsk sebagei
pribadl meszipun ia hadir atas penunjukan dari pemerintah-
nye yeng dikonfirmasi<an Sekretaris Jenderal pars’ peserta
adaleh merupskan orang-orang yang eghli, memegeng ﬁosisi

kfunci di negeranye masing-masing, entera lein para menteri,
Jekse ggung, hekim, pejebat-pejebst tinggi, seminar juga
€¢ihediri badan-bedan PBB yang mempunyai kepentingen dengan
tlopik seminer, demikien pula organisaesi-organisasi non
pemerintah biesanya diundang.

Hasil-hasil dari seminar yang disdakan dipublikasi -
kan dan disebarluaskan sehingge . menambeh __reverensi di

bidang hax-hak ssasi manusia.

4. Kursus-kursus latihan nasional atsu regional

Sejak tahun 1972 beberape kursus latihan mengenai
hek zsasi menusia dalem peleksansan kehakimen telsh di -
adakan berdasarkan keputusan komisi hek-hak asasi manusia,
dengen resolusi 17(XXIII) yang meminta Sekretaris Jenderel
untuk mempertimbengkaen diadakannya program latihan daleam
bidang hek-hek ssasi manusia.

Tujuen utema diedakan kursus latihan adaleh untuk

lebih memperkenslkaen kepada pera pejabat senior den
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terpengelamen zken bertenggungjawadb terhadap berbagai

aspek pelexsensen hukum dengen praktek perundeng-undangan

dan administrcsi yans relevan serta rosedur-procedur ye
[ = -

pelaksencan heak-hekx esesi,' Tujuan lsin edslsh  untuk me-
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nyedlaxen wzteh estau ssling menuker psndangan d4i bidang

hukum éon prextek yeng berhudbunzen de &an penlindunzen hsak

-are peserie kursus ini juge terdiri deri pare heldim,
Jeksa penuntut umum, pejebat kepolisisn den ‘pars  ahli

hukum termesu: individu-individu vyang dalam keduduken

berkeiten dengan mesalsh-meselsh hek esasi yang terjadi
di negarenye xetiks mereka kembali.

5. Pendidikan dan pengajeren hak-hak esesi menusia

Untuk menesnamkan kesadsren mengenai perlunya hak-hsak
asasi menusis &l junjung tinggi. den dihormeti dzlem dunia
ekademik, make hek-hak asasi tersebut perlu disjerkan pada
setiap pihek yang terlibat dulem dunia skademik. Hal ini
telah disadari oleh Majelis Umum den badaen-badan ."BBB
lainnya yang berkompeten dclam _masslsh = . hsk-hek asasgi
manusia,

Mejelis Umum dzlam resolusi 217 D (III) tenggal 10
Desember 194E€ meminta kepezda pemerintah setiap negara
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuktilren ke -

teatan mereka pada ketentuan passl 56 Piagam Perserikatan
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Bangsa-Bangsa yang menyataken bahwa semua anggota berjanji
aken mengembil tindakan bersams maupun sendiri-sendiri
dengan bekerjasams dengan organisasi untuk tercapainya
penghormatan hak-hak asasi manusia, dengan jelan mengguna-
kan semua cere termesuk dalam kewenangannya ager prinsip-
prinsip Deklarasi Hask-Hak Asasi Manusis dapeat disebarluaé-
ken, diperhati:en, dibaca, khususnya dalam lingkungan
sekolah den lembaga-lembaga pendidikan leinnye ténpa me-
mandang perbedaan status politik di negara-negara tersebut.
Dewan Ekonomi dah Sosial dalam resolusi 314 (XI)
tanggal 24 Juni 1950, teleh mengundang UNESCO untuk men-
dorong dan memeudahkean program pendidikan dan pengajeran
Deklarasi Hek-Hak Asasi lMenusia di sekolah-sekolah dan
lembaga pendidiken masyerakat melalui pers, radiso dan
televisi. Resolusi 598 D II (XXXVI) tanggel 12 Juli 1963,
Dewan Ekonomi dan Sosial mengundang universitas-
universitas, institut-institut, lembaga-lembaga pendidikan
masyarakat, serikat-serikat kerja dan organisasi-organisasi
yang berhubungen dengan hak-hak ssasi manusia untuk mem-
bantu memperluas pengetahuan dan kemajuan heak-hak asasi
manusia melalui pendidiken, penelitian, diskusi - Qiskusi,
publikasi-publikasi dengan meksud untuk membantu pelaksama-
en tindakan-tindaken di bidang hak-hak asasi.
Langkah-langkah untuk merangsang pendidikan dan
pengetahuan pengajaran hak-hak asasi manusia di sekolah-

sekolah telah menjadi bagian yang integral dari program
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buku-buku pelejeran, memejuszen kegiatan-xegistan eksperimen
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di sekoleh-sekolah den lembega-lembega letihen guru dan

menetapkan peleyanan konsultasi pede negara-negars enggob

o

bawah program bentuan Perserikaten Bengsa-RBangsa.
Untuk mendukung hek-hek asasi manusia, meke UNESCO
mendorong pembentuken lembagz-lembaga pendidiken den

pendlitian yang diesngzep mempu untuk .. menyckeng kegisten

pendidiken dan penelitien den mengembangkan " kerjasamsa
dengen lembaga-lembagz yeng teleh ~ ada ‘baik ditingkat

internasional, regionasl maupun nesional.

Di tingkat internesional UNESCO telesh mengeadakan
kerjesama dengan dinstitut-institut hdk-hak asasi misalnya
The Internation Institute of Human Rights di Starsbourg.
UNESCO memberikan bantuan kursus-kursus latihan pada
institut ini khususnys program-program yang memungkinkan
para tenage pengajar universitas mempelejari pengetahuan
praktis mengenai perlindungan hak-hsk asasi menusiz. BNESCO
telah juga mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan
para guru dan pelajar untuk mempelajari pengetahuan khusus
mengenai hak-hek asasi dengan pemberian bentuen beasiswea,

pengadaen xursus-kursus latihan, pemberian hadiah dengan
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meksud untuk mendorong pendidiken dan pengejaran serta
merengsang minet terhadap hal-hal tersebut.

Cara lain yang ditempuh UNESCO dalam kerjasama
Internesional dan pertukeran informasi di bidang pendidik-
en dan pengajaran adaleh penerbitan buletin " ‘Teaching
About Humen Rights " yang berisi beberapa . hal mengenai
hak-hak asasi manusia. i

Di tingket regional UNESCO telah menjalin kerjasama
dengan pusat-pusat penelitian dan organisasi-organisasi
untuk mengembangkan pendidiken antara lain di Asia dengan
Indie National Centre TFor Human Rights Recearth and
Education dan Human Rihgts Documentation and Recearch
Centre di Universitas Jawarharlal Nehrﬁ. Untuk Amerike
Latin bekerjesama dengan Latin Amerike Association For
Humen Rights (ALDHU) dan kawasan . Afrika . Centre de
Recherche Droits de 1'homme en Afrique Centrele (CRIDAC)
yang berkedudukan di Kinshasa.

Di tingkat nasional menjalin kerjasama dengan
organisasi-organisasi profesional, misalnya Bar Assocations
di Paris dan Dekar serta lembaga-lembaga penelitien, antara

lain Natinal Institute For Pedagoggical Research di Paris.

e. Perayaen hari hek-hak asasi manusia

Usaha lain yang ditempuh oleh PBB untuk meningkat -
kan kesadaran akan hak-hak asasi adaleh perayaan hari
hek-hak esasi manusia. Perayasn-peraysan semacém ini di

luar bidang h&k asasi teleh lazim diadakan, misalpya.
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hari-heri kemerdeksasan den peristiwa-pefistiwa vang penting
lainnya. Hal mana dimaksudkan urtuk mengenang peristiwa
tersebut dan mengembil nilai-nilaei yeng dikandungnyea.

" Tenggal 10 Desember " ditetapkan sebagai hari hek-
hak esasi manusia oleh Majelis Umum dengan resolusi 423
(V) tanggel 4 Desember 1950. Untuk mengenang dan meng-
hormeti heri tersebut, make setiep negara diminta oleh
Majelis Umum untuk memperingati setizp tahun.

Hari dicetuskannys Declerations Of Human Rights yeng
dikenal dengen "Hari Hak-Hek Asasi lanusia" yang dirayakan
setiap tahun di setiap negars merupekan saleh satu uszha
egar hek-hak esasi manusie diperhatiken dan dilsksenskan

oleh umat menusia di seluruh dunia.

4.2.3. Mendorong pembentukan lembaga hak-hak asesi di
tingkat nasionasl den regional

Untuk lebih menjangkeu tujuan Perserikatan Bangsa-

'Bangsa delam memajukan penghormaten terhadap hak-hak asesi
manusia di seluruh dunia, make Perserikatan Bangsa-Bangsa
berusaha mendorong negara-negara untuk membentuk lembaga
hek asasi nasional dan regionel.

Dalam resolusi 29 (II) tanggal 21 Juni 1946, Dewan
Ekonomi dan Sosial telah mengundang anggota Perserikatan
Bangse-Bangse untuk memikirkan kemungkinan _komite-komite
hak-hak asasi manusia tingkat lokal padae masing-mesing

- negara guna bekerjasama untuk membentuk, meneruskan upeya

komisi Hak-Hak Asasi Manusia ke dalam negara dimana komite
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térsebut berkedudukan. Dalam rekomendasi ysng dibuet oleh

fomisi Hek-Hek Asasi lMenusia, Dewan Ekanomi :dan Sosial

dalam resolusi 272 (XXX) tanggal 25 Juni 1960 ° kembeli
menegakan betapa pentingnye sumbangan yang dapat diberiken
terhadap useha-usaha yang meningkatkan penghormeten pada
hek asesi manusia melalui badan-besden yang mewakili yang
bertuges untuk memberi berbagei informesi yang berkziten
dengan masalah hak-hek asasi manusia.

Kemudien dalam resolusi 23 (XXXIV) tanggal 8 Maret
1978 komisi hek-hek asasi manusia menegaskan kembali pen-
tingnya tindekan yang diambil oleh negere-negare enggota
dalam mengembangken dan memanfseatkan . potensi-potensi
nasional mereka untuk lebih mengaktifken pelaksanasn hsk-
hak asasi manusia.

Seminar tentang pendirian lembaga-lembaga hak-hak
asasi manusia nasional yeng diadakan di' Jenewa dari
tanggal 18-29 September 1978 telah menerima suatu kepastian
mengenai fungsi-fungsi lembaga-lembaga ' hek-hak asasi .
manusia di tingkat nasional,(United National,1988; 15)
yaitu ;

a. Bertindak sebegai sumber informasi yang releven ter-
hadap pemerintah ateupun mesysrsket di negara tersebut
berkenaen dengan hal-hal yasng berhubungan dengan hak-
‘hak asasi manusia.

b. Membantu mengerahken pendidikan,menberd. pandangancpada
masyarakat menuju kesadaran dan ketaatan terhadap

hak-hak asasi manusisa.
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c. Beruszha memikirkan, mempertimbangken dan mémbuat"ber-
bagai rekomendesi terhadszp tindakan negera tertentu
yang mungkin timbul secara nasional ._dsn mendorong

. pemerintah untuk bertindek berdasarkan rujukan mereksa,

d. Memberi saran ates setiesp mzseleh hak-hak asssi manusis

.¥ang diajukan oleh pemerintah kepeda mereka.

e. lilempelajari dan terus mengkaji status ‘perundang- .
undangan, keputusan-keputusan pengadilan maupun per-
nyateen administresi leinnye delam wussha. memejukean
hak-hek menusia serte menyiapkan leporan-leporan secara
periodik untuk diajuken kepada pemerintah yang ber-
gangkutan.

f. Memainkan setiap peranan etau fungsi yeng mungkin di-
sarankan pemerintah kepadea mereka berkaiten dengan
tugas-tugasnya dibewsh konvensi-konvensi internasionsal
tentang hak-hek asassi menusiz dimena negere itu menjpdi
peserta.

Meskipun organisési Perserikatan _ Bangsa .=-Bangsa
menganggap penting didiriken lembaga-lembaga di tingkat
nasional, tetapi mengenai keputusan epskah didirikan stau
tidak, tergantung pade setiap pemerintah negara dengan
mengingat kebiasaan dan kehidupan lembaga yang ada di-
negaranye.

Pembentukan lembaga-lembega hak-hak asasi di tingkat
regional juge sangat penting, dimana ia diharapkan dapat

‘mengatasi persoalan hak-hsk as:si manusia yang terjadi
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delam kewasannyes dan menghasilkan suatu penyelesaian untuk

perbaikan. Lembage-lembaga semacam ini . dipandang dapat

memberikan bentuan yeng besar pada pelaksanaan hak-hsgk
asasi menusia, karena lebih dapat mengetahui _ . _keadasan-
keadaen di kewaesen di mana ia berads memiliki persamaan

tradisi dan budaye.

Lembaga regional yang banyax membantu peleksanaen
hak-hak asasi manusia di tingkat regional adalsh . Komisi
Hek-Hak Asasi llenusia Dewan Masyarakat Eropa den Komisi
Hek-Hek Asasi Manusia Anter Negara Amerika. Kedua zomisi
ini merupekan badan atau lembage yang berada di luar ke-
rangke PBB. Famun demikien, Komisi Hek-Hak Asesi Manusia
PBE memandang perlu bshwe kini saatnya untuk memberikan
dorongan bagi terbentuknya komisi-komisi regional dan

lembaga-lembaga hak-hak asasi manusia lainnya, beik di-

luar maupun dalam kerangke Perserikatan Bangsa - Bangsa

dalam memajukan dan menegeken pénghormatan terhadap hak-

hak asasi manusia.

4.3. Jaminan Perlindungan Hek-Hak Asasi Manusie Menurut
Hukum Internasional
Sebagaimana yang penulis kemukakan pada awal penu-
lisan ini, bshwa Hak-Hek Asasi Manusia adalah hak yang
dimiliki oleh manusia yeng dibawahnya sejek lehir dan me-
rupekan .augerah dari Allah S.W.T. Hak-Hak Asési tersebut
tidaek dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri

zarena hel itu sudah merupskan kodrat yang melekat pada

"-,_‘, %’é{} r




91

diri menusia dan sudah tentu herus mendapatkan perlindungaﬁ
Di dalem kehidupan masyzrakat internasional saat ini
telah diakui beberapa hak-hak asasi manusia yang perlu di-
lindungi. Eel ini depat dilihat pada beberapa ketentuan
hukum, baik berupa hukum internesional maupun hukum ke-
biasaan, perjanjian-perjanjian internasional, yang tentu-
nya sudeh berlsku secara universal dan dianteranys adalah:
1. Piagam PBB, terutzma pasal 1 (3) dan pasal 55
2. Deklarasi Universsl tenteng Hek-Hek Asasi Manusia
yang dicetusken pada 10 Desember 1948

3. Konvenan 1966 tentang hak-hak ekonomi, sosial dan

budaya

4. Konvenan 1966 tentang hak-hak politik dan sipil

5. Konvenan 1965 tentang penghapusan semue bentuk

diskriminasi sosial.

6. Konvensi Jenewa 19571 tentang status pengungsi dan

protokol tambahan 1966
7. Beberapa konvensi lainnya yang merupsakan hasil
kerja komisi PBB, mengenei hak-hak asasi manusia
(baden yang berada di bawah Dewan Ekonomi dean
Sosial.

Demikianleh di ates beberapa ketentuen yang mengatur
atau memuat tenteng perlindungan hek-hak asasi manusia.
Untuk memahami ketentuan-ketentuen tersebut, maeka berikut
ini penulis akan membehas hal-hal yang penting dan relevan

dengan hek-hak ssasi tersebut. Di dalam ketentuan yang
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tercantum dalam Piagem PBB, seperti yang penulis telah
peparxan pade bab sebelumnye, di mana dikatsasksn behwa
masyarekat internasional perlu menjalin Ekerjasema

internasionel dzlam mehingkaik&n dan mendorong penghormet-
an axkan hek-hak esasi menusia dan kebebasan dasar.
femudien di dalam Deklarasi Universal 1548 tentang

hzk-hek asasi manusis menyetakesn behwe :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, kemerdeksen -den ke-
amanan perorangan.

2. Di depen hukum setiap crang adalah sama

3. Penangkspan, penshanan atau pengeluaren yang sewenang-
wenang edalsh dilerang

4. Pengadilen yang adil dan tidak memihak diperkenankan

5. Setiep orang mempunyei hak kershasiaan pribadi

6. Setiap oreng mempunyai hak untuk meninggelkan atau
kembali ke negeranya

T. Setiep orang memil%ki hek untukﬁ%encari dan menikmati
suaka

8. Setiap orang mempunyai hak atas nesionalitas

9. Setiap oreng mempunyei hek atas harte kekayasan

10. Setiap orang mempunyei kebebasan berpikir, beragama
den .berkepercayaan .

11. Setiap oreng memiliki kebebasan berpendapet dan - -.
mengeluarken pendepat

12. Setiap orang mempunyai kebebasan bgrkumpul dan ber-

asosiasi




13. Setiap orang memsunyai hak untuk berpartisipacsi dalem

pemerintahannye

Kemudian pada teghun 1266, PBB menerima konvenen

dan mulai berlaku pada tenggal 23 llaret 1976 yaitu tenteng

hek-hak ekonomi dazn sosiel yang meliputi beberape ksl :

4,
5.
6.

llenjamin persamaen antara pria dan wenita

iengakui hek individu untuk bekerje

.'emberi hak untuk membentuk kesatuan perdagangan trade
union

i'engakui hak akan keamanan sosial

ilenjamin hek-hak keluargs

ienjamin pendidiken daser untuk semus orang den
menyatakannya sebzgai wajib

Den setelah itu lahir lagi sebuash konvenan yang ine-

rupaxan penjabaran dari deklarasi tersebut di atas, yeng

tentunya mempunyai prosedur yeng same dengan konvenan

sebelumnya dan lehir pada tehun yeng sama yeitu 1966, yang

meliputi bideng hak-hek politik dan sipil antere lain :

1.

Mengakui hek yang melekat hidup dan tidak bisa di -
cabut secara sewenang-wenang

'lelerang perlakuan yeng menyiksa, kejam, tidak

‘manusiawi. atau penghinaan

llenghapus perbudskan dan kerja paksa
iienjamin kebebasan perorangan dan melarang penangkepan
yang sewenang-wenang

illenjamin persamaan di depan hukum




6. Tmemberiken kebebasan untuk menin--elken stau kembali
ke negeranys
7. Melindunzi kershasisen pribadi individual

. lemeberi kebebasan berpikir, hati nureni dar agame

m

O

. llemberi kebebasan berkumpul dazn berasosizsi

Selain deri konvenan dan deklzresi di atas, per -
lindungan hek hek asasi manusia dapet dilihat daiam ke-
tentuan konvensi 1965 tentang penghapusan semus ' «béntuk
@iskriminesi rasial, mengutuk segale bentuk diskriminesi
rasial dan yeng mensponsori atau mendukungnya. Kemudian
¢i delam konvensi 1951 tentzng status pengungsi, melareng
negara mengeluerken pengungsi kecuali atas =alszsan ke-
emanan nasional, atau ketertiban umum. Konvensi ini Jjuga
melarang mengembalikan pengungsi ke daerah pérbatasan,
yang diwilayah tersebut kehidupan dan kebebasan seseorang
dapat terancam.

Beberapa konvensi lainnya yeng merupskan hasil kerja
komisi PBB mengenai hak-hek esesi manusia yang berada di-
bawah Dewan Ekonomi dan Sosizl yaitu :

- Konvensi pemusnahan suatu golongan bangsa (1948 ; berlaku
1951) yeng disetujui oleh lajelis Umum satu hari sebelum
Pernyataan Umum tentang Hek-Hak Asasi Manusiz 10 Desember
1948, yang merupakan tanggaspan 1l ngsung terhadap kekejian
yang berlangsung selama perang dunia kedua. Konvensi ini

mendefenisikan pemusnzhan ateu tindakan dengan tujuan
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kelompok bangsa, suku bangsa, ras, maupun agama. >
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Konvensi juga menyebutkan genocide sebagai suatu kejshat-

an di baweh hukum internasional, konvensi menetapkan
behwa siape saja yang dituduh melakukan pemusnehan bangsa
tak boleh di lindungi untuk dieksradiksi dengan memper-
gunekan alasan politik.

Konvensi mengenai penghepusan beniul: Diskriminesi ter-

hedep wenite (19792; berlaku 1981), disusur oler komie

[-de

PB PBB mengenai status wanita dan meliputi langkeh-langkah
yang herus diambil untuk menghapusken diskriminzsi ter-
hadep wenite delam bideng politik den kehidupan ke=-
masyarakaetan kewarganegaraan, pendidiian, leapangan, pe =
kerjean kesehatan, perkawinan dan keluarga.

Konvensi mengenai penekanan dan penghukuman terhadap
kejshatan Apartheid ( 1973; berlaku 1976), menegaskan
kembali diskriminasi rasiel yang disshken dengan sistim-
atis yang di Afrika Selatan dikenal sebagai Apartheid,
adalah merupakan suetu bentuk kejehetan internasional
dan merupakan tanggungjaweb secara internasional per;
seorangen atau kelompok yang bersengkongkol, mendorong
atau kerjasama dalam melaksanaken Apartheid.

Konvensi menentang penyiksaen dan hukum lain yang kejam
tidek manusiawi atau merendshkan martabet manusis (1984;
berlaku 1987), mendefenisikan penyiksaan dan mengharus-

kan negara .untuk bertanggungjaweb untuk mencegah
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penyiksean delem batas yurisdiksi riereze den membuatnya

secura hukum dapat dihukum, Tek ade keadszan khusus di-

mene penyiksean bisa dibenarkan, tek ada penyiksaen yang
de .2t dimzafken dengan delih berbuat karena perintah

orang lain.

Deri ursisn tersebut di atas, dapst = kita pahami
behwe persoalan haek-hax asesi menusia . di_delem hukum
internasional yeng dihasilkan oleh beberape konvensi, me-
lindungi secara keseluruhan hak-hek yang mendasar deri
menusia. Walaupun pade prinsipnye konvensi tersebut . di
etes belumleh secara keseluruhan negara di dunia yang sudsh
meratifikasinye, namun secars yuridis ketentuan itu sudeh
dapat dijediken sebegai suatu ketentuan _hukum yang _ber-
laku secara Universal.

Dengan demikian waleupun éi dslem kenyateannye per-
lindungan hzk-hak asasi manusia, belum dapat dilsksenakan
secara keseluruhen oleh negare-negera di dunia, hal ini
disebebkan oleh kondisi tiap-tiap negara yang masih me-
miliki yurisdikei untuk mengatur pemeriniehan negaranya
den juga karena faktor pertumtuhan dan nerkembaengan dari
suatu negara, misalnya pertumtuhan dan perxembangan suatu
negara yang sudah maju den negara yang masih berkembang
tentulah terdapat perbedaan walaupun tidak terlalu me-

nyolok, yang pade desarnya mau menegakkan den menghormati

he«-hek asasi menusia.

Ketentuan perlindungan hak-hak asasi meanusia setiap




negara biasanys dinyeteken dalem konstitusi negarenys, i

|
seperti helnye negara Indonesia éapat kite lihat ' dalem
UUD 1945 yang tercentum dalam beberapa pasel dan pem- R
bukeannye, scbagaimana yang telah penulis paparkan  ters -

lebih dzhulu.
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PENUTUP

5.1. Kesimpulen

Berdaszrkan uraian-ureien dan pembashasan sebelumnya,

meka penulis menarik kesimpulen sebagai berikut :

1.

Perseriketan Bangsa-Bangsa merupaken sumber den penyelar
luas gagesen mengenai perlunya hak-hek asasi manusisa
dihormati dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Ini ditendsi dengan dimesukennya ketentuean :

"... memagjukan dan mendorong penghormeten terhadap hak-
hek asasi manusia dan kebebasan-kebebazéan dasar bagi
semua manusia tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, .
behasa =&tsu agama " sebagai salsh satu tujuannya.
Sehingge kelshiran Perserikatan Bangsa~-Bangsa adalgh
rerupakan babak penting ussha masyarskat internasionel
dalam upays penegakan hak-hak asasi manusia secara
Universsal.

Salah satu useha dan karya terbesar dari Perserikatan-
Bangsa-Bangsa adalsh dicetuskannya Universal
Declaration Of Human Rights yang merupakan pengakuan
yuridis formal masyarakat internasional terhadap hak-
hek asasi manusia yang meskipun tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengiket seperti perjanjian internasional ,
namun mempunyai pengaruh yang luas di seluruh penjuru
dunia ini. Banyak negara yang memasukkan ketentuan-
ketentuan deklarasi ini ke dalam konstitusinya,

peraturan perundang-undangan, serta instrumen-instrumen

dasar hak-hesk asasi manusia yang lain, yeng telah di-




cetuskan oleh Perserikaten Bangsa-Bangsa. Sehingga

Declarasi tersebut dapet dipendeng memiliki kekuaten
moral, kekuaten politik, serta memiliki bobot hukum
internasionszl.

Perserikatan Bengsa-Bangsa telzh mengambil langkeh-

langkah den usasha-usshas _ yang penting . dalam upaya

penegakan den penghormetean terhadap ° hak < hak asasi

manusia. Usah-ussha tersebut dikembangkan dan® -disebar-
luaskan melalui orgen-organ utamanya - maupun "melalui

kerjasama dengan bsdan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa
leinnye serta badan-bzsdan yang berada di luar kerangka
organisasi tersebut.

Langkah-langkeh den usshe konkrit Yang telah dilakuken

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalsh :

&. menyusun perangkat hak-hak aéasi manusia, yang me=-
rupakan bagi masyarskat internasionsl dalam bidang
hak-hak asasi manusia.

b. mengembangkan pengetshuan den kesadaran akan hak-hak
esasi, dengan tujuasn agar setiap msnusia sedapet
mungkin mengetahui dan menyadari apa yang menjeadi
hek-hak esasinya. Kerena pengetahuan tersebut me-
rupekan alat utame untuk menghinderkan diri dari
pengekangan dan penindasan akan hak-hak esasinysa,

¢. mendorong pembentukan lembaga-lembaga hsk-hak sasasi
di tingkat nasional, regional, maupun internasiénel;

untuk membantu Perserikaten Bangsa-Bangsa dalam ussha
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menegeakkan, meningkafkan serte menghormati pe-

leksanean hak-hak asasi manusia di seluruh dunia.
Waleupun Indonesia belum meratifikasi demokrasi hak-hak
esasi manusia, nemun bukan bererti negara Indonesia
tidek turut menegeken dan menghormati hek - hak asasi

manusia, ini bise kita buktiken dengen adanya penjebsren
hek-hek eszsi manusia éi dazlem pembukaan éan ‘batang

tubuh dari Undang-Undaeng Daser 1945 yang merupekean
landasan konstitusionil.

Tindekan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hsk-hak
esasi manusia didasarken - padas ° prinsip_ _kerjasema
internasional, sehingge setiesp anggota harus mengembil
tindekan bersama untuk memajukan hek-hek asasi baik
secera individu, perorangen maupun dengan bekerjasama
dengan organisesi-organisesi.

Teleh banyzk hasil yang telah dicapai oleh Perserika&u1_
Bangsa-Bangsa di bidang hak-hek asasi manusia, meskipun
usehanya banyak yang mengalami hambatan, utamanya
banyek negara yang enggan bekerjasama dengan memandang
behwa masalah hak-hak asasi sdalah urusan dalam .negeri
mesing-masing negara. Hembatan ini terutama datang dani
negara-negera yang tidak meratifikasi konvensi-konvensi
hek-hak asasi manusia tersebut ke delam hukm nasional-
nya.

Pade ekhirnya untuk menegakan dan menghormati hak-hak

asasi manusia, sangat tergantung pada kemauan negara-
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negara, karena mereksleh yang .berhubungan. langsung
dengan individu-individu yeng memiliki hak-hak tersebut.
Nemun harus diaskui bszhwa Perserikatan Bangsa - Bangsa
telah berussha untuk membela, memajuken, meningkatkan ,
menegekan dan menghormati hsk-hak asasi manusia dan
beranannya mesih sangat dibutuhkan oleh masyarakat

internasionel.

5.2, Saran

te.

Bahwa untuk menjamin pelsksensen hek-hak asssi manusia
di seluruh dunia, maka negara-negara diharapkan ___untuk
melaksanakan suatu sistem politik Yang menjamin hsk-hak
esasi oleh seluruh wargc negaranya dan juge penghomatan
pada hak-hek asssi manusia, jangen didasarkan pada ikut
atau tidaknya psda suatu perjenjian hak-hsk asasi,
tetapi harus didasarken pada rasa kemanusiaan yang mana
harus ditegakan dan dihormati.

Untuk menanamkan pengetéhuan akan hak-hak asasi manusis
meka sebaiknya meteri hak-hek asaesi dimasukken dalam
kurikulum lembaga-lembaga pendidikan, khususnys pada
Fakultas Hukum jurusan Hukum Inter nasional, apalagi
sekarang telah berkembang "The Law Of Human Rights",
agar masyarekat dunia dan masyarakat Indonesia khusunya

lebih dapat memshami, melaksesnakan dan menghormati hak-

hak asasi itu.

Lampiran lampiran
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Annex I1

States parties to the International Covenant on Civil
and Political Rights and to the Optional Protocols
as at 31 March 1991 '

Dare of receipt of
the instrument of
rarification or Dare of entry
Stete pary accession (a) into force
A. States parties 1o the International Covenant
on Civil and Political Rights (94)
ATghanistan.........cooueivesniosnane. 24 Janvary 1983 (a) 24 April 1983 |
Algeria ....ovcrnrriscrissiinnnnnenns. 12 September 1989 12 December 1989 ;
Argentina » 8 August 1986 § November 1986 |
AUSITRIGE R antARc LIS £ ks 13 August 1980 13 November 1980
Austria ..... 10 September 1978 10 December 1978
Barbados .. 5 January 1973 (a) 23 March 1976
Belgium ... 21 April 1983 21 July 1983 |
Bolivia ..... 12 August 1982 (a) 12 November 1982 ;
Bulgaria ... 21 Sepiember 1970 23 March 1976
il e T 9 May 1990 (a) 9 August 1990
Byelorussian Soviet Socialist
REPBNE . il i 12 November 1973 23 March 1976

Cameroon 27 June 1984 (a) 27 September 1984
Cantda ., 19 May 1976 (a) 19 August 1976

§ May 1981 (a) 8 August 1981

Central African Republic i
Chile
Colombia oo, 5.0 L8
Congo .......
Costa Rica.
Czech and Slovak Federal
Reptblic ........ &5 S0
Democratic People's Republic
[0 o AR S 4
Denmark ...............
Dominican Republic .
Ecutdor...... oo
Egvpt
El Salvador ...........
Equatorial Guinea.
Finland...... .5 Sin .
France ....
Gabon ....

......

..................................

10 February 1972
29 October 1969
5 October 1983 (a)
29 November 1968
2 April 1969

23 December 1975

14 September 1981 (a)
6 January 1972
4 January 1978 (a)
6 March 1969
14 January 1982
30 November 1979
25 September 187 (a)
19 August 1975
4 November 1980 (a)
21 January 1983 (a)
22 March 1979 (a)
17 December 1973
24 Janvary 1978
15 February 1977
6 February 1991
17 January 1974

23 March 1976
23 March 1976
5 January 1984
23 March 1976
23 March 1976 | |

23 March 1976
14 December 1981

23 March 1976
4 April 1978

" 23 March 1976

14 April 1982
29 February 1980
25 December 1987
23 March 1976

4 February 1981
21 Apnil 1983
22 June 1979
23 March 1976
24 April 1978

15 May 1977

6 May 1991
23 March 1976
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States parties to the International Covenant on Civil
and Political Rights and to the Optional Protocols
as at 31 March 1991 (continued)

Datze of reccipt of
the inctrument of
ratification or Daze feniry
Suste parcy accession fa) inta farce
Togo 24 May 1934 (a) 24 August 1984
Trinidad and Tobazo 21 December 1978 (a) 21 March 1979
Tunisia .. reeveeeee 18 March 1969 23 March 1976
Ukramuan Sowel Socmlm
Republic ... vesrenssnnnesee 12 November 1973 23 March 1976
Union of Stmet Socuallsl
Republics ... 7 16 October 1973 23 Marzn 1976

United km!dom of Greal Bnt:un
and Northemn Ireland .....2..... 20 May 1976
United Republic of Tnnznnia ...... 11 June 197¢ {a)

20 August 1976
11 September 1976

UIRORURY ool resisricimemiesiisions | APALEIIO 23 March 1976
Venezuela .. e 10 May 1978 10 August 1978
Viet Nam ... . 24 September 1982 (a) 24 December 1982
Yemen........ 9 February 1987 (a) 9 May 1987
Yugoslavia. 2 June 1971 23 March 1976
4T, el RO | November 1976 (a) 1 February 1977
Zambia 10 April 1984 (a) 10 July 193+
B. States parties to the Optional Protocol (54)
Algeria 12 September 1989 (a) 12 December 1990
ATZenting .....oeusrsneecassrsios 8 August 1986 (a) 8 November 1936
Austria ... 10 December 1937 10 March 1988
Barbados ... 5 January 1973 (2) 23 March 1976
Bolivia ...... 12 August 1982 (a) 12 November 1982
Cameroon . 27 June 1984 (a) 27 Seprember 1934 ’
Canada .. 19 May 1976 (a) 19 August 1976 -

Central r\rncan chubhc

8 May 1981 (a)

" 29 October 1969

8 August 1981
23 March 1976

Colombia ..
Congo ... ... 5 DOctober 1983 (a) 5 January 1984
Costa Rica.... . 29 November 1968 23 March 1976

Czech and Slovak F:d:r:ll

Republic ... 12 March 1991 12 June 1991
Denmark .. 6 January 1972 23 March 1976
Dominican Repubhc ..... 4 January 1978 (a) 4 April 1978
Ecuador... 5 ... 6 March 1969 23 March 1976 3
Equmonal Guinea . 25 September 1987 (a) 25 December 1987

Finland . 0 L8

19 August 1975

23 March 1976

FLONCE soiserbie Munsons sossctiios oooaisniiions 17 February 1934 (a) 17 May 1984
GAMDIR 0.oocivisestisssssssssrssigasesicnss 9 June 1988 (a) 9 Septamber 1938
HUNZAMY «oovebannanssmsmrsssssosssssinenss 7 September 1988 (a) 7 December 1988
1CRIANd ..ooidriorscimsossiditiassisinsosses 22 August 1979 (a) 22 November 1979
Ireland ... 8 December 1989 8 March 1990
haly ....... 15 September 1978 15 December 1978
Jamaica 3 October 1975 23 March 1976

13




Article 25

1. This Convention, of which the Chinese, English, French,
ian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in
rchives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit
fied copies of this Convention to all States belonging to any of the
ories mentioned in article 17, paragraph 1, of the Convention.

27




- iiAdndl ANNex 11 e
: : International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Adopted by the General Assembly of the United Nations
on 16 December 1966 :

ENTRY INTO FORCE: 3 January 1976. in accordance with article 27,
. REGISTRATION: 3 January 1976, No. 14531,
TexT: United Nations, Treaty Series. vol. 993, p. 3.
NoTz: The Covenant was opened for signature at New York on 19 December 1966.

Ratlfication
accession (a)
Parcipant Sigrature succession (d)

Afghanistan 24 Jan, 1983(a)
Algaria 10 Dec. 1968 12 Sep. 1989
Argentina . 19 Feb. 1968 8 Aug. 1986
Australia 18 Dec. 1972 10 Dec, 1975
Austria &.e  10Dec. 1973 10 Sep. 1978
Barbados 3 Jan. 1973(a)
Belarus 19 Mar, 1968 12 Nov. 1973
Belgium 10 Dec. 1968 21 Apr. 1983
Bolivia 12 Aug. 1982(a)
Bulgaria et 8 Oct. 1968 21 Sep. 1970
Burundi 9 May 1990(a)
Cameroon 27 Jun. 1984(a)
Canada 19 May 1976(a)
Central African Republic....o.voouueee.. & May 1981(a)
Chile w16 Sep. 1969 10 Feb. 1972
China
Colombia wesens: 21D, 1966 29 Oct. 1969
Congo 5 Oct. 1983(a)
Cosia Rica 19 Dzc. 1966 29 Nov. 1968
Cyprus " Jan, 1967 2 Apr. 1969

Czech and Slovak Federal Republic ..
Deamocratic Kampuchea ... o
Democratic People's Republic of Korea ......
Deznmark ;

Dominican Republic ....
Ecuador

70zt 1968
17 Oct. 1980

20 Mar. 1968

29 Sep. 1967

25 Dec. 1975

12 Sep. 1981(a)
6 Jan. 1672
= Jan. 1978(a)
6 Mar. 1969

Egypt TP B e s L 4 Aug. 1967 14 Jan. 1982

El Salvadnar " 2] Sep. 1967 30 Now. 1979
EQUBIOrial TIUinga .......eeuemesmsemmmcsemsssessmssesss 25 Sep. 1987(a)
Finland 11 Ocu 1967 19 Aug. 1975
France 4 Nov. 1980(a)
Gabon 21 Jan. 1983(a)
Gambia .. 29 Dec. 1975(a)
Germany’, 9 Oct. 1968 17 Dec. 1973
Greece.. 16 May 1985(a)
Grenada 6 Sep. 1991
Guaiemala ; 19 May 1958(a)
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CHAPTER 1V,

HUMAN RIGHTS!

1. CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

Adopted by the General Assembly of t

RY INTO FORCE:

12 January 1951

. in accordance with article XIII.

he United Nations on 9 December 19484

ISTRATION: 12 January 1951, No. 1021.
I United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277
TUS: Signatories: 43. Parties: 103.
|
| Ratification, Ratification,
| EQEEES"FQ ’é!. M_S__La 1_".111-
ticipant ignatur succession (d) Participant Signature - succession (d)
1anistan 22 Mar 1956 a IR - o oot PRI 20 Jan 1959 a
ENEEr T TR 12 May 1955 a Irelandd - . = i 22 Jun 1976 a
i 31 Oct 1963 a IEEReISD o L 17 Aug 1949 9 Mar 1950
‘gua and Barbuda 25 Oct 1988 d RS o e 4 Jun 1952 3
bRt er 5 Jun 1956 a Jamaica . . ., , . 23 Sep 1968 a
L Ll R 11 Dec 1948 8 Jul 1949 JOFdaR ;o ey 3 Apr 1950 3
gl R ) 19 Mar 1958 a Lao People's
e S A 5 Aug 1975 ¢ Democratic Republic 8 Dec 1950 a
i 27 Mar 1990 a Lebanon, . . . . . . 30 Dec 1949 17 Dec 1353
}ados ...... 14 Jan 1980 3 Lesikho! 0 . ¥ %, 29 Nov 1974 3
e R 16 Dec 1949 11 Aug 1954 ESherial . Wi . &S 11 Dec 1948 S Jun 1950
R 12 Dec 1949 5 Sep 1953 Libyan Arab
kil ...... 11 Dec 1948 Jamahiriya . . . . 16 May 1989 2
P1 ..... 11 Dec 1948 15 Apr 1952 Luxembourg . . . . . 7 Oct 1981 3
pria ...... 21 Jul 1950 a Malthives. . | ou 24 Apr 1984 2
ina Faso 14 Sep 1965 a MF L, e g 16 Jul 1974 a
Edia ...... 14 Oct 1950 3 Mexico . . . . . . . 14 Dec 1948 22 Ju1 1952
R R L 28 Nov 1949 3 Sep 1952 Monaen" . lorirct . % 30 Mar 1950 a
E ....... 11 Dec 1948 3 Jun 1953 Mongotia TIEo s Bt 5 Jan 1967 2
W e 20 Jul 1949 18 Apr 1083 MoraEco . .o ye. 24 Jan 1958 3
T T 12 Aug 1949 27 Oct 1959 Mozambique . . ., . ., 18 Apr 1983 a
b R 14 Oct 1950 a Hyaomap-! [, sl CURE 30 Dec 1949 14 Mar 1956
B 28 Dec 1949 4 Mar 1953 Nepal ~b.. SRR 17 Jan 1969 a
CREL - TGS 29 Mar 1982 a Netherlands 20 Jun 1966 3
ros1ovakia A 28 Dec 1949 27 Dec 1950 New Zealand 25 Nov 1949 28 Dec 1978
‘ratic People's Ll T S e 29 Jan 1952 a
ublic of Korea 31 Jan 1989 a Nomayate. | -0 11 Dec 1948 22 Ju1 1949
Rl 28 Sep 1949 15 Jun 1957 PERSERRR . a0 F 11 Dec 1948 12 Oct 1957
ican Republic 11 Dec 1948 Pivama™ Lol 11 Dec 1948 11 Jan 1950
OFR N e 11 Dec 1948 21 Dec 1949 Papua New-Guinea . . 27 Jan 1982 3
....... 12 Dec 1948 B Feb 1952 Pavaguay ... . 1, 11 Dec 1948
Tvador 27 Apr 1949 28 Sep 1950 POl v i s 11 Dec 1948 24 Feb 1960
ia 21 Oct 1991 a Philippines 11 Dec 1948 7 Jul 1950
b 11 Dec 1948 1 Jul 1949 Poland Sl -, o o5 14 Nov 1950 a
......... 11 Jan 1973 d Republic of Korea 14 Oct 1950 3
e s TR N 18 Dec 1959 a Romandail .. o on 5, 2 Nov 1950 3
Blapmpoac )~ 5 - 11 Dec 1948 14 Oct 1950 Rwanda .| . 50 o L50h: 16 Apr 1975 3
....... 21 Jan 1983 a Saint Vincent and
L 3 el e, 29 Dec 1978 a the Grenadines . . 9 Nov 1981 3
- 24 Nov 1954 3 Saudi Arabia . . . . 13 Jul 1950 a
....... 24 Dec 1958 a Sanggal | . -l 4 Aug 1983 a
P, L 29 Dec 1949 8 Dec 1954 SPEET e 2 13 Sep 1968 a
BT ST 22 Jun 1949 13 Jan 1950 Sriilanka . o .o%, 12 Oct 1950 3
_______ 11 Dec 1948 14 Oct 1950 Sweden . . . . |, 30 Dec 1949 27 May 1952
S 22 Apr 1949 5 Mar 1952 Syrian Arab Republic 25 Jdun 1955 3
L 7 Jan 1952.a TOR0™ il% & nie ot 24 May 1984 a
Sl TSRS 14 May 1949 29 Aug 1949 TobgRiE 5 16 Feb 1972 a
....... 29 Nov 1949 27 Aug 1959 Vmasia (s .0, .., 29 Nov 1956 3
Islamic TUEREY ! Lo . o u i 0 31 Jul 1950 a
blic of) B Dec 1949 14 Aug 1956 Ukrannel. . = e 16 Dec 1949 15 Nov 1954
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IV.1: Genocide

of Soviet

alist

blics 16 Dec 1949 3 May 1954

| Kingdom . . . 30 Jan 1970 2
| Republic of

FTop A PR 5 Apr 1984 a
| States of

-ica 11 Dec 1948 25 Nov 1988

Uruguay 11 Dec 1948 11 Jul 1967
\?enezue'lg B 12 Jul 1960 a
Viet Nam®:’. 9 Jun 1981 3
Yemen 9 Feb 1987 a
Yugoslavia . 11 Dec 1948 29 Aug 1950
Zdire - . 31 May 1962 d

Zimbabwe . 13 Hay 1991 2

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

ss otherwise indicated,
or succession. For

ALBANIA

reqar rticle IX: The People's Republic of
ia does not consider as binding upon itself
yrovisions of article IX which provides that
tes between the Contracting Parties with re-
to the interpretation, application and im-
.ntation of the Convention shall be referred
xamination to the International Court at the
st of any party to the dispute. The People's
Jlic of Albania declares that, as regards the
rnational Court's jurisdiction in respect of
stes concerning the interpretation, applica=
and implementation of the Convention, the
le's Republic of Albania will, as hitherto,
tain the position that in each particular
the agreement of all parties to the dispute
ssential for the submission of any particular
ute to the International Court for decision.
regard rticle XII: The People's Republic
bania declares that it is not in agreement
. article XII of the Convention and considers
~all the provisions of the Convention should
nd to Non-Self-Governing Territories, ,inclu-
} Trust Territories.

ALGERIA

e Democratic and Popular Republic of Algeria
. not consider itself bound by article IX of
Convention, which confers on the Internation-
Court of Justice jurisdiction in all disputes
ating to the said Convention.
he Democratic and Popular Republic of Algeria
lares that no provision of article VI of the
d Convention shall be interpreted as depriving
tribunals of jurisdiction in cases of genoci-
or other acts enumerated in article 111 which
o been committed in its territory or as confer—
g such jurisdiction on foreign tribunals.
nternational tribunals may, as an exceptional
sure. be recognized as having jurisdiction, in
es in which the Algerian Government has given
. express approval .
he Uemocratic and Fopular Republic of Algeria
lares that (it does not accept the terms of ar-
e XIT of the Convention and considers that
' the provisions of the said Convention should

)ly to Non-Self-Governing Territories, inclu-
g Trust Territories.
ARGENTINA
|
id  article IX: The Argentine Government

serves the right not to cubmit to the procedure
:d down in this article any dispute relating
Eecﬂy or indirectly to the territories re-
rred to in its reservation to article XII.

rd article X11: If any other Contracting Party

the declarations and reservations were )
objections thereto and territorial applications see hereinafter.)

made upon ratification, accession

extends the application of the Convention to ter-
ritories under the sovereignty of the Argentine
Republic, this extension shall in no way affect
the rights of the Republic.

BAHRAIN®

R rvations:
"yith reference to article IX of the Convention
the Government of the State of Bahrain declares

that, for the submission of any dispute in terms
of this article to the jurisdiction of the
International Court of Justice, the express
consent of all the parties to the dispute is
required in each case.”

WMoreover, the accession by the State of
Bahrain to the said Convention shall in no way

constitute recognition of Israel or be a cause of
for the establishment of any relations of any
kind therewith."

geLARUs'O

The Byelorussian SSR declares that it is not in
agreement with article XII of the Convention and
considers that all the provisions of the
Convention should extend to non-self-governing
territories, including trust territories.

BULGARIA

As regard rtigl X: The People's Republic of
Bulgaria does not consider as binding upon it-
self the provisions of article IX which provides
that disputes between the Contracting Parties
with regard to the interpretation, application
and implementation of the present Convention
shall be referred for examination to the Interna-
tional Court at the reguest of any party to the
dispute, and declares that, as regards the Inter-
national Court's jurisdiction in respect of dis-
putes concerning the interpretation, application

and implementation of the Convention, the Pec-
p'lg“s Republic of Bulgaria will, as hitherto,
maintain the position that in each particular

case the agreement of all parties to the dispute
js essential for the submission of any particular
dispute to the International Court for decision.

As regard rticle XII: The People's Republict
of Bulgaria declares that it is not in agreement
with article XI1 of the Convention and considers
that all the provisions of the Convention shoul
extend to Non-Self-Governing Territories, includ~
ing Trust Territories.

CHINA

Declaration:

1. The ratification to the said Convention by thé

|

1
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Iv.6:

War crimes and crimes against humani ty

6. CONVENTION ON THE NON-APPLICABILITY OF

STATUTORY LIMITATIONS TO WAR CRIMES

AND CRIMES AGAINST HUMANITY

A he General Assembly of the United Nations on 20 November 1968’
) FORCE: 11 November 1970, in accordance with article VIII. 4
'ON: 11 November 1970, No. 10823. 4
| United Nations, Ir rieg, vol. 754, p. 73. k
Signatories: 11. Parties: 31. 1
Fhe Convention was opened for signature at New York on 16 December 1968.
Ratification, Ratification,
nt? Signature  accession (a) Participan ignatur accession (a)
BT e 22 Jul 1983 a Mexico . -« + s o o 3 Jul 1969 1
. 19 May 1971 2 Mongolia 31 Jan 1969 21 May 1969 4
TN 6 Oct 1983 3 Nicaragua . 3 Sep 19863 |
o) S s ¥ 21 Jan 1969 21 May 1968 Nigeria . . 1 Dec 1570 3
L 7 Jan 1969 8 May 1965 Philippines . 15 May 1973 ; §
i 10 6 Oct 1972 3 Polandi "o . laln 16 Dec 1968 14 Feb 1969
bt < 13 Sep 1972 a Romania . . . 17 Apr 1969 15 Sep 1969 #
wakia . . . 21 May 1969 13 Aug 1970 Ruanda SPERRRIS. 5 . 16 Apr 19753 ¥
¢ People's Saint Vincent and ]
¢ of Korea 8 Nov 1984 a the Grenadines G Nov 1981 ;
oo R 21 Oct 1991 2 Tunisia . . 15 Jun 1872 3
ns 29 Dec 1978 a Hkpainel - 4 = = 14 Jan 1969 19 Jun 1969
7 Jun 1971 2 Union of Soviet
C . .. 25 Mar 1969 24 Jun 1969 Socialist
| Zruegoanin- . 12 Jan 1971 2 Republics . 6 Jan 1960 22 Apr 1969
ATy 1 May 1972 2 Viet Nam 6 May 1983 2
le's Yemen., 9 Feb 1987 3
;t;c Republic 28 Dec 1984 a Yugoslavia 16 Dec 1968 9 Jun 1970
ral
riya . 26 May 1989 2
DECLARATION

i
(Unless otherwise indicated, the declarations were made upon ratification or accession.)

AFGHANISTAN ;

|

the provisions of articles V and VII of
d Convention, according to which some
cannot become a party to the Convention,
in conformity with the universal character
Convention, the Presidium of the Revolu-
Council of the Democratic Republic of
;tan states that, en the basis of the
'e of the sovereign equality of States, the
ion should remain open to all States.

|
ALBANIA

sovernment of the People's Republic of
states that the provisions of articles V
of the Convention on the Non-Applicability
utory Limitations to War Crimes and Crimes
Humanity are unacceptable because, in
ing a number of States from becoming
to the Convention, they are discriminatory
re and thus violate the principle of the
gn equality of States and are incompatible
e spirit and purposes of the Convention.

BELARUS

Byelorussian Soviet Socialist Republic
< that the provisions of articles V and
the Convention on the Non-Applicability of
yry Limitations to War Crimes and Crimes

Humanity, which prevent certain States
jgning the Convention or acceding to it,

are contrary to the principle of the sovereigh
equality of States.

BULGARIA

The People's Republic of Bulgaria deems it
necessary at the same time to declare that the
provisions of articles V and VII of the Conventioh
on the Non-Applicability of Statutory Limitationt
to War Crimes and Crimes against Humanity, which
prevent a number of States from signing the Con-
vention or acceding to it, are contrary to the
principle of the sovereign equality of States.

Cusa

The Government of the Republic of Cuba declart!
that it regards the provisions of articles Vit
VII of the Convention on the Non-Applicability ®
Statutory Limitations to War Crimes and Criet
against Humanity as discriminatory and contrd® K
to the principle of the equality of States. :

CZECHOSLOVAKIA

“The Czechoslovak Socialist Republic dEﬂ":
that the provisions of articles V and VII of tﬂ
Convention on the Non-Applicability of SUWF:‘,
Limitations to War Crimes and Crimes 203y
Humanity, adopted by the General Assembly @ 5
United MNations on 26 November 1968, & i
contradiction with the principle that all

164
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Apartheid

7. INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SUPPRESSION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF APARTHEID
A h neral A bl f the United Natigns on Nov r 197 FE
' s
ITRY_INTO FORCE: 18 July 1976, in accordance with article XV (1). L
{GISTRATION: 18 July 1976, No. 14861. .
IXT: United Nations, Ir ries, vol. 1015, p. 243. LE
TATUS: Signatories: 33. Parties: 91. ¥
'Note: The Convention was opened for signature at New York on 30 November 1973. ~E
l -
Ratification Ratification ;E
;r' icipant) jgnatur: accession (a) Participan ignatur accession (a)
1B
fghanistan . . . . 6 Jul 1983 3 Libyan Arab i
flgerta . . .. . - 23 Jan 1974 26 May 1982 Jamahiriya 8 Jul 1976 3 1
ntigua and Barbuda 7 oct 1982 a Madagascar 26 May 1977 ; |
rgentina . . . . . 6 Jun 1975 7 Nov 1985 Maldives . . . . . 24 Apr 1984
iahamas ...... 31 Mar 1981 a MRl . 5 ot e 19 Aug 1977 ;
BRERY . o vl o . 27 Mar 1990 a Mauritania 13 Dec 1988 :
tangladesh SRR 5 Feb 1985 a MEXICD - o o ¢ 5 5 4 Mar 1980 ;
Jarbados . F .l 7 Feb 1979 a Mongolia . « & « » 17 May 1974 8 Aug 1975 |
Jelarus .. .y o 4 Mar 1974 2 Dec 1975 Mozambi que 18 Apr 1983 3 |
pontiade seraes | 7 Oct 1974 30 Dec 1974 Namibia . . . - . - 11 Nov 1982 ;
Jaleai it 1, . . 6 Oct 1983 2 e BN Y 12 Jul 1977 ;
gtﬂgaria ..... 27 Jun 1574 18 Jul 1974 RECRragus. Bt au b 28 Mar 1980 2
Jurkina Faso~ . . . 3 Feb 1976 24 Oct 1978 e —— 28 Jun 1978 ;
purundt ool 12 Jul 1978 2 Mioerit= .o & - = 26 Jun 1974 31 Mar 1977
Eambodiaz Iy g a8 ) THB1 g “ulmanl . £ 0. J.p 3 Apr 1974 22 Aug 199
fameroon . . . . . 1 Nov 1976 a Pakfistan - '« . . ¢ 27 Feb 1986 &
Cape Verde . . . . 12 Jun 1979 3 Panama . - - - .+ - 7 May 1976 16 Mar 1977
Fentra‘l African Paru . Oahe ot . 1 Nov 1978 2
Republic. . . . . 8 May 1981 a Philippines . . . . 2 May 1974 26 Jan 1978
L T A 23 Oct 1974 23 Oct 1974 Poland « .. woeee o 7 Jun 1974 15 Mar 1976
hinal =7 oTEC 18 Apr 1983 a ORERE LD S, 18 Mar 1975 19 Mar 1975
olombia . . ... 23 May 1988 2 R S 6 Sep 1974 15 Aug 1978
BP0 -+ e e e 5 Oct 1983 2 Rwanda " . % e . 15 Oct 1974 23 Jan 1981
| OEtA RYEa . . i 15 Oct 1986 a Saint Vincent and
f"b' ....... 1 Feb 1977 2 the Grenadines . 9 Nov 19813
Czechoslovakia 29 Aug 1975 25 Mar 1976 Sac Tome and Principe 5 Oct 19793 |
ECURdETS, S1 S 12 Mar 1975 12 May 1975 Senegal . . . . - - 18 Feb 19773 -
EOYPE™ " . o o : 13 Jun 1977 2 Seychelles . . . . 13 Feb 1978 3
E1 Salvador . . . . 30 Nov 1979 2 A R 2 Aug 1974 28 Jan 1975
Estonia . . . . . . 21 Oct 1991 a Sri Lanka . . . - - 18 Feb 1982 3
[Exhvapiar . v - . 19 Sep 1978 2 BRI s o o 10 Oct 1974 21 Mar 1977
Gabon . . . .. .. 20 Feb 1980 3 Suriname . . . . - 3 Jun 19802 |
Gambia . . . s s 29 Dec 1978 2 Syrian Arab Republic 17 Jan 1974 18 Jun 1976 |
AL TS o Sl 1 Aug 1978 a TOBOS sl o - =i 24 May 1984 i
Guinea . .o o 1 Mar 1974 3 Mar 1975 Trinidad and Tobago 7 Apr 1975 26 Oct 1979
Guyana . . . . .. 30 Sep 1977 a TORTRIE = o s mew e 21 Jdan 1977 3
PSRN TOS 19 Dec 1977 a Uginda < "o o ol 11 Mar 1975 10 Jun 1986
Hungary . . . . . . 26 Apr 1974 20 Jun 1974 Ukraine . . . - « - 20 Feb 1974 10 Nov 1975 |
Tooiial: .~ Sou o, e s 22 Sep 1977 2 Union of Soviet i
| Iran (1slamic . Socialist ;
| Republic of) 17 Apr 1985 a Republics . . . . 12 Feb 1974 26 Nov 1975 |
Lok . s, 1301 1975 9 Jul 1975 e res Emirates’ O Sep 1075 15 Oct 1975 |
Jamaica . . . . 30 Mar 1976 18 Feb 1977 United Republic ]
Jordan 5 Jun 1974 of Tanzania . . . 11 Jun 1976 % &
| Kerpm. . ., . 2 Oct 1974 Venezuela . . . - . 28 Jan 1983 % |
Lvowee 2 23 Feb 1977 2 Viet Nam . . . . . g Jun 198 # -
: Lao Pueople's Yemen* .. . . . . . 17 Aug 1981 :
~ Democratic Yugoslavia. . . . . 17 Dec 1974 1 Jul 1975
~ Republic 5 Qct 1981 2 ZRiTE o 1. 11 Jul 1978 4
[ Lot o« - . . . . 4 Nov 1983 2 SR N e 14 Feb 19832
| Liberia . . . . . . S Nov 1976 3  Zimbabwe . . . . - 13 May 1991
\
\ B
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Discrimination against women

[ Ratifi ion
icipan Signature ion (a
bn of Soviet

cialist

publics . : 17 Jul 1880 23 Jan 1981
ed Kingdom® . 22 Jul 1981 7 Apr 1986
ed Republic

Tanzania 17 Jul 1980 20 Aug 1985
ed States

America 17 Jul 1980

|
|
|
|

accession.
|

ARGENTINA

:rvation:

e Government of Argentina declares that L
not consider itself bound by article 29,
graph 1, of the Convention on the Elimination

11 Forms of Discrimination against Women.

AUSTRALIA
rvations:
he Government of Australia states that

nity leave with pay is provided in respect
most women employed by the Commonwealth
nment and the Governments of New South Wales
Victoria. Unpaid maternity Teave is provided
espect of all other women employed in the
L of New South Wales and elsewhere to women
ved under Federal and some State industrial
s. Social Security benefits subject to
tests are available to women who are sole
i
e Government of Australia advises that it is
t present in a position to take the measures
red by article 11(2) to introduce maternity
' with pay or with comparable social benefits
‘ghtout Australia.
e Government of Australia advises that it
not accept the application of the Convention
o far as it would require alteration of
ce Force policy which excludes women from
t and combat-related duties. The Government
i reviewing this policy so as to

Ilstra'I'ia is
'closely define "combat" and "combat-related
B "

s

r <339

E.t'i i

F'tra‘lia has a Federal Constitutional System

Executive and Judicial
s are shared or distributed bLetween the
nwealth and the Constituent States. The
entation of the Treaty throughout Australia
tbe effected by the Commonwealth State and
tcry Authorities having regard to their
“tive constitutional powers and arrangements
rning their exercise."

ich Legislative,

1
|

%a ign:
tria reserves its right to apply the provi-

pf article 7 (b), as far as service in the
forces is concerned, and the provision of
fe 11, as far as night work of women and
1 protection of working women is concerned,
the limits established by nationa) legis-
"

AUSTRIA

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon ratification or
For objections thereto, see hereinafter.)

e ——

T o Ratification

Participant ignatur mm
Uruguay . . . . . . 30 Mar 1981 9 Oct 198}
Venezuela . . . . . 17 Jul 1980 2 May 1983
Viet Nam 29 Jul 1980 17 Feb 1982

Yemen~ . 30 May 1984 2
Yugoslavia 17 Jul 1980 26 Feb 1982
Zaire . 17 Jul 1980 17 Oct 1986
Zambia 17 Jul 1980 21 Jun 1985

Zimbabwe 13 May 199) 3

BANGLADESH

“The Government of the People's
Bangladesh does not consider as binding wupon
itself the provisions of articles 2,13(a) and
16.1(c) and (f) as they conflict with Sharia law
based on Holy Quran and Sunna."

Republic of

BELARUS 10
BELGIUM
Reservations:
Article 7

The application of article 7 shall not affect
the validity of the provisions of the Constitution
as laid down in article 60, which reserves for
men the exercise of royal powers, and in article
58, which reserves for the sons of the King or,
where there are none, for Belgian princes of the
branch of the royal family in line to the throne,
the function of ex officio senators as from the

age of 18 years, with entitlement to vote as from
the age of 25 years.

Article 1 ragraph nd

The application of article 15, paragraphs 2 and
3, shall not affect the validity of the interim
provisions enacted for couples married before the
entry into force of the Act of 14 July 1976 con-
cerning the reciprocal rights and duties of
husbands and wives and their marriage contracts,
in cases where, in accordance with the option
available to them under the Act, they have

declared that they are maintaining in toto their
prior marriage contracts.

BRAZIL

R rvation mad n _sign
upon ratification:

"The Government of

ure and confirmed

the Federative Republic of

Brazil hereby expresses its reservations to
article 15, paragraph 4 and to article )6,
paragraphs 1 (3), (g), (g) and (h) of the
Convention on the Elimination of Al] Forms Of

Discrimination Against Women.
Furthermore, Brazil does not consider itself

bound by article 29, paragraph 1, of the above
mentioned Convention."

BULGARIA

Reservation made upon and _confirmed
upon ratification:
The People's Republic of Bulgaria does not cor-
sider itself bound by the provisions of articl
29, paragraph 1, of the Convention.

signature
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IV.8: Discrimination against women

¥

|
i 8. CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 18 December 1979)
FORCE: 3 Septembre 1981, in accordance with article 27(1).
N: 3 September 1981, No. 20378.
United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13.
Signatories: 96. Parties: 110.
Convention was opened for signature at the United Nations Headquarters on 1 March 1480
Ratification, Ratification
Signature accession (a) Participant ignatur 3 ion
14 Aug 1980 India | s gl 30 Jul 1980
S/ PN 17 Sep 1986 a Indonesia . .ccoidis 29 Jul 1980 13 Sep 1984
Barbuda 1 Aug 1989 2 Lgey == S e s 13 Aug 1986 a
= 17 Jul 1980 15 Jul 1985 Iretand Sl i 23 Dec 1985 3
17 Jul 1980 28 Jul 1983 Israel T 7 17 Jul 1980 3 Oct 1991
17 Jul 1980 31 Mar 1982 1taly . [ isaiilis | 17 Jul 1980 10 Jun 1985
6 Nov 1984 a Jamaicd . . . ..., 17 Jul 1980 19 Oct 1984
24 Jul 1980 16 Oct 1980 JApRRYG - i . 17 Jul 1980 25 Jun 1985
17 Jul 1980 4 Feb 1981 Jordan” . L Lk . 3 Dec 1980
17 Jul 1980 10 Jul 1985 Kenya . . ., ... 9 Mar 1984 a
7 Mar 1990 16 May 1990 Lao People's P
11 Nov 198) Democratic
17 Jul 1980 31 Aug 1981 Republie’ .| -3 N2 T 9980 14 Aug 1981
30 May 1980 8 Jun 1990 Lesatho . ' . . 17 Jul 1980
31 Mar 1981 1 Feb 1984 S S e S 17 Jul 1984 3
17 Jul 1980 8 Feb 1982 Libyan Arab
14 Gct 1987 a Jamahiriya . . . 16 Mai 1989 a
17 Jul 1980 Luxembourg . . . . 17 Jul 1980 2 Feb 1989
17 Oct 1980 Madagascar . . . . 17 Jul 1980 17 Mar 1989
6 Jun 1983 Ny el e o o X 12 Mar 1987 a
17 Jul 1980 10 Dec 1981 - Malil s gt S ™ 5 Feb 1985 10 Sep 1985
R 5 Dec 1980 a Malta ohe. i onl =o 8 Mar 1991 a
can MEUTitYus: & o, 5 S Jul 1984 a
B 21 Jun 1991 a MExiea s AT, e 17 Jul 1980 23 Mar 1981
B aap s 17 Jul 1980 7 Dec 1989 Mongolda .. . . 17 Jul 1980 20 Jul 1981
L e 17 Jul 1980 4 Nov 1980 NOpRATRG - -8 - Bha 5 Feb 1991 22 Apr 1991
. . . 17 Jul 1980 19 Jan 1982 Netherlands6. . . . 17 Jul 1980 23 Jul 199
l. o 2% Jul 1980 26 Jul 1982 New Zealand’. . . . 17 Jul 1980 10 Jan 1985
< AeRY 17 Jul 1980 4 Apr 1986 NICATEOUA v . vone. 17 Jul 1980 27 Oct 1981
F - 17 Jul 1980 Nameria . =S s 23 Apr 1984 13 Jun 1985
e 6 Mar 1980 17 Jul 1980 Nty = SN s ) 17 Jul 1980 21 May 1981
L A5 23 Jul 1985 a POnaim %, T 26 Jun 1980 29 Oct 1981
?a s 17 Jul 1980 16 Feb 1982 Pacaguay o i) 6 Apr 1987 a
. 17 Jul 1980 21 Apr 1983 PeruTw, T ARl s 23 Jul 1981 13 Sep 1982
AL L 15 Sep 1980 15 Sep 1980 Philippines . . . . 15 Jul 1980 5 Aug 1981
public 17 Jul 1980 2 Sep 1982 PoTend . . & .l 29 May 1980 30 Jul 1980
r s 17 Jul 1980 9 Nov 1981 Portuga®eg, . ! 8 24 Apr 1980 30 Jul 1980
b 16 Jul 1980 18 Sep 1981 Republic of Korea . 25 May 1983 27 Dec 1984
L . . . 14 Nov 1980 19 Aug 1981 Romania . . . . . . 4 Sep 1980 7 Jan 1982
sinea . 23 Oct 1984 2 Rwanda. . oo ). o 1 May 1980 2 Mar 1981
ey 8 Jul 1980 10 Sep 1981 Saint Kitts and
; 21 Oct 1991 a Nevas: o Lol 25 Apr 1985 a
= 17 Jul 1980 4 Sep 1986 Savnk<Luctdin ol . 8 Oct 1982 a
s 17 Jul 1980 14 Dec 1983 Saint Vincent and
J ‘ 17 Jul 1980 21 Jan 1983 the Grenadines 4 Aug 1981 a
s 29 Jul 1980 senpgal . o ke 29 Jul 1980 5 Feb 1985
1= 17 Jul 1980 10 Ju) 1985 Sierra Leone . . . 21 Sep 1088 11 Nov 1988
- 17 Jul 1980 2 Jan 1986 SERaE el 17 Jul 1980 5 Jan 1984
2 Mar 1982 7 Jun 1983 Sri Lanka = ok, . 17 Jul 1980 5 Oct 1981
17 Jul 1980 30 Aug 1990 Sweden . . . . . . 7 Mar 1980 2 Jul 1980
8 Jun 1981 12 Aug 1982 Switzerland . . . . 23 Jan 1987
17 Jul 1980 9 Aug 1982 Thailand .. . . . 9 Aug 1985 a
17 Jul 1980 23 Aug 1985 L SRR TS 26 Sep 1983 a
E 17 Jul 1980 17 Jul 1980 Trinidad and Tobago 27 Jun 1985 12 Jan 1990
17 Jul 1980 20 Jul 1981 TonisSaw i s ol . - 24 Jul 1980 20 Sep 1985
11 Jun 1980 3 Mar 1983 ToEkey-. < L hl 20 Dec 1985 a
6 Jun 1980 22 Dec 1980 tgkpa. ; . el bl 30 Jul 1980 22 Jul 1985
24 Jul 1980 18 Jun 1985 Ukraine' . 5 o . . ~1753a) 1980 12 Mar 1981
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I1V.9: Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

N 2

| 9. CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING
| TREATMENT OR PUNISHMENT
Ad d by th neral Assemb] f the United Nation n 10 December 1984
|
STRATION : 26 June 1987, No._24841. 3

Doc. A/RES/39/46.2

E INTO FORCE : 26 June 1987, in accordance with article 27(1)]. ;
PS: Signatories: 64. Parties: 64.

ly authentic, was adopted by resolution 39/46 of 10 December 1984 at the thirty-ninth session of
eneral Assembly of the United Nations. The Convention is open for signature by all States, in
dance with its article 25.

T ERETT T TT ET T R

Fﬁi The Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are

bl Sl

Ratification, Ratifi ion

cipant Signature ion (a Participant ignatur accession (a) .

‘ b

Lnistan i 4 Feb 1985 1 Apr 1987 Luxembourg . . . 22 Feb 1985 29 Sep 1987 -

ia . . . .. 26 Nov 1985 12 Sep 1989 RS Tl B Rt 13 Sep 1990 3 ¢

et . 4 Feb 1085 24 Sep 1986 MATOCEO. & ' i 8 Jan 1986 £

*alia . . . . 10 Dec 1985 8 Aug 1989 Mexico . . . . . 18 Mar 1985 23 Jan 1986 :

i sty s 14 Mar 1985 29 Jul 1987 Monlico: & .« o . = 6 Dec 1991 z

R S e, 19 Dec 1985 13 Mar 1987 Nepal . < .5 . . 14 May 1991 a

um . . . .. 4 Feb 1985 NetherlandsS. . . 4 Feb 1985 21 Dec 1988 i

U e S 17 Mar 1986 a New Zealand . . . 14 Jan 1986 10 Dec 1989 i

P sy 4 Feb 1985 Nicaragua . . . . 15 Apr 1985 !

N 23 Sep 1985 28 Sep 1989 LRI i —— 28 Jul 1988 i

7 e 10 Jun 1986 16 Dec 1986 Novwaye - . =l ¥, 4 Feb 1985 9 Jul 1986 i

QO v oo P 19 Dec 1986 a Panama . . . . . 22 Feb 1985 24 Aug 1987 H

[l L 23 Aug 1985 24 Jun 1987 Paraguay . . . . 23 Oct 1989 12 Mar 1990 i

o e 23 Sep 1987 30 Sep 1988 Perull Y. T o 25May TRES 7 Jul 1988 '

B PR 12 Dec 1986 4 Oct 1988 Philippines . . . 18 Jun 1986 2 ¢

bia . . . . 10 Apr 1985 8 Dec 1987 Poland . . . . . 13 Jan 1986 26 Jul 1989 g

B AT S 4 Feb 1985 Portugal - . . . . 4 Feb 1985 9 Feb 1989 $
...... 27 Jan 1986 Remania '. < < ... 18 Dec 1990 a  ©

P i B2 9 Oct 1985 18 Jul 1991 Senegal . . . s 4 Feb 1985 21 Aug 1986

oslovakia 8 Sep 1986 7 Jul 1988 Sierra Leone . . 18 Mar 1985

T, e 4 Feb 1985 27 May 1987 Somalia . 5 i 24 Jan 1990 2

ican Republic 4 Feb 1985 Spaipl . LA, 4 Feb 1985 21 Oct 1987 1

[V S e 4 Feb 1985 30 Mar 1988 SUEn..-l. " gt 4 Jun 1986

....... 25 Jun 1986 a3 SwBden .o e e 4 Feb 1985 8 Jan 1986 1

[ 3 R & e 21 Oct 1991 & Switzerland . , . 4 Feb 1985 2 Dec 1986

fie T P - N 4 Feb 1985 30 Aug 1989 Togo v 50 Ny e 254Mar 1987 18 Nov 1987

Rt e 4 Feb 1985 18 Feb 1986 Tunisia v oqi % 20 Augilog7 23 Sep 1988 '

....... 21 Jan 1986 TUFkey s = L0 08 8l 1988 2 Aug 1988 ik

St b - 23 Oct 1985 Ugands /.00 . 3 Nov 1986 3  &!

ny3»4. . .. 13 Oct 1986 1 Oct 1990 Ukraine . . . . . 27 Feb 1986 24 Feb 1987

o ey 4 Feb 1985 6 Oct 1988 Union of Soviet

mala =y e 5 Jan 1990 3 Socialist

T T 30 May 1986 10 Oct 1989 Republics . . . 10 Dec 1985 3 Mar 1887

- e 25 Jan 1988 19 May 1988 United Kingdom of s

R el 28 Nov 1986 15 Apr 1987 Great Britain

NOS 4 Feb 1985 and Noréhern i

@shay - . . 23.0ct 198BS Ireland®. . . . 15 Mar 1985 8 Dec 1988 J

F ISRl . eee 22 Cct 1986 3 Oct 1991 United States ]
AR 4 Feb 1985 12 Jan 1989 of America . . 18 Apr 1G88 i

Gl il 12 Nov 1691 3 Uruguay . . . . . 4 Feb 1985 24 Oct 1986

tenstein . . 27 Jun 1985 2 Nov 1990 Venezuela . . . . 15 Feb 1985 29 Jul 199)

n Arab Youen- e e o S Nov 1991 a

ahiriya . . 16 May 1989 a Yugoslavia . . . 18 Apr 1989 10 Sep 1991

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made
upon ratification or accession.)

AFGHANISTAN paragraph t of the Article 28, of the Convention,
) does not recognize the authority of the com@ittee
le ratifying the above-mentioned Convention, as foreseen in the article 20 of the Convent1op.
emocratic Republic of Afghanistan, invoking Also according to paragraph 2 of the article
184
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Iv.10:

Apartheid in Sports

Ad

* INTO FORCE:
S TRATION:

LS:

h; The Convention was adopted by resolution 40764 G

10.

INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS

h

neral Assembl

f th ni Natiogns on ) mber 1

‘3 April 1988, in accordance with article 18 (1).
3 April 1988, No. 25822.
Doc. A/RES/40/64 G.

Signatories:

74.

Parties:

Te General Assembly of the United Nations.

53.

of 10 December 1985 at the fortieth session

|
|
;cigan;z

.....
.....

4 R

......
.....
......

.....

‘2

......

......

.....

......

:

| (Unless otherwise indicated,
\

|

Eovernment of the Republic of Cuba considers

May

May
May
May
May
May
May
Jun
May
May
Mar
May

May
Oct
Jul
May
Jul
Feb
May
May

May
May
May
May
May
1 Oct
May
Jun

May
May
May
May

Nov

22 May

May

ur
1986

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1988
1986

1986
1987
1986
1986
1987
1887
1986
1986

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

1986

Ratification Ratification,
accession (a), accession (a),
acceptance (A), acceptance (A),
roval (AA Participant Signature approval (AA)
27 Oct 1988 Madagascar . 16 May 1986
9 Aug 1990 a Malaysia . . . . . 16 May 1986
9 Sep 1987 MEldivas . o . . 3 Oct 1986
13 Nov 1986 Hal e .« . *7 Feb 1989 a
2 Oct 1986 Mauritania . . . . 18 Jan 1988 13 Dec 1988
1 Jul 1987 Mauritius 26 Jun 1990 a
Pewicoy. e . L 16 May 1986 18 Jun 1987
27 Apr 1988 Mongolia . . . . . 16 May 1986 16 Dec 1987 AA
18 Aug 1987 MOTOCED of. - .- v 16 May 1986
29 Jun 1988 NenEY - 24 Jun 1986 1 Mar 1989
Nicaragua . . . . 16 May 1986
NAGRE o il W 0N 0 27 May 1986 2 Sep 1986
Nigerta 1. . .. 16 May 1986 20 May 1987
Panamarce|. Jyorvanm 16 May 1986
Peruo'l . . W.58- 30 May 1986 7 Jul 1988
Philippines 16 May 1986 27 Jul 1987
Poland 8K S0 005 16 May 1986 4 Mar 1988
11 Dec 1990 QEtars. A JE ok 3 Dec 1987 19 Jan 1988
Rwanils .7, k. E 16 May 1986
29 Jul 1987 Saint Kitts and
12 Jun 1991 Mavis . .. L. 16 May 1986 5 Dec 1988
2 Apr 199] Saint Lucia 29 May 1987
27 Mar 1987 a Senegal . . . .. 16 May 1986 15 oct 1986
21 Oct 1991 a Sierra Leone . . . 16 May 1986
22 Jul 1987 Somatia % =l 4 Jun 1986
T M SR e - 16 May 1986 23 Feb 1990
24 Mar 1988 Syrian Arab Republic 16 May 1986 28 Nov 1088
10 Oct 1989 L O Q0 s W v, Y 29 May 1986 23 Apr 1987
Trinidad and Tobago 21 May 1986 11 Oct 1990
1 Oct 1986 TURSEIR i . o, 16 May 1986 25 Sep 1989
Ugdntys ror s oal 16 May 1986 29 Aug 1986
Ukraine s = - 16 May 1986 19 Jun 1987
12 Sep 1990 a Union of Soviet
Socialist :
Republics 16 May 1986 11 Jun 1987
12 Jan 1988 United Republic
30 Jan 1989 a of Tanzania 16 May 1986 13 Jan 1989
2 Oct 1986 Uruguay- |« . s = 28 May 1986 26 Jan 1988
26 Aug 1987 Venez!e1a " 16 May 1986 3 Oct 1989
Yoman® Ul .0 S ok 16 May 1986
Yugoslavia . . . . 16 May 1986 22 Dec 1989
Zatew L Ll 16 May 1986
SAMETE ol e 10 Feb 1988 8 Mar 1988
29 Jun 1988 Zimbabwe . . . . . 16 May 1986 14 Jul 1987

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

the declarations and reservations were made upon
ratification, accession, acceptance or approval.)

CuBA

» with respect to the provisions of article 19 of the

ion, that any dispute arising between Parties should be resolved by direct negociations through
>lomatic channel.
:

o
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IV.11: Convention on the Rights of the Child
Ratification, ) : R ifi_ ion
i¢ipan ignatur a ion Participants ignatur accession (a)
| =, . 6 Jan 1990 21 Sep 1990 TOGO . d's o ope- 25 JEn 3990 1 Aug 1990
g??l of Korea gs gep 1990 20 Nog 1991 Trinidad and Tobago 30 Sep 1990 5 Dec 1991
nia . . ... 26 Jan 1990 28 Sep 1990 Tunisia . . . . . 26 Feb 1990
A o e w4 20 Jan 7990 24 Jan 199} Turkey . . . 14 Sep 1990
t Kitts and Uganda . 17 Aug 1990 17 Aug 1990
s, ., 26 Jan 1990 24 Jul 1990 Ukraine . - - . 21 Feb 1990 28 Aug 1991
Lucix . 30 Sep 1990 Union of Soviet
. aew o 3055 7990 Socialist
Earino e 25 Nov 1991 a Republics . 26 Jan 1980 16 Aug 1990
Tome and United Kingdom 19 Apr 1990 16 Dec 1991
hncipe . . . 14 May 1991 United Republic
al ? s a 26 Jan 1990 30 Ju¥ 1990 - of Tanzania . 1 Jun 1990 10 Jun 1991
el feses-.. 7 Sep 1990 a Uruguay . . . . 26 Jan 1990 20 Nov 1990
a Leone . . 13 Feb 1990 18 Jun 1990 Vanuatu . 2 30 Sep 1990
Sl e oo x| el Jen 18990 6 Dec 1990 Venezuela . . . . 26 Jan 1990 13 Sep 1990
anka . . . . 26 Jan 1990 12 Jul 199] Viet Nam . . . . 26 Jan 1990 28 Feb 1990
airate s 28001 1900 3 Aug 1990 Yemen©. 13 Feb 1990 1 May 199)
ame . . . . 26 Jan 1990 Yugoslavia 26 Jan 1990 3 Jan 1991
land . . . . 22 Aug 1990 Zaire . ! 20 Mar 1990 27 Sep 1990
Bniadie. o o 26 Jan 1980 28 Jun 1890 Zambia . . . . . 30 Sep 1990 6 Dec 1991
zerland . . . 1 May 1991 Zimbabwe . . . . 8 Mar 1990 11 Sep 1990
an Arab
bublic 18 Sep 1990

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon ratification

! DECLARATIONS AND RESERVATIONS
|

or accession. For objections
AFGHANISTAN

signature:

ration:

e Government of the Republic of Aghanistan

ves the right to express, upon ratifying the

ntion, reservations on all provisions of the

ntion that are incompatible with the liws of

ic Shari'a and the 7local legisation in

t.ll

ARGENTINA

vation and declarations made upon signatur:
confirmed upon ratification:
vation:

Argentine Republic enters a reservation to
ragraphs (b), (c), (d) and (e) of article 21
e Convention on the Rights of the Child and
res that those subparagraphs shall not apply
eas within its jurisdiction because, in its

before they can be applied a strict
1ism must exist for the legal protection of
ren in matters of inter-country adoption, in
to prevent trafficking in and the sale. of
Fen.
rations:
-erning article 1 of the Convention, the
ine Republic declares that the article must
terpreted to the effect that a child means
human being from the moment of conception
the age of eighteen.
erning article 38 of the Convention, the
ine Republic declares that it would have
the Convention categorically to prohibit
se of children in armed conflicts, such a
ition exists in its domestic law which, by
of article 41 of the Convention, it shall
ve to apply in this regard.

atification:
ation:

erning subparagraph (f) of article 24 of

thereto, see hereinafter.)

the Convention, the Argentine Republic considers
that questions relating to family planning are
the -exclusive concern of parents in accordance
with ethical and moral principles and understands
it to be a State obligation, under this article,
to adopt measures providing guidance for parents

and education for responsible parenthood.
AUSTRALIA
Reservation:
"Australia accepts the general principles of
article 37. In relation to the second sentence

of paragraph (c), the obligation to separate
children from adults in prison is accepted only
to the extent that such imprisonment . is
considered by the responsible authorities to be
feasible and consistent with the obligation that
children be able to maintain contact with their
families, having regard to the geography and
demography of Australia. Australia, therefore
ratifies the Convention to the extent that it is
unable to comply with the obligation imposed by
article 37 (c¢)."

BAHAMAS

Reservation made upon
upon ratification:
"The Government of the Commonwealth of The

Bahamas upon signing the Convention reserves the

right not to apply the Provisions of article 2 of

the said Convention insofar as those Provisions

relate to the conferment of citizenship upon 2

child having regard to the Provisions of the

Constitution of the Commonwealth of The Bahamas".

signature and confirmed

BANGLADESH
“[The Government of Bangladesh) ratifies the
Convention with a reservation to article 14,

198
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IV.11: Convention on the Rights of the Child

|
|
| Adop

11. CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

ted by the General Assembly of the tUnited Nations on 20 November 1989

INTO FORCE:
STRATION:

:
FS:

be:

i1y authentic,

eneral Assembly of the

anrters of the

The Convention,
was adopted by resolution 44/25 of 20 November 1980

2 September 1990, in accordance with article 49 (1),
2 September 1990, No. 27531,

Doc. A/RES/44/25.

Signatories: 132.

Parties: 107.

of which the Arabic, Chinese, English, French

United Nations. The Convention is open for

United Nations in New York.

si

session

» Russian and Spanish lexts are
at the forty-fourth
gnature by all States at the

ef

blic

------

slovakia
atic People's
)lic of Korea

Ratification,
ignatur accession (a) Participants
27 Sep 1990 Guatemala . . . .
26 Jan 1990 Guiressr_ L
26 Jan 1990 Guinea-Bissau .
2% Jun 1990 4 Dec 1990 Guyana™ I 0.
14 Feb 1990 5 Dec 1990 PR o e
Holy See
12 Mar 199] Honduras
22 Aug 1990 17 Dec 1990 HUNDEYY. § -t o
26 Jan 1990 Icolghd, o N 19 |
30 Oct 1990 20 Feb 1993 Indonesia . .
26 Jan 1990 3 Aug 1990 Iran (Islamic
19 Apr 1990 9 Oct 1990 Republic of)
26 Jan 1990 1 Oct 1990 Irsiging . 0. 1
26 Jan 1980 16 Dec 1991 Israem BN, 00 .
2 Mar 1990 2 May 1990 Fialvy. Ol o .
25 Apr 1990 3 Aug 1990 Jamaita . ... . .
4 Jun 1990 1 Aug 1990 JEpA o4 L, L
8 Mar 1990 26 Jun 1990 Jordag -1, o0
26 Jan 1990 24 Sep 1990 Ryl -, 7 a
31 May 1990 3 Jun 1997 Rowagee™ | |8 S .
26 Jan 1990 31 Aug 1990 Lao People's
8 May 1990 19 pct 1990 Democratic
25 Sep 1990 Republic
28 May 1990 13 Dec 1991 Lebanon . . . . .
Lesotheorsms,
30 Jul 1990 Flheeiy™ -
30 Sep 1990 2 Oct 1990 Liechtenstein . .
26 Jan 1990 13 Aug 1990 Luxembourg
29 Aug 1990 Madagascar
26 Jan 1990 = 28 Jan 1907 MaTAwisipl 2t
30 Sep 1990 Maldives
26 Jan 1990 21 Aug 1990 A YIS e
26 Jan 1990 4 Feb 1991 Ma i, e
26 Jan 1990 21 Aug 1993 Mauritania.
5 Oct 1990 7 Feb 199 Mauritius . . . -
30 Sep 1990 7 Jan 1991 Mexico . . . . .
Mongolia
23 Aug 1990 21 Sep 1990 Morocco < . .. .
26 Jan 1990 19 Jul 1997 Mozambi que
30 Sep 1990 6 Dec 1990 Myanmar . . ., .,
26 Jan 1990 13 Mar 199) Namibia . , . . .
8 Aug 1990 11 Jun 1997 Nepal . . . . . .
26 Jan 1990 23 Mar 1990 Netherlands . . .
26 Jan 1990 10 Jul 1990 New Zealand . ., .
5 Feb 1990 6 Jul 1990 Nicaragua . . . .
21 Oct 1991 a NYGRE, . o L
14 May 1991 a Nigeria . . . . .
26 Jan 1990 20 Jun 199] Norway . . . . .
26 Jan 1990 7 Aug 1990 Pakistan
26 Jan 1990 Panama . , . . .
5 Feb 1990 8 Aug 1990 Papua New Guinea
26 Jan 1990 Paraguay
29 Jan 1990 5 Feb 1990 PErhEs st o 1
26 Jan 1990 Philippines . . .
21 Feb 1990 1990 PFolamdi . . . ..

5 Nov

Signature
26 Jan 1990

26 Jan 1990
30 Sep 1990
26 Jan 1990
20 Apr 1990
31 May 1990
14 Mar 1990
26 Jan 1990
26 Jan 1990

5 Sep 1991
30 Sep 1990
3 Jul 1990
26 Jan 199D
26 Jan 1990
21 Sep 1990
29 Aug 1990
26 Jan 1990
7 Jun 1990

26
2]
26
30
21
19

21
26
26
26

26
26
26
30

26
26
26

Jan
Aug
Apr
Sep
Mar
Apr

1990
1990
1950
1990
1990
1990

1990
1990
1990
1990

1990
1990
1990
1990

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

Aug
Jan
Jan
Jan

Jan
Jan
Jan
Sep

Sep
Jan
Jan

26
26
26
20
26
30

26
26

Jan
Jan
Jan
Sep
Jan
Sep

Jan
Jan
Jan

. 24

Ratification

cC

% Jun
13 Ju)
20 Aug
14 Jan

20 Apr
10 Aug
7 Oct

5 Sep

3 Oct

14 May
May
Jul

21 Oct

8 May
May

19 Mar
N
20
30
16

Feb
Sep
Sep
May
26 Jul
21 Sep
5 Jul

Jul
Sep
Sep

15
30
14

5 Oct
30 Sep
19 Apr

8 Jan
12 Nov
12 Dec
25 Sep
Aug
7 Jun

iogn

1997
1991
1991

1991
1990
1991

1997
1991

1997
1997
1991
1990
1990
1991
1990 a
1990

1990

1997 a
1990
1990

1990
1990
1991
199]
1990
1990

1990
1990
1990
1991
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IV.12: Civil and Political Rights - Abolition of the Death Penalty (Second Optional Protocol)

' 12. SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS,
AIMING AT THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY 2

Adopted by the General Assembly on 15 December 1989

INTO F@RCE: 11 July 1991, in accordance with article 8 (1).
TRATION: 11 July 1991.
Doc. A/RES/44/128.
b Signatories: 20. Parties: 10.

g: The said Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are
iy authentic, was adopted by resolution 44/128 of 15 December 19B9 at the forty-forgn session
e General Assembly of the United Nations and is open for signature at the United Nations
uarters in New York by all States having signed the International Covenant on Civil and Political
£ .

Ratification, Ratification,

-ipan ignatur accession (a) Participants ignatyr accession (a)
T 2 Oct 1990 3 Netherlands?. . . 9 Aug 1990 26 Mar 199)
L T et 8 Apr 1991 New Zealand . . . 22 Feb 1990 .22 Feb 1990

gaael. 5 . "LaTR Au% (1990 Nicaragua . . . . 21 Feb 1990
Rica . . . 14 Feb 1990 Norway . . . . . 13 Feb 1990 5 Sep 1991
R e o % o7 13%eb Y900 Portugal . . . . 13 Feb 1990 17 Oct 1990
O amwains. | 13 Feb 1990 4 Apr 1997 Romania . . . . . 15 Mar 1990 27 Feb 199
w'. . . .. 13 Feb 1990 Spain . . .. . 23 Feb 1990 11 Apr 1991
as . . . . 10 May 1990 Sweden . . . . . 13 Feb 1990 11 May 1990
8.7 s 307388 1957 2 Apr 199) Uruguay . . . . . 13 Feb 1990
b et 13 Fab 1880 Venezvela . . . . 7 Jun 1990
L e [ R 13 Feb 1990

¥

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon
ratification or accession.)

SPAIN

ant to article 2, Spain reserves the right to apply the death pendlty in the exceptional and
ly serious cases provided for in Fundamental Act No. 13/1985 of 9 December 1985 regulating the
ry Criminal Code, in wartime as defined in article 25 of that Act.

|
' The German Democratic Republic signed and ratified the Protocol on 7 March 1990 and 16 August
respective1y. See also note 11 in chapter I.2.

IFor,the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba.

}
I
»
I
\
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IV.13: Rights of Migrant Workers

13. INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS
AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES - :

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 18 December 1990
T YET IN FORCE (see ar
XT:

ticle 87 (1)).
Doc. A/RES/45/158

ATUS: Signatories: 2.

The Convention, of which the Arabic,

» and Spanish texts are

ally authentic, was adopted by resolution 45/158 of 18 December 1990 at the forty-fifth session of

General Assembly of the United Nations. The Convention is open for signature by all States ip
ordance with its article 86 (1).

Chinese, English, French, Russian

Ragifigation, Ratification
ignatur accession (a) Pgr;jgiggng; Signatyre accession (a)
..... 22 May 199

MOFOEED! -, | 15 Aug 199]
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CHAPTER V. REFUGEES AND STATELESS PERSONS

1. CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL REFUGEE ORGANIZATION

Opened for signature at Flushing Meadow, New York. on 15 December 1946

TO FORCE: 20 August 1948, in accordance with article 18.
TION: 20 August 1948, No. 283.

United Nations, Treaty Series, vol. 18, -

Signatories: 17. Parties: 18.

The Constitution was approved by the General Assembly of the United Nations in resc'lutic_m 62
15 December 1946. Resolution No. 108, adopted by the General Council of the International

Organization at its 101st meeting on 15 February 1952, provided for the liquidation of the
tion.

Definitive D_efir.%tivg
signature {s), signature (s),
Signature acceptance Participant Signature acceptance
10 Jun 1947 TRy . e s : 24 Mar 1949 g
13 May 1947 Liberia . . . . . 31 Dec 1046
1 May 1947 30 Mar 1948 Luxembourg . . . 5 Aug 1948
5 Jun 1947 Netherlands . . . 28 Jan 1847 11 Aug 1947
1 Jul 1947 New Zealand . ., . 17 Mar 1947 ¢
16 Dec 194§ 7 Aug 1947 NOPdye s - e, L 4 Feb 1947 18 Aug 1947
29 Apr 1947 5 Panamad s, . -« . 23 Jun 1947
20 Aug 1948 ¢ Hepn: o el g, 25 Jul 1947
Philippines . . . 18 Dec 1946
Ce v . .4 17 Dec 1946 22 Oct 1947 Switzerland . . . 2B Mar 1949
s s 17 Dec 1946 3 Mar 1948 United Kingdom . 5 Feb 1947 ¢
-« « 16 Dec 1946 28 Jul 1947 United States
18 Dec 1946 of America . . 16 Dec 1945 3 Jul 1947
12 May 1947 s Venezuela . . . . 4 Jun 1948 13 Sep 1948

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon
definitive signature or acceptance.)

FRANCE tion in kind according to the needs and ability
of the country.

Constitution js ratified subject to the
hat the French Government reserves the UNITED STATES OF AMERICA
pay all or part of its contribution in
in kind. "Upon condition and with the reservation that
ore, in pursuance of the tenth paragraph no agreement shall be concluded on behalf of the
amble of the said Constitution to the United States and no action shall be taken by any
t the International Refugee Organization officer, agency, or any other person and
non-permanent nature, the budgetary acceptance of the Constitution of the Organiza-
ssigned tc France may be made only for tion by or on behalf of the Government of the
of three twelve-month periods. United States shall not constitute or authorize

action (1) whereby any person shall be admitted
to or settled or resettled in the United States

‘ GUATEMALA or any of its Territories or possessions without
| prior approval thereof by the Congress, ... or
to the provision that, in conformity (2) which will have the effect of abrogating,
he 10, paragraph 2, of the Constitution suspending, modifying, adding to, or superseding
Fternationa] Refugee Organization, the any of the immigration laws or any other laws of
‘ Guatemala would Pay its due contribu- the United States."

3/ In a letter of 2 September 1947 addressed

to the Secretary-GeneraL the Permanent Repre-
i3] Records of the General Assembly, sentative of Panama stated that, when signing the
t _of the First session, Resolutions Constitution, he omitted to indicate that his
Yo PO signature was subject to ratification as specified
in the full powers presented for this purpose, and

note concerning signatures, ratifica- requested that his signature be regarded as having
ssions, etc., on behalf of China (note been affixed subject to ratification.
il’ 1.]).
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V.2: Refugees--195] Convention

2. CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
Signed at Geneva on 28 July 1951
RY INTO FORCE: 22 April 1954, in accordance with article 43.

ISTRATION: 22 April 1954, No. 2545, T
g United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137. {
TUS: Signatories: 20 Parties: 106. §
ote: The Convention was adopted by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status ;
Refugees and Stateless Persqns, held at Geneva from 2 to 25 July 1951. The Conference was convened !
suant to resolution 429 (V)', adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 December !
D,
et - _!
'
Ra;ifiggtign Rgtifi;gtign,
accession (a), accession (a),
icipan Signature ion (d Participant ignatur ccession (d :
PR e St b o 21 Feb 1963 d Japgao e ) . 3 Oct 1981 a i
Vel . .. 23 Jun 198) a Kanyaimer: F wiaic 16 May 1966 a 2
ntina~, © .. 15 Nov 1961 3 Legothor. ot —a. & 14 May 1981 3
R, . 22 Jan 1954 3 Libepha il . -5 15 Oct 1964 3
5L AT L T U 1951 1 Nov 1954 Liechtenstein . . ., 28 Jul 1951 8 Mar 1957
R A 28 Jul 1951 22 Jul 1953 Luxembourg . . . . 28 Ju) 1951 23 Jul 1953
2B s 27 Jun 1990 a Madagascar . . . . 18 Dec 1967 2
AT S 4 Apr 1962 d Madawie B ol bl 10 Dec 1987 3
TR A 9 Feb 1982 a Padeh o e T 2 Feb 1673 ¢
wana "~ o, L. 6 Jan 1969 a bl R e SR S 17 Jun 1971 3 ]
il ., 15 Jul 1952 16 Nov 1960 Mauritania . . , | 5 May 1987 a :
ina Faso . . 18 Jun 1980 3 . Moniep me  lew R = i 18 May 1954 3 '
B e W ) 19 Jul 1963 a Ll ] i e 7 Nov 1956 ¢ :
FoBl . . . .o 23 Oct 1961 d Mozambique . . . . 16 Dec 1983 2 $
1 g, 4 Jun 1969 a Netherlands . . . . 28 Ju] 1951 3 May 1956 ]
-al African New Zealand . . . . 30 Jun 1960 a
wublic .. = 4 Sep 1962 d Nicaragua . . . . . 28 Mar 1980 3 i
...... 19 Aug 1981 3 Nigerits o T 25 Aug 1961 ¢ r
R 28 Jan 1972 3 Nigerta®.| . S0 - 23 Oct 1967 3 i
I 24 Sep 1982 3 NOPway: /|, Lo - 28 Jul 1951 23 Mar 1053 1
bia . . .. 28 3. 195 10 Oct 1963 Fanulh |. [ el 2 Aug 1978 a :
e P 15 Oct 1962 d Papua New Guinea . 17 Jul 1986 a i
Ryca .. 28 Mar 1978 3 Paraguay = % 1 Apr 1970 3 ;
d'Ivoire . |, 8 Dec 1961 d T 21 Dec 1964 3 '
SR .. 16 May 1963 d Philippines . . . . 22 Jul 1981 a .
oslovakia . 26 Nov 1991 3 Bobartee, = = 27 Sep 1991 3 :
o e 28 Jul 1951 4 Dec 1952 Portugal . . . . . 22 Dec 1960 a :
L[| P S S Aug 1977 ¢ RomaraRt.. = & vl 7 Aug 1997 3
ican Republic 4 Jan 1978 a Rwahda: S, el = =g 3 Jan 1980 a
bz MRS P 17 Aug 1955 3 SUMOR T 21 Sep 1988 a
i 22 May 1981 a Sac Tome and
lvador . | . 28 Apr 1983 a Eancipe o 1 Feb 1978 a
rial Guinea 7 Feb 1986 a Senegalye™, . . | 2 May 1963 d
i N e 10 Nov 1969 a Seychelles . . . . 23 Apr 1980 2
SRR T o 12 Jun 1972 d Sierra Leone . . . 22 May 1981 3
e TS 10 Oct 1968 3 SomaVia:l. . 5 s 10 Oct 1978 3
=y FIRE R 11 Sep 1952 23 Jun 1954 Spaln 1t e ST 14 Aug 1978 a
27 Apr 1964 a Sudmne Mo g o 22 Feb 1974 3
e = 7 Sep 1966 d Suriname . . . . | ; 29 Nov 1975 ¢
i3, . - 18 Nov 195) 1 Dec 1953 Sweden . . . . _ 28 Jul 1951 26 QOct 1954
e e 18 Mar 1963 3 Switzerland . . , . 28 Jul 1951 21 Jan 1955
v 10 Apr 1952 5 Apr 1860 Togessnt s Y8 o1 : 27 Feb 1962 d
1 S 22 Sep 1983 a tugigianl. - e 24 Oct 1957 ¢
e o 28 Dec 1965 d Turkeyod. . 10 5 ey Aug 1951 30 Mar 1962
-Bissau . . 1 Feb 1976 a Yovglut .0 7 Mar 1986 d
TR e, 25 Sep 15984 a Uganda . . . ' 27 Sep 1976 a
. . . . 21 May 1952 15 Mar 1956 United Kingdom . . 28 Jul 1951 17 Mar 1954 p
e ST 14 Mar 1989 a United Republic
g 30 Nov 1955 3 of Tanzania . . . 12 May 1964 3
slamic Uruguay i.... . o .5 22 Sep 1970 3
Ticrol) e 28 Ju) 1976 3 YemenT oIl . [N : 18 Jan 1980 a
¢ T WS 29 Nov 1956 3 Yugoslavia - - 28 Jul 1951 15 Dec 1959
SR e 1 Aug 1951 1 Oct 1954 Zavice o L . 4y 19 Jul 1965 a
23 Jul 1952 15 Nov 1954 Zambix | .. o * 24 Sep 1969 d
30 Jul 1964 d Lilbabwe - 25 Aug 1981 a
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V.5: Refugees--1967 Protocal

5. PROTOCOL RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

Done at New York on 31 January 1967

INTO FORCE: 4 October 1967, in accordance with article VIII.

TRATION: 4 October 1967, No. 8791.
United Nations, Tr ries, vol. 606, p. 267.
S Parties: 107.

On the recommendation of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High
ssioner for Refugees, the High Commissioner submitted the draft of the above-mentioned Protocol tg
eneral Assembly of the United Nations, through the Economic and Social Council, in the addendum to
eport concerning measures to extend the personal scope of the Convfntion relating to the Status of
ees. The Economic and Social Council, in resolution 1186 (XLI)' of 18 November 1966, took note
approval of the draft Protocol and transmitted the said addendum to the General Assembly. The
ial Assembly, in resolution 2198 (XXI)“ of 16 December 1966, took note of the Protocol and
'sted the Secretary-General "to transmit the text of the Protocol to the States mentioned in article
reof, with a view to enabling them to accede to the Protocol."

|
T

Accession, Accession,

cipant s ssion (d Participant succession (d)
A e o o ARG 8 Nov 1967 Traland . o . o - 6 Nov 1968
SR T e Siig e i 1o 23 Jun 1981 T LR R R “. 14 Jun 1968
AR L e SORCNCL Sl 6 Dec 1967 LEaly ¥ =0 S B s i s . 26 Jan 1972
SR s s . . . 13 Dec 1973 AEEAY ™2 BN 5 T . 30 Oct 1980
A & i e A s 5 Sep 1973 1T U e e S s . 1 Jan 1982
GRS, o iy Al 8 Apr 1969 Keiva .| . 5 . &k o0 : 13 Nov 1981
e el a1 T 27 Jun 1990 Legathos- . &% 25 . 5 5 14 May 1981
PERRERE s e a2 et e g 6 Jul 1970 LYnesalles 0% 1oL oL a - . . 27 Feb 1980
AR it el s e o A ] 9 Feb 1982 Liechtenstaim . ; . oh. & =%% . 20 May 1968
T e s SRR s RN, Y, . 6 Jan 1969 (lixesbourg- 25| . 57 CXF i . o cog Apr T9F
B, o I 7 Apr 1972 MadaWiio - . L aives e vcs sala I EReC 1987
MAEEASD s T L e e 18 Jun 1980 - 5 e R NS, A 2 Feb 1973
R o bl s s e s e SR 15 Mar 1971 L5 T RN R A, et itSiSep. 1971
OON S e o s ok s e N 19 Sep 1967 Madrtkanta . ' . & ST, 5 May 1987
R G o e et 4 Jun 1969 MorogEe. TN o e T RES . o dDEADT 1977
S -l S Jul 1987 Mozagihique: L i | a0 S 1 May 1989
al African Republic 30 Aug 1967 Netherlands® . . . . . . . . . . 29 Nov 1968
r o e e P g R 19 Aug 1981 New Zealand .o i s 6 Aug 1973
LS R P W 27 Apr 1972 Nlcaragua =TGN oo . . . 2B Mar 1980
b AN e R (et o oS 24 Sep 1982 R N e R i s 2 Feb 1970
ERE S v o TRINE L b AR 4 Mar 1980 e { e ) e o i . ol 2 May 1968
L SIS A= e 10 Jul 1970 T R N A e 28 Nov 1967
A R iy, i 28 Mar 1978 A Ml AT : 2 Aug 1978
Ll [ ) i ey R B : 16 Feb 1970 Papua New Guinea . . . . . . . : 17 Jul 1986
R T R e 9 Jul 1968 Pa8Baguay =% . . . oo . : 1 Apr 1970
OETORRKET R s -5 ol 0 - 26 Nov 1991 T e I T A R : 15 Sep 1983
PiGs . AR Ty 29 Jan 1968 Phclippnnese®™, . « o & o o d 22 Jul 1981
Gk, 8 G T 9 Aug 1977 d Polantie™ . . oo o oL e . 27 Sep 1991
ican Republic 4 Jan 1978 T r | e R R e 13 Jul 1976
(s e 0 0 SRR 6 Mar 1969 Romania - o . shec A 7 Aug 1991
LR L e el PSR 22 May 1981 Rwanda . . . . . . . B 3 Jan 1980
rsdnr = B o 28 Apr 1983 Sao Tome and Principe . . . . . 1 Feb 1978
orial Guinea . .. . . 7 Feb 1986 SEARSENS v 7, e AP e ) [ 3 Oct 1967
pia 10 Nov 1969 Sevchellas . .. 0 9. . . SRR 23 Apr 1980
4 12 Jun 1972.d Starra [Leone 0% -, 0, = Lk, 22 May 1981
nd 10 Cct 1968 Somalia . BRIl R | e 10 Oct 1578
e . 3 Feb 1971 (3 T T Ol o @ it 14 Aug 1978
N 28 Aug 1973 SUBRIY G oo B e e Do 2SR

B 4t e e 29 Sep 1967 Suriname o e P A F 29 Nov 16978 d
A . SRR e 5 Nov 1969 Swaziland .. . . . . eocuai i e 2B Jan 1958
: 30 Oct 1968 Swedenl L. . . .Sl O e 4 Oct 1967
e 7 Aug 1968 SwitEarland. .. o, s MR - 20 May 1963
mala 22 Sep 1983 1 o = 1 Dec 1969
CUgE B o O e CRSR 16 May 1968 TRBISHIR | . e o s e . 1R SRS
a<BlgsRc o e L L. 11 Feb 1976 Totkey! ; - =filemia "0 50 T 3T guisdons
R I R 25 Sep 1984 TR . . o o i rRial ¥ 2 7 Mar 1086 d
See . 8 Jun 1967 tigardals .. ool A Aar LK, 27 Sep 1976
T T T s SRS 14 Mar 1989 United Kingdom . . . . . . . . . 4 Sep 1968
A e, 2 o | 5 26 Apr 1968 United Republic of Tanzania . . 4 Sep 1968
{(Islamic Republic of) . 28 Jul 1976 United States of America . . . . 1 'Nov 1968
232
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V.3: Stateless persons

3. CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF STATELESS PERSONS

Done at New York on 28 September 1954

INTO FORCE: 6 June 1960, in accordance with article 39.
RATION: 6 June 1960, No. 5158.

United Nations, Treaty Series, vol. 360, p. 117.
Signatories: 22. Parties: 36.

: The Convention was adopted by the United Nations Conference on the Status of Stateless Persons,
it the Headquarters of the United Nations :ﬁ" New York from 13 to 23 September 1954. The Conference
rvened pursuant to resolution 526A(XVII)' of 26 April 1954 of the Economic and Social Council of
ited Nations. For the Final Act, recommendation and respolution adopted by the Conference. see

Nations, Treaty Series, vol. 360, p. 117.

Ratification, Batification,
accession (a accession (a)
ign r succession (d) Participant ignatur cC ion (d
e 15 Jul 1964 a Israel ol . 1 Oct 1954 23 Dec 1958
a and Barbuda 25 Oct 1988 d Italy.. eeLrs U7 2000ct 1054 3 Dec 1962
P Ol it 1 Jun 1972 a Kiribatii . . . . 29 Nov 1983 d
"‘Iia M 13 Dec 1973 a Lesolho’ .ol . 4 Nov 1974 d
os . . . . 6 Mar 1972 d Libavia . . 2. 90 11 Sep 1964 a
« »aw s e 28-Sep 1954 27 May 1960 Libyan Arab
1% o 6 Oct 1983 a Jamahiriya . . 16 May 1989 a
gy - RS, 25 Feb 1969 d Liechtenstein . . 28 Sep 1954
pium . . 2B Sep- 1954 Luxembourg, . . . 28 Oct 1955 27 Jun 1960
ja . . .. 30 Dec 1954 Madagascar4 . . . [20 Feb 1962 a)
ﬁica . « . 28 Sep 1954 2 Nov 1977 Netherlands . . . 28 Sep 1954 12 Apr 1962
¢+ « + . 28 Sep 1954 17 Jan 1956 Norway . . ... 2B Sep 1954 19 Nov 1956
v v a .« » 28 Sep 1954 © 2 Oct 1970 Philippines . . . 22 Jun 1955
ador . . . 2B Sep 1954 ; Republic of Korea 22 Aug 1962 3
BR i BeEs 12 Jun 1972 d Sweden . ., . . . 28 Sep 1954 2 Apr 1965
e s 10 Oct 1968 a Switzerland . . . 28 Sep 1954 3 Jul 1972
s e 2127Jan 958 8 Mar 1960 Trinidad and
2,3) .. 28 Sep 1954 26 Oct 1976 Tobigd - . , - 11 Apr 1966 d
Sem . 4 Nov 1975 a Tonigiir-. | IR 29 Jul 1969 a
la . . .. 28 Sep 1954 Moandall . | O 15 Apr 1965 a
2% 1 21 Mar 1962 a United Kingdom . 2B Sep 1954 16 Apr 1959
e 28 Sep 1954 Yugoslavia . ., . 9 Apr 1959 a
3s . . .. 28 Sep 1954 Fwbis . S5NE 1 Nov 1974 ¢
17 Dec 1962 a
DECLARATIONS AND R RVATION
(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon
ratification, accession or succession.)
ANTIGUA AND BARBUDA cation of the Convention to the West Indies (in-
cluding Barbados) on the 19th March, 1962 that it
Government of Antigua and Barbuda can only can only undertake that the provisions of Arti-
ke that the provisions of articles 23, 24, cles 23, 24, .25 and 31 will be applied in Barba-
{31 will be applied in Antigua and Barbuda dos so far as the law allows.
as the law allows.". “The application of the Convention to Barbados
} was also made subject to reservations to Articles
‘ ARGENTINA 8, 9 and 26 which are hereby withdrawn."

application of this Convention in territo-
ose sovereignty is the subject of discus-

tween two or more States, irrespective of BOTSWANAS
they are parties to the Convention, can-
ctonstrued as an alteration, renunciation "(a) Article 31 of the said Convention shall
ingquishment of the position previously not oblige Botswana to grant to a stateless per-
)ned by each of them. son a status more favourable than that accorded
to aliens in general;
BARBADOS "(b) Articles 12 1) and 7 2) of the Conven-
4 tion shall be recognized as recommendations only."
Government of Barbados . . . declares with
to the reservations made by the United
on notification of the territorial appli- COSTA RICAS
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